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Menimbang

Meng ingat

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SA LATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  TAHUN 201 8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka menjamin  keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah
dan penyusunan Rancang an Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 8 perlu
menetapkan Rencana Kerja Pemerinta h Daerah Tahun
201 8;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a , sesuai
ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah ;

bahwa  berdasarkan  pertimb angan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetap kan
Peraturan Walikota t entang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018;

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah -daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang  -undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523 4);



10.

11.

12.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 2 3
Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 10
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evalua si Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) X

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota  Salatiga Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah
Kota Sala tiga Tahun 2010 Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga =~ Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susuna n Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9) ;
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42) ;

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 201 6
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 201 6 Nomor 10);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud den gan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintah an yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Rencana Kerja P emerint ah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode satu tahun.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2
RKPD Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 8.

Pasal 3
(1) Sistematika RKPD Tahun 201 8 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
BAB|1 PENDAHULU AN
BAB Il EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB Il RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
BABV RENCANA PROGRAM DAN  KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
(2) Dokumen RKPD Tahun 201 8 dengan sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pad a tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Mei 2018
WALIKOTA SALATIGA,
Cap Ttd
YULIYANTO
Diund angkan di Salatiga
padatanggal 31 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap Ttd

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 11
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TAHUN 2017
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupa kan sebuah proses yang direncanakan
dalam rangka melakukan peru bahan yang mengandung makna adanya
kemajuan/ perbaikan, pertu mbuhan mencapai kondisi yang lebih baik
dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pe mbangunan meliputi sosial,
budaya, ekonomi dan po litik sampai pada perke mbangan adanya
penyelarasan dengan konservasi lingku ngan. Nilai dalam pe mbangunan
adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan
serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan
Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan -
tahapan ke giatan yang melibatkan berbagai stake holder p embangunan
, guna pemanfaatan dan pengalok asian sumber daya yang ada dal am
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat d alam suatu daerah
dalam jangka waktu terte ntu. Pembangunan yang bermakna adalah
yang memenuhi unsur k emampuan u ntuk memenuhi kebutuhan
pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai
manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk
berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpart isipasi
dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa
pembangunan adalah semua proses peru bahan yang dilakukan melalui
upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan
pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertah ap
sesuai dengan kebutu han. Perencanaan yang baik dan berkual itas
mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif dan top-down/ bottom up.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan
pendekatan perencanaan part isipatif melalui pr oses musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari
keluraha n, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota
Salatiga Tahun 2018 mengakomodir program OPD, lintas OPD dan

program kewilayahan  yang bertu juan untuk meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat.

Pedoman Penyusunan dokumen perencanaan Kota Salatiga pada
tahun 2018 menggunakan dasar Rencana Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 -2025 yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan
Daerah Ko ta Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 -2030 menjadi pedoman
untuk menyusun rencana tahunan dalam bentuk RKPD Tahun 2018
yang diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJPD Kota Salatiga.

Dengan demikian rencana pembangunan senantiasa
berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf d, memuat: rancangan kerangka ekonomi daerah; program
prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan
prakiraan maju. Rencana kerja, pendana an dan prakiraan maju
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber -
sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penetapan program prioritas pada RKPD berorientasi pada
pemenuhan hak -hak dasar masyarakat, azas pemerataan dan
pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Disamping itu, RKPD Kota Salatiga harus mempunyai keterkaitan erat
dengan RPJMD, RPJPD dan RTRW Kota Salatiga, juga memperhatikan
RPJM dan RPJP baik Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2018 diawali dengan kegiatan
Pra Musrenbang tingkat RT/RW, Musrenbang Kelurahan dan
Musrenbang Kecamatan. Ha | tersebut ditindaklanjuti dengan
melakukan diskusi -diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu
Forum OPD, Rapat Koordinasi di Bakorwil 1, Musrenbang Kota,
Musrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional, yang
melibatkan unsur Dewan Perwakilan R akyat (DPR) baik di daerah

maupun nasional sesuai dengan tingkatannya, Instansi Vertikal,
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1.2.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi (PT), Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Profesi, Tokoh Masyarakat
(Tomas) dan Tokoh Agama (Toga).

RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang
strategis selain berdasarkan Undang  -undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
berpedoman pada RKPD juga merupakan t ahun pelaksanaan
pemilihan kepala daerah periode 2017 -2022, oleh karena itu
diharapkan mencerminkan penganggaran terhadap program dan
kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan rencana kerja OPD.
Terkait dengan hal tersebut, RKPD Kota Salatiga Tahun 2 018
merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan
misi RPJPD sebelum adanya visi dan misi Walikota terpilih sekaligus

sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kota Salatiga Tahun 2018.

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD adalah s ebagai berikut:

1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah -daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 t entang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah;

5.  Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;

7. Undang -Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang -undangan;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins i, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu a atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Peng endalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
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1.3.

1.4

1.5.

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005 -2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 -2018;

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga
Tahun 2005 -2025.

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 -2030.

Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Salatiga T ahun 2018 disusun dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Salatiga Tahun 2005-2025. Selain itu indikasi perumusan pr ioritas
program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 20 11 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 22030.

Sistematika Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8

RKPD Kota  Salatiga Tahun 2018 disusun de ngan
sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

BAB I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASI HASIL
PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGARAAN PEMER INTAHAN

BAB 1l RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJ AKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMB ANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM D AN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP

Maksud dan Tuju an

Mak sud penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2018 adalah
untuk mengoptimalkan p emanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk
peningkatan ke sejahteraan masyarakat serta memberikan arah

pembangunan Kota Salatiga untuk Tahun 2018 dan sebagai alat
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untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pere ncanaan,

penganggaran, pelak sanaan dan pengawasan.
Adapun tujuan nya adal ah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun
2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daer ah Tahun 2018;

2. Sebagai pedoman penyempur naan ra ncangan Renja SKPD Tahun
2018;

3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD;

4. Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan
RKPD.
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BAB | |

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASIH ASIL
PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografis

.RWD 6DODWLJD WHUOHWDN DQWDUD - GDQ
6HODWDQ GDQ DQWDUD . L GDOQ : L % XN
Kota Salatiga berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu
diantara gunung -gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah
Mungku r, Telomoyo, dan Payung Rong. Berdasarkan topografi, wilayah
Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu bergelombang (65%), miring
(25%), dan datar (10%). Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23

kelurahan.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Salati ga adalah

sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan:
f Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten
f Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu
Agung
b) Sebelah Timur berbatasan dengan:
f Kecamatan Pabelan : Desa  Ujungujung, Desa

Sukoharjo , Desa Glawan
f Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton,

Desa Nyamat

C) Sebelah Selatan berbatasan dengan:
f Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, DesaSamirono,
Desa Jetak
f Kecamatan Tengaran . Desa Patemon, Desa Karang
Duren
d) Sebelah Barat berbatasan dengan:
f Kecamatan Tuntang . Desa Candirejo, Desa Jombor,

Desa Sraten, Desa Gedongan
f Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan

Getasan.
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Pada tahun 201 6, Menurut data topografi/lereng tanah,
Kota Salatiga terdiri dari 5.224,360 Ha wilayah bergelombang, 325
Ha Lahan Curam, 128,95 Ha Lahan Sangat Curam.

Penggunaan lahan per sektor tahun 201 6 seluas 24.267,48
hektar, yang terdiri dari pertanian seluas 6.752,88 hektar, industri
pengolahan seluas 77,22 hektar, bangunan seluas 1.863,37 hektar,
perdagangan seluas 87,47 hektar, pengangkutan dan komunikasi
seluas 15.334 hektar, keuangan seluas 1,86 hektar, dan jasa seluas
150,68 hektar.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2015
berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Salatiga adalah
183.815 jiwa, terdiri dari laki -laki sebanyak 89.928 jiwa dan
perempuan sebanyak 93.887 . Tingkat kepadatan penduduk Kota

Salatiga sebesar 3.237 ribu jiwa per km 2.

Tabel 2.1 Banyak Penduduk Kota Salatiga Menurut Kelompok
Umur dan Jenis  Tahun 2015

60 264 2.946 3.039 5.985
65+ 5.462 7.410 12.872
Jumlah 89.928 93.887 183.815

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2015
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Tabel 2.2 Penduduk

Kecamatan

dan Sex Ratio Per Kecamatan Kota
Tahun 2015

Jenis Kelamin

Salatiga

Laki -laki Perempuan

Argomulyo 21,372 22,052 43,424 96.92
Tingkir 20,998 21,980 42,888 95.93
Sidomukti 20,611 21,260 41,871 96.95
Sidorejo 26,947 28,685 55,632 93.94

2015 89,928 93,887 183,815 95.78
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2015

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk  Per Kecamatan Kota Salatiga

Tahun 2015

Kepadatan Penduduk per km2

Kecamatan
2011 | 2012 | 2013 | 2014
Argomulyo 2,210 2,240 2,276 2,310 2,344
Tingkir 3,845 3,900 3,958 4,013 4,066
Sidomukti 3,443 3,496 3,551 3,603 3,654
Sidorejo 3,232 3,280 3,331 3,378 3,424
Kepadatan/km2 3,053 3,099 3,148 3,193 3,237
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2015
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan D aerah
(RKPD) Tahun 2016
2.3.1. Perbandingan Anggaran Setiap SKPD dalam RKPD dan APBD
Tahun 2016
Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota

Salatiga yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 sebesar
Rp 570.557.123. 033, Setelah menjadi dokumen Perubahan APBD

Tahun 2016 mengalami

sebesar Rp 624.098.483. 000. Sehingga terjadi seli sih
sebesar Rp 53.541.359.967.

Peningkatan

pagu

anggaran yang

terdapat

peningkatan pagu anggaran menjadi

anggaran

dalam

Perubahan APBD Tahun 2016 dikarenakan setelah melalui proses
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pembahasan anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang sesuai

dengan hasil kesepakatan perlu untuk dilakukan penambahan

anggaran.

Hasil perbandingan pagu anggaran dalam setiap SKPD

dalam RKPD dan APBD dapat di lihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.2.
Perbandinga n Pagu Anggaran dalam Setiap SKPD

dalam RKPD dan APBD

RkPD 2016 apED201s | SEUISH
1 | DISDIKPORA 61,642,865,650  62,246,893,000 604,027,350
2> | PERSIPDA 1,948,516,000 1,948,516,000 0
3 | DKK 30,105,906,650  30,174,448,00C 68,541,350
4 | RSUD 140,218,048,000  175,218,048,000 _ 35,000,000,000
5 | DBMPSDA 100,628,755,000  113,572,931,000  12,944,176,00C
6 | DCKTR 106,695,654,000  109,815,862,000 _ 3,120,208,000
7 | BAPPEDA 5,863,615,000 5,797,615,000 166,000,000
8 | DISHUBKOMBUDPAR 5,127,414,000 5,925,434,000 798,020,000
9 | KLH 4,764,709,000 4,356,394,000 ~408,315,0001
10 | DISDUKCAPIL 1,787,217,000 1,787,217,000 0
11 | DINSOSNAKERTRANS 4,601,489,400 4,615,589,000 14,099,600
19 | PAPERVMASPER KB & 4,367,298,000 4,489,675,000 122,377,000
13 | Dy DAGKOP & 8,808,703,000 8,083,703,000 175,000,000
14 | BPPT & PM 1,400,007,600 1,394,508,000 5,499,600
15 | BAKESBANGPOL 2,926,175,000 3,640,897,000 714,722,000
16 | SATPOL PP 5,496,871,000 5,801,045,000 304,174,000
17 | SETDA 23,336,516,900 _ 23,726,041,00C 389,524,100
18 | SETWAN 17,718,734339  17,718,734,000 333
19 | DPPKAD 16,372,370,500  16,497,371,000 125,000,500
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PERUBAHAN

RKPD 2016

PERUBAHAN
APBD 2016

SELISIH

20 | INSPEKTORAT 2,382,470,000 2,382220,000 -250,000
21 | KEC. ARGOMULYO 1,711,061,00Q 2,359,500,000 648,439,000
22 | KEC. SIDOMUKTI 2,112,188,00C 1,711,061,00Q -401,107,000
23 | KEC. SIDOREJO 2,885,860,00(0 2,112,188,00(0 -773,672,000
24 | KEC.TINGKIR 2,359,500,000 2,885,850,000 526,350,000
25 | BKD 6,409,578,000 6,041,123,00(0 -368,455,000
26 | DISPERTANKAN 8,885,600,00C 8,895,600,000 10,000,000

JUMLAH 570,557,123,033 624,098,483,00( 53,541,359,967

2.2.2. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana

Realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana
dalam mencapai kinerja per urusan dalam setiap SKPD dalam

penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan

Dasar sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, diampu oleh :
Dinas Pendidikan selain itu juga terdapat sebagian urusan
yang diampu yaitu Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

setelah Perubahan sebesar

Rp.62.246.893.000 sampai dengan triwulan IV

100% , realisasi fisik sebesar 42,52%, sedangkan target keuangan

sebesar 100% sebesar Rp. 23.809.436,

(38,25 %).

Anggaran tahun 2016
target fisik sebesar

realisasi keuangan

2. Urusan Kesehatan diampu oleh :
a. Dinas Kesehatan
Alokasi anggaran Dinas Kesehatan setelah Perubahan
sebesar Rp .30.174.448.000 , sampai

realisasi fisik

Anggaran tahun 2016
dengan triwulan | V target fisik sebesar 100%,
sebesar 93,71 %, sedangkan target keuangan sebesar 100%,

Rp. 25.636.211.021, - (84,96% ).

Il - 5| RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8

realisasi keuangan sebesar



b.

Rumah Sakit Umum Daerah

Alokasi anggaran R umah Sakit Umum Daerah setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar
Rp.175.218.048.0 00, sampai dengan triwulan IV target fisik
sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 89,82%, sedangkan
target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar

Rp. 152.404.658.150, - ( 86,98% ).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu oleh:

a.

4. Urusan
oleh:

a.

Dinas Bina Marga dan PSDA

Alokasi anggaran Dinas Bina Marga dan Pengelolaan
Sumber Daya Air setelah Perubahan Anggaran tahun 2016
sebesar Rp .113.572.931.000 , sampai dengan triwulan IV
target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 96,31.%
sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi
keuan gan sebesar Rp. 104.418.952.761, - (91,94% ).

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang

Alokasi anggaran Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar
Rp.109.815.862.000 , sampai dengantri wulan IV , target fisik
sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 93,08%, sedangkan
target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar
95.243.297.113, - (86,73 %).

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diampu

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan  Perlindungan
Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat setelah Perubahan Anggaran
tahun 2016 sebesar Rp.3.640.897.000 , sampai dengan
triwulan IV target fisik sebesar 100%, adapun realisasi fisik
sebesar 99,94% sedangkan target keuangan sebesar 100 %,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.159.934.506, -
(86,79% ).
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b. Satuan Polisi Pamong Praja
Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp .5.801.045.000
sampai dengan triwulan IV  target fisik sebesar 100%,
realisasi fisik sebesar 98,65.% sedangkan target keuangan
sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp. 5.191.935.275, - (89,50 %).

5. Urusan Sosial, diampu oleh :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi selain itu juga

terdapat sebagian urusan yang diampu yaitu urusan tenaga

kerja, dan urusan transmigrasi.
Alokasi anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  setelah Perubahan Anggaran tahun 2016
sebesar Rp .1.615.589.0 00, sampai dengan triwulan IV target
fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,61% sedangkan
target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp. 1.409.439.844, - (87,24 %).

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar Diampu Oleh

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
diampu oleh :
Badan Pe mberdayaan Masyarakat , Perempuan, K eluarga
Berencana dan yaitu Urusan Pangan dan urusan Ketahanan
Pangan.
Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran  tahun 2016
sebesar Rp. 4.489.675.000 , sampai denga n triwulan IV ,
target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 81,57%
sedangkan target keuangan sebesar 100% realisasi
keuangan sebesar Rp. 3.323.257.435, - (74,02% ).

2. Urusan Pertanahan diampu oleh :
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Alokasi anggaran Sekretariat Daerah setelah Perubahan
Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 23.726.041.000, sampai

dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik

Il - 7| RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8



sebesar 98,81%, sedangkan target keuangan sebesar 100%
sedangkan realisasi keuangan s ebesar Rp. 20.874.170.872, -
(87,98% ).

3. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan diampu oleh :
Kantor Lingkungan Hidup
Alokasi kantor Lingkungan Hidup anggaran  setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp .4.356.394.000,
sampai triwulan 1V, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik
sebesar 85,35%), sedangkan target keuangan sebesar 100%

realisasi keuangan sebesar Rp. 3.308.681.243, - (75,95 %).

4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

diampu oleh :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,

setelah Perubahan Anggaran tahun 2016
Rp.1.787.217.000 , sampai dengan triwulan IV target fisik
sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 99,51% sedangkan
target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar

Rp. 1.483.211.388, - (82,99% ).

5. Urusan Pemberdayaan Ma syarakat diampu oleh :
a. Kecamatan Sidomukti
Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 1.711.061.000 ,
sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%,
realisasi fisik sebesar 98,83%, sedangkan target keuangan
sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar
Rp. 1.616.097.115, - (94,45% ).
b. Kecamatan Sidorejo
Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.112.188.000 ,
sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%,
realisasi fisik sebesar 99,82%, target keuangan sebesar
100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.97 0.671.404, -

(93,30% ).
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c. Kecamatan Tingkir
Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar
Rp.2.885.850.000 , sampai dengan triwulan IV target fisik
sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 94,49% sedangkan
target keuangan 100%, realisasi keuangan sebesar Rp.
2.726.839.665, - (94,49% ).

d. Kecamatan Argomulyo
Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo setelah
Perub ahan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.359.500.000
sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%,
realisasi fisik sebesar 99,13.%, sedangkan target keuangan
sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp. 2.104.438.050, - (89,1 9%).

6. Urusan Perhubungan diampu oleh:

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan

Pariwisata, selain itu juga terdapat sebagian urusan yang

diampu yaitu  Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan

Kebudayaandan urusan Pariwisata.
Alokasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi,
Kebudayaan dan Pariwisata setelah Perubahan Anggaran
tahun 2016  sebesar Rp .5.925.434.000 , sampai dengan
triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar
91,05 %, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan
sebesar Rp. 4.676.945.056, - (78,93 %).

7. Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah diampu oleh :
Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah , Selain itu juga terdapat
sebagian urusan yang diampu yaitu
Urusan Perdagangan, dan Urusan Perindustrian.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 8.983.703.000 ,

sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%,

realisasi fisik sebesar 96,69%, sedangkan target keuangan
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sebesar 100% realisasi keuangan sebesar
Rp. 7.317.226.094, - (81,45% ).

8. Urusan Penanaman Modal diampu oleh :

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal .
Alokasi anggaran untuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
dan Penanaman Modal setelah Perubahan Anggaran  Tahun
2016 sebesar Rp.1.394.508.000 , sampai dengan triwulan
IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 99,59 %,
target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar
Rp. 1.261.890.289, - (90,49 %).

9. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan diampu oleh :
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah selain itu juga
terdapat sebagian urusan yang diampu vyaitu Urusan

Perpustakaan, dan urusan Kearsipan.
Alokasi anggaran kantor Perpustakaan dan  Arsip setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp .1.948.516.000 ,
sampai dengan triwulan IV , target fisik sebesar 100%,
sedangkan realisasi fisik sebesar 98,37%, target keuangan
sebesar  100%, realisasi  keuangan sebesar Rp.
1.771.785.599, -(90,93 %).

C. Urusan Pemerintahan Pilihan Diampu Oleh :

10. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh :
Dinas Pertanian dan Perikanan selain itu juga terdapat
sebagian urusan yang diampu yaitu Urusan Pertanian
Alokasi anggaran untuk Dina s Pertanian dan Perikanan
setelah  Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar
Rp.8.895.600.000 sampai dengan triwulan IV target fisik
sebesar 100% realisasi fisik sebesar 90,12% sedangkan
target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp. 7.150.283.280, - (80,38 %).
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D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Unsur Penunjang Keuangan diampu oleh:
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah setelah Perubahan Anggaran  tahun 2016
sebesar Rp .16.497.371.000 , sampai dengan triwulan IV
target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 94,68%
target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar
Rp. 14.321.367.765, - (86,81% ).

2. Unsur Penunjang Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan

diampu oleh :

Badan Kepegawaian Daerah
Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar R p.6.041.123.000 ,
sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%
realisasi fisik sebesar 91,60% sedangkan target keuangan
sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp. 5.274.504.491, - (87,31% ).

3. Unsur Penunjang Sekretariat Dewan, diampu oleh :
Sekretariat Dewan

Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah setelah
Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar
Rp.17.718.734.000 , sampai dengan triwulan |V target fisik
sebesar 100% realisasi fisik sebesar 90,36% sedangkan
target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp. 14.249.405.883, - (80,42% ).

4. Unsur Penunjang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan diampu oleh:
Alok asi anggaran Badan Perencanaan Pemb angunan Daerah
setelah  Perubahan Anggaran tahun 2016 sebesar
Rp.5.797.615.000 , sampai dengan Triwulan IV target fisik

sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 96%, target keuangan
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sebesar 100% realisasi keuangan sebesar Rp.

4.849.704.948, - (83,65 %).

5. Unsur Inspektorat diampu oleh:
Alokasi anggaran Inspektorat setelah Perubahan Anggaran
tahun 2016  sebesar Rp .2.382.220.000 , sampai dengan
Triwulan IV  target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar
112,11%, target keuanga n sebesar 100% realisasi keuangan
sebesar Rp. 2.96.115.378, - (87,99 %).

2.3.2. Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam RPJMD
Tahun 2011 -2016 dengan Perubahan RKPD Tahun 2016

Rencana Program yang ada dalam RPJMD tidak semua
dapat diakomodir dalam  RKPD Tahun 201 6, karena sesuai dengan
kesepakatan pembahasan, terdapat beberapa kegiatan yang belum
perlu untuk dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa
kegiatan baru yang dipandang perlu untuk segera dilaksanakan.

Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah
179, sedangkan dalam Perubahan RKPD tahun 2016 terdapat 190
program. Adapun jumlah Program dalam Perubahan RKPD yang
sesuai dengan RPJMD  sebesar 160. Beberapa program yang
tertinggal dalam RPJMD sejumlah 19, dan muncul 30 program yang
baru dalam RKPD.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase Program dalam
RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 89,39 %. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada diagram di bawabh ini.

Il - 12 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8



Gambar 2.1
Perbandingan Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 2011 -2016 dengan
Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun 201 6
(tanpa program rutin )

RPJMD
179 RKPD
v v 190
19 160

Program yang 30

tertinggal di Program RKPD sesuai Program

RKPD dengan RPIMD baru di
RKPD

2.2.3. Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang
Tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 dengan
Perubahan APBD Tahun 2016.

Rencana program, kegiatan, dan keuangan yang ada dalam
RKPD tidak semua terakomodir dalam APBD Tahun 201 6, terdapat
beberap a program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun
demikian juga terdapat beberapa program dan kegiatan baru yang
perlu untuk segera dilaksanakan.

Jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 190,
sedangkan dalam APBD terdapat 193 program. Adapun ju mlah
program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD  sebesar 190.
Beberapa program yang tertinggal dalam RKPD sejumlah 0 jenis,
dan muncul 3 program yang baru dalam APBD.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase program dalam
APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 100%. Untuk lebih jelas

dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
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Gambar 2.2
Perbandingan Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun 2016
dengan Jumlah Program dalam Perubahan APBD Tahun 2016 (tanpa
program rutin)

RKPD
190
APBD
‘ ‘ 193
0 190 ‘ '
Program yang 3
tertinggal di Program APBD  sesuai
APBD dengan RKPD Program
baru di
APBD
Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RKPD sejumlah 601

sedangkan dalam APBD terdapat 607 kegiatan. Adapun jumlah
kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 601
Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam RKPD berjumlah 0, dan
muncul 6 kegiatan yang baru dalam APBD.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase kegiatan dalam
APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 100%. Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada diagra  m di bawah ini.
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Gambar 2.3
Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan APBD tahun 2016
dengan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan APBD tahun 2016.

RKPD
APBD
601
0 601 607

v v 6

Kegiatan

yang

tertinggal di Kegiatan APBD sesuai Kegiatan
APBD dengan RKPD baru di
APBD

Jumlah anggaran yang terdapat dalam RKPD sebesar
Rp.403.764.394.000, sedangkan jumlah anggaran dalam APBD
terdapat Rp.489.286.417.000. Adapun jumlah anggaran dalam
RKPD yang masuk dalam APBD sebesar Rp 386.968.247.000
jumlah anggaran yang tertinggal dalam RKPD sejumlah Rp
16.796.147.000 dan muncul anggaran baru sebesar Rp
102.318.170.000 dalam APBD.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase keuangan dalam
RKPD yang masuk dalam APBD sebesar 95,84%. Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
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Gambar 2.4
Perbandingan Jumlah Keuangan dalam Perubahan RKPD
Tahun 2016 dengan Jumlah Keuangan dalam Perubahan APBD

Tahun 2016
Perub. RKPD
511,343,558,000 Perub. APBD
v 3 489.286.417.000

16.796.147.000 ' '

386.968.247.000
102.318.170.000

Anggaran

yang Anggaran APBD sesuai
tertinggal dengan RKPD Anggaran
di APBD baru di

APBD

2.3 . Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal
potensi yang ada di wilayah Kota Salatiga, Pemerintah Kota
tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan
kontinuitas di dalam melakukan pembangunan daerah. Untuk
itu pembangunan daerah yang dilaksan akan pada tahun -tahun
sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan

dan melestarikan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu
pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat
perk embangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pa ndang

ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi
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yang ada,

berikut pote nsi-potensi

akan dapat d iidentifikasi

karakte ristik wilayah

dan kele mahan yang memperlukan

perhatian d emi kemajuan wilayah yang semakin baik di masa

mendatang.

Tabel 2.3 .
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010
-2015 (dalam juta rupiah)

Kota Salatiga Tahun 2013

Regional Bruto atas dasar Harg

Kategori | Uraian 2013 2014%) - 2015*%)
Pertanian, Kehutanan, dan
A Perikanan 348.60662 359.69482 | 376.80416
B Pertambangan dan Penggali: 3.69940 3.50973 3.35823
C Industri Pengolahan 2.081.15502 | 2.223.83193| 2.320.38%7
D Pengadaan Listrik dan Gas 16.93358 16.93914 15.71733
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 6.42187 6.52321 6.57197
Ulang
F Konstruksi 977.75792 | 1.014.487Q07 | 1.066.75879
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 1.019.449%9| 1.056.19816 | 1.094.50489
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangs 226.65073 247.07362| 270.36017
Penyediaan Akomodasi dan
I Makan Minum 515.48380 557.92166 | 600.65993
J Informasi dan Komunikasi 266.82519 283.21492 | 295.65993
K Jasa Keuangan dan Asurans 240.61055 246.88208 | 263.70113
L Real Estate 362.47933 386.69659 | 413.97783
M,N Jasa Perusahaan 72.63055 77.78946 84,09270
Administrasi Pemerintahan,
0] Pertahanan dan Jaminan 401.71795 401.64395| 420.90390
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 286.91317 314.63733| 335.79755
Q Jsii?afesehata” dan Kegiata 92.02207|  102.05547| 108.72164
R,S,T,U| Jasa lainnya 69.68808 75.06564 77.25008
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BR  6.989.04550 | 7.376.06480 | 7.755.53519
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik
Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik

a Konstan 2000 selama tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.4
2.1 berikut ini :

dan grafik
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Tabel 2.5 . PDRB Atas Dasar Harga Berlaku d an Atas Dasar
Harga Konstan 2010  di kota Salatiga, Tahun 20 13-2015

PDRB Atas Dasar PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku Harga Konstan 201
(Milliar Rp) (Milliar Rp)
2013 7.990.573,60 6.989.045,50
2014 * 8.891.775,01 7.376.064,80
2015* * 9.748.306,25 7.755.535,19
Sumber: Statistik Daerah Kota Salatiga 2015, BPS Kota Salatiga,
data diolah

Ket: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kota Salatiga pada tahun 2015
tumbuh sebesar 5,140%, menunjukkan peningkatan sebesar 0,34%
jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014
sebesar 4,80%. Jika dilihat dari rata -rata selama periode 2011 -
2015, pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga setiap tahunnya
mencapai 5,66%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota

Salatiga dapat dilihat melalui Grafik di bawah ini.

7,00 5
6,00 *46,' 6,03#%
5,00 % =5
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2011 2012 2013 2014 2015
—o—Kota Salatiga 6,58 5,53 6,27 4,80 5,14
=@—Jawa Tengah 5,59 491 5,44 4,81 5,44
Nasional 6,17 6,03 5,58 5,02 4,79

Sumber : Publikasi Buku Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Gambar 2.5 Perkemba ngan Pertumbuhan Ekonomi Kota
Salatiga Tahun 2011  -2015

Dilihat dari posisi relatifnya, pertumbuhan ekonomi Kota
Salatiga pada tahun 2015 adalah sebesar 5,14% menunjukkan

menunjukkan  pertumbuhan yang sama dengan rata -rata
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pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kota
Salatiga masih lebih tinggi dari rata -rata nasional sebesar 4,79%.
Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga juga termasuk pada kategori
lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal

dan Magelang seperti yang terlihat pada Grafik berikut.

5,79
600 - 507 °>* 514 500 43 4o
5,00 -
4,00 -
3,00 -
2,00 -
1,00 -
0,00 A 1 1 1 1 1 1 1 1
% > &2 % > o % >
5 \@6 \7?% @‘Q’Q &5 Ooééo %&0 é\oo
K. S P R Y@
Q + e
\.’b a(b *_0 \:b Q
N
m Kota Magelang m Kota Surakarta ® Kota Salatiga ® Kota Semarang
m Kota Tegal m Kota Pekalongarm Jateng ® Nasional

Sumber : Publikasi Buku Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015

Kondisi  pertumbuhan ekonomi suatu daerah banyak
dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertama faktor
kepemilikan sumber alam atau kekayaan alam. Daerah dengan

tingkat kekayaan alam yang melimpah akan lebih mudah dalam

menarik investor untuk membangun sejumlah industri. Pengolahan

hasil alam ini akan menjadi nilai ekonomi dan dapat dijadikan
sebagai landasan dalam mengembangkan perekonomian jangka
panjang. Indonesia salah satunya adalah negara dengan mengawali

pembangunan pertumbuhan ekonomi dari keka yaan alam.

Faktor yang berpengaruh kedua vyaitu dari mutu dan
ketersediaan tenaga kerja pada daerah tersebut. Tingkat pendidikan
dan keterampilan tenaga kerja akan berpengaruh pada tingkat
produktivitas yang menghasilkan barang dan jasa. Jumlah penduduk
yang tinggi yang dibarengi dengan tingkat pendidikan dan

keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan pangsa pasar akan
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menghasilkan produkvitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Faktor

yang ketiga adalah dalam kepemilikan atau penyediaan barang modal.
Dengan barang modal yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan
menjadi salah satu faktor yang menghasilkan produk dari berbagai
industri. Besar kecilnya barang modal yang dimiliki, akan menjadi
salah satu penentu jumlah produk yang akan dihasilkan. Selain itu,
Kemajuan teknologi juga memberikan peran yang sangat penting
dalam memproduksi barang atau produk secara efisien. Teknologi
memberikan beberapa pengaruh positif yang dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
maka akan dapat mempertinggi efisiensi suatu produksi, mampu
menciptakan barang modal baru, dan mampu menghasilkan barang
dengan mutu tinggi yang bernilai ekonomi tinggi.

Selain itu faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi dan tidak bisa dihi ndari adalah sistem sosial
dan sikap yang berkembang dimasyarakat. Beberapa kebiasaan atau
adat istiadat yang secara tradisional dianut oleh suatu masyarakat
dan bertentangan dengan penggunaan tekknologi baru tingkat
produktivitas masyarakatnya. Masyarakat yang menolak pada
perubahan dan penggunaan peralatan yang produktif dan efisien akan

mengganggu pada proses perkembangan pertumbuhan ekonomi.

3. Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga  -harga secara umum dan
terus menerus. Kenaikan harga dari satu ata u dua barang saja tidak
dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau
mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari
inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang
dapat diartikan bahwa tingkat kesejahtera an masyarakat terganggu
karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang

ataupun jasa.

Inflasi Kota Salatiga pada tahun 2015 lebih rendah bila
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari angka inflasi
tahhun 2015 sebesar 2,59 persen s edangkan pada tahun 2014
sebesar 7,84 persen. Inflasi tahun 2015 dipengaruhi terutama karena

meningkatya kelompok bahan makanan sebesar 6,14 persen,
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sedangkan terjadi deflasi pada kelompok transportasi dan komunikasi
sebesar 2,92 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

ini:

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2016
Gambar 2.7 Perkembangan Laju Inflasi Kota Salatiga Tahun
2011 -2015

b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kota Salatiga selama kurun waktu
lima tahun terakhir (2011 -2015) mengalami penurunan yang
signifikan. Persentase penduduk miskin dari tahun 2011 sebesar
7,80% menurun menjadi 5,80% pada tahun 2015. Kota Salatiga
pada tahun 2015 merupakan salah satu wilayah dengan tingkat
kemiskinan rendah, ja uh berada di bawah rata -rata provinsi Jawa

Tengah sebesar 13,58% dan Nasional sebesar 11,13%.

Il - 21 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8



18,00 1611
i ._ 14198 14-44
16,00 S 13,58 13,58
14,00 12,36
’ ' 11,66 11,47
' 10,96 11,13
12,00 — :
—h— — —A
10,00 7.80
8,00 711 6,40
y F + U,5U 5’93 5,80
6,00 —_— —— -
4,00
2,00
0,00 : : : ; .
2011 2012 2013 2014 2015 (Maret)
—o—Kota Salatiga ——Jawa Tengah —=Nasional

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Gambar 2.8 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota
Salatiga Dengan Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2011 -2015

Dilihat berdasarkan posisi relatif, dibandingkan dengan
wilayah kota lainnya di Jawa tengah, tingkat kemiskinan Kota
Salatiga berada di posisi kedua terendah setelah Kota Semarang

(4,97%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawabh ini.
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14,00 -
12,00 - 10,89
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mm Kab./Kota —(Jateng : 13,58%) —=(Nasional : 11,13%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2015

Gambar 2.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota
Salatiga Dengan Kota Sekitarnya Dan Jawa Tengah
Tahun 2015

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan ( poverty Gap Index -P1)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata -rata
kesenjangan pengeluaran masing -masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks,maka semakin

Il - 22 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201

8



jauh rata -rata pengeluaran penduduk miskin dri garis kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1l) Kota Sala tiga selama kurun
waktu lima tahun (2011 -201) mengalami perkembangan fluktuatif
cenderung turun. Pada tahun 2015 P1 Kota Salatiga sebesar
1,07mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014
sebesar 0,87. Dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan
Jawa Tengah dan Nasional, Indeks Kedalaman kemiskinan Kota
Salatiga masih berada lebih baik di atas rata rata Nasional(1,97)

dan Jawa Tengah (2,44).

3,00
2,58 2,44
B 2,39 , :
230 2,08 - 2,09
: : 1,97
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200 1,88 e
1,50 1,30
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0,94 '
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Sumber : BPS Jawa tengah 2016

Gambar 2.10 Perbandingan Indeks Kedalaman (P1l) Kota
Salatiga Dengan Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2011 -2015

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index -P2)
yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara
penduduk miskin. Selama kurun waktu lima tahun (2011 -2015)
indeks keparahan kemiskinan di Kota Salatiga mengalami fluktuatif
cenderung meningkat. Kondisi tersebut dilihat dari capaian pada
tahun 2012 sebesar 0,13menj adi sebesar 0,26 pada tahun 2015.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun
tersebut ada pergeseran ketimpangan pendapatan diantara

penduduk miskin di Kota Salatiga. Perkembangan indeks

Il - 23 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201



keparahan kemiskinan di Kota Salatiga tahun 2015 relatif k ecil bila
dibandingkan dengan Nasional (0,53) dan Jawa Tengah (0,65).
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Sumber : BPS Jawa tengah 2016

Gambar 2.11 Perbandingan Indeks Keparahan (P2) Kota
Salatiga Dengan Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2010 -2014

4. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang
menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Penduduk yang
memiliki rata -rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan
dikategorikan sebagai penduduk miskin. Setiap tahun trend jumlah
penduduk yang berada pada garis kemiskinan Kota Salatiga
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hai ini dapat dilihat
garis kemiskinan meningkat dari sebesar Rp 254.726 pada tahun
2011 menjadi sebesar Rp 337.511 pada tahun 2015. Dibandingkan
dengan garis kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional, garis
kemiskinan di Kota Salatiga masih diatas Jawa Tengah, dimana
pada tahun 2015 garis kemiskinan Jawa Tengah sebesar Rp
297.851 dan Nasional sebesar Rp.326.853. Selengkapnya dapat

dilihat pada gambar dibawah ini
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Gambar 2.12 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Salatiga
Dengan Jawa Tengah Tahun 2011 -2015

Indeks Gini

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai
ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah
dengan menggunakan Indeks Gini. Koefisian Indeks Gini adalah 0
(nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak
terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0
(nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian
Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan
pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan
kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini
dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian
Indeks Gini dikata kan sedang apabila capaiannya berada diantara
0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas
0,4 hingga 1.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Salatiga pada tahun

2014 menunjukkan penurunan sebesar 0,35 dibandingkan dengan
kondisi tah un 2013 sebesar 0,37. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya perbaikan kondisi pemerataan pendapatan masyarakat,

kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat menurun.
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Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Gini Kota Salatiga Dengan
Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2010 -2013

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) menjadi indikator
penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengaks es hasil pembangunan dalam memperoleh
pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM
merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup
penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), Rata -Rata Lama

Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran R ill Per Kapita.

Perkembangan IPM Kota Salatiga selam kurun waktu lima
tahun (2011 -2015) trennya meningkat meskipun peningkatannya
relatif kecil. Capaian dari setiap indikator pembentuk IPM
mengalami tren yang meningkat pada tahun 2015 angka harapan
hidup meningkat sebesar 76,83; harapan lama sekolah sebesar
14,97; rata -rata lama sekolah sebesar 9,81; dan pengeluaran rill
perkapita sebesar Rp 14.600. Perkembangan indikator dalam
pembentuk IPM Kota Salatiga selengkapnya dapat di pada table

berikut ini.
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Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beserta
Komposit Kota Salatiga Tahun 2011

Tabe

| 2.6.

-2015

Indikator 2011 2012

1. Angka Harapan 76,50 76,52 76,53 76,53 76,83
Hidup

2. Harapan Lama 14,59 14,60 14,61 14,95 14,97
Sekolah (HLS)

3. Rata-rata Lama 8,97 9,09 9,20 9,37 9,81
Sekolah

4. Pengeluaran Riil 13.727 13.966 14.125 14.205 14.600
Perkapita (Rp)
IPM 78,76 79,10 79,37 79,98 80,96
Jawa Tengah 66,64 67,21 68,02 68,78 69,49

Sumber : BPS Jawa Tengah 2016

Selama kurun waktu lima

tahun (2011 -2015) IPM Kota

Salatiga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu sebesar
78,76 pada tahun 2011 menjadi sebesar 80,96 pada tahun 2015.

Dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah, IPM Kota Salatiga masih

diatas rata -rata IPM Jawa

tengah

(69,49).

selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber : BPS Jawa Tengah 2016
Gambar 2.14 Perkembangan IPM Kota Salatiga Dengan Jawa Tengah
Tahun 2011 -2015

Pe rkembangan
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Capaian IPM Kota Salatiga pada tahun 2015 menunjukkan
hasil yang baik sebesar 80,96, tetapi jika dibandingkan dengan kota
disekitarnya pencapaian angka IPM Kota Salatiga merupakan
tertinggi bila dibandingkan dengan Kota Semarang (80,23); Kota
Surakarta (80 ,14); Kota Magelang (76,39); Kota Tegal (72,96); dan
Kota Pekalongan (72,69). Selengkapnya dapat dilihat pada

gambarberikut ini.

Sumber : BPS Jawa Tengah 2016
Gambar 2.15 Perbandingan IPM Kota Salatiga Dengan Kota
Disekitarnya Dengan Jawa Tengah Tahun 2015

Dilihat dari posisi relatifnya, rata -rata kenaikan IPM Kota
Salatiga masih berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan
kabupaten/kota di lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada

gambar berikut ini.
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Gambar 2.16 Posisi  Relatif IPM  Kota Salatiga Dengan

Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata -rata tahun hidup yang
akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun
tertentu saat ia meninggal. Data ang ka harapan hidup di suatu
daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada
kesejahteraan masyarakat. Angka Harapan Hidup Kota Salatiga
pada tahun 2015 sebesar 76,83 berada diposisl ke -empat
teratas setelah Kabupaten Sukoharjo (77,46); Kota Semarang
(77,20); Kabupaten Karanganyar (77,11); dan Kota Surakarta
(77,00). Angka harapan Hidup Kota Salatiga masih diatas rata -
rata Jawa Tengah (73,69). Selengkapnya dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.
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Gambar 2.17 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kota Salatiga

Dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefi nisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh
anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk
lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat
dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke
atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program
wajib belajar. HLS di Kota Salatiga dalam kurun waktu lima
tahun (2011 -2015) mengalami penin gkatan dari 14,59 menjadi
14,97. HLS Kota Salatiga pada tahun 2015 berada dibawah
rata -rata Jawa Tengah (12,38) .

Dilihat dari posisi relatifnya, harapan lama sekolah di
Kota Salatiga pada tahun 2015 sebesar 14,97 dibandingkan
dengan kabupaten/kota di Pr  ovinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga
berada di posisi tertinggi (14,97) diatas rata -rata Jawa tengah
(12,38).
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Gambar 2.18 Perbandingan Posisi Relatif Harapan Lama

Sekolah Kota Salatiga Dengan Kab/Kota Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2 015

c. Rata -rata lama sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai
jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani
pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal
rata -rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk
berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke
atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan
sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas
juga mengikuti standard intern asional yang digunakan oleh
UNDP. Rata -rata Lama sekolah Kota Salatiga selama kurun
lima tahun (2011

sebesar 8,97 menjadi sebesar 9,81.

waktu -2015) mengalami peningkatan dari

Dilihat dari posisi relatifnya rata -rata lama sekolah Kota
Salatiga pada tahun 2015 sebesar 9,81 berada diposisi ketiga
tertinggi sebelah Kota Surakarta (10,36); Kota Magelang (10,28)

dan Kota Semarang (10,20) . berada di atas rata

Tengah (7,03).
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Gambar 2.19 Perbandingan Posisi Relatif Angka Rata -Rata

Lama Sekolah Kata Salatiga Dengan Kab/Kota Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

d. Pengeluaran Rill perkapita

Besarnya pengeluaran Konsumsi Per Kapita digunakan
sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapata n
masyarakat, dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.
Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan
dan bukan makanan, dan menggambarkan bagaimana
penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya . Rata-
rata pengeluaran per kapita Kota Sa  latiga pada tahun 2015
sebesar Rp14.600.

Dilihat dari posisi relatifnya pengeluaran perkapita kota
salatiga berada diposisi teratas dibandingkan dengan
kabupaten/Kota di Jawa tengah diatas rata -rata Jawa Tengah

(Rp9.930). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawabh ini.
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Gambar 2.20 Posisi Relatif Pengeluaran Rill Perkapita Kota
Salatiga Dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2015
Indeks Pembangunan gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka
pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama
seperti IPM, namun terpilih antara laki -laki dan perempuan. IPG

digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia

antar laki -laki dan perempuan. Dikat akan tidak ada kesenjangan
apabila nilai IPG sama dengan IPM. Capaian IPG Kota Salatiga
dalam periode 2010 -2014 yaitu sebesar 94,31 menjadi 95,53 pada
tahun 2014. IPG Kota Salatiga tahun 2014 lebih tinggi
dibandingkan dengan IPG Jawa Tengah (91,89) dan Na sional
(95,53). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Sumber : BPS Provinsi jawa tengah, 2015

Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota
Salatiga Dengan Jawa Tengah Dan Nasional

Tahun 2010 -2014
Dibandingkan dengan kota disekitarnya IPG Kota Salatiga
tahun 2014 posisi berada di urutan ke -dua terendah setelah Kota
Tegal (92,10); Kota Magelang (95,45); dan posisi tertinggi kota
Surakarta (96,48) dan Kota Semarang (95,56). Selengkapnya dapat
dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber : BPS Ja wa Tengah,2015

Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Salatiga Dengan Jawa
Tengah Dan Nasional Tahun 2014
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8.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka
pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang
mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses
pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam
kurun waktu lima tahun (2010 -2014) | DG Kota Salatiga mengalami
fluktuatif cenderung naik dari sebesar 72,28 pda tahun 2010
menjadi 80,36 pada tahun 2014.

Sumber : BPS Jawa Tengah,2015

Gambar 2.23 Perbandingan Perkembangan IDG Kota Salatiga
Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2010
2014

Dalam penin gkatan kualitas perempuan di Kota Salatiga
dapat dilihat dari jumlah perempuan di parlemen. Persentase
partisipasi perempuan di parlemen, dari tahun 2010 capaianya
sebesar 24,00%, pada tahun 2014 capaian meningkat sebesar
28,00%. Naiknya teterlibataan pere = mpuan di parlemen ini salah
satunya karena tingginya akses perempuan terhadap sumberdaya
pembangunan daerah, baik karena tingginya kemauan dan SDM

perempuan maupun karena jangkauan akses yang mudabh.

Dilihat dari persentase partisipasi perempuan dilembaga
pemerintahan dan swasta tahun 2010 -2014  mengalami
peningkatan, khususnya  sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja pada tahun 2010 sebesar 41,21% meningkat
menjadi sebesar 41,86% pada tahun 2014. Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.7.
Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Pemerintah Dan Swasta
Di Kota Salatiga Tahun 2010 -2014

2010 @ 2011 2012

1 | Keterlibatan perempuan 24,00 32,00 | 20,00 | 28,00 | 28,00
di parlemen %

2 | Perempuan sebagai 46,15 | 41,22 39,8 | 47,75 44,3
tenaga Manager,
Profesional,
Administrasi ,Teknisi (%)

3 | Sumbangan Perempuan 41,21 | 40,62 | 41,09 | 41,47 | 41,86
dalam Pendapatan
Kerja (%)

2.2.4.

Sumber : BPS jawa tengah 2015

Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan pada urusan pendidikan di Kota Salatiga
menunjukkan kondisi yang sangat baik, hal tersebut ditunjukkan
dengan meningkatnya rata -rata lama sekolah dalam lima tahun
terakhir (2011 -2015). Rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga pada
tahun 2011 ada lah sebesar 8,97 tahun, meningkat menjadi menjadi
9,81 tahun di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa rata -rata
pendidikan penduduk di Kota Salatiga ada pada tingkatan SMP kelas
2 dan sebagian sudah ada di SMA.

Pendidikan usia dini di Kota Salatiga dapat dilihat dari besarnya
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD). APK PAUD
tahun 2012 sebesar 97,74%, mengalami penurunan menjadi 72,34%
ditahun 2016. APK PAUD tertinggi pada tahun 2013 mencapai
104,21%. Kondisi PAUD terkareditasi di Kota Salatiga tahun 2016
baru mencapai 10%, tidak banyak perkembangan dari tahun ke
tahun. Kondisi guru PAUD termasuk kategori layak mengajar secara
keseluruhan, yaitu sudah 100 orang dari jumlah guru PAUD yang
sudah terlatih saat ini tercatat sebanyak 50 orang. Jumlah sekolah
PAUD yang memenuhi standar pada tahun 2016 adalah sebesar 60%,
tidak ada perubahan dalam lima tahun terakhir. Sementara itu PAUD

dengan kondis peralatan peraga yang sudah memenuhi standar
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sebesar 50% ditahun 2016, meningkat dibandingkan dengan tah un -
tahun sebelumnya. Perkembangan kinerja PAUD di Kota Saatiga
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.

Kinerja Pendidikan Usia Dini Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

Tahun
Satuan

Indikator

2012 2013 2014

Program PAUD

APK Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)

%

97,74

104,21

61

72,34

72,34

Persentase PAUD
terakreditasi

%

20

10,00

10

10,00

10,00

Jml Tenaga
Pendidik yang
layak

orang

100

100

100

100

100

Jml tenaga
pendidik yang
terlatih

orang

50

50

50

50

50

Jml kegiatan
peningkatan
kualitas siswa dan
tenaga
kependidikan
PAUD

kegiatan

Jml jenis acuan
kurikulum bahan
ajar dan model
pembelajaran
PAUD yang
tersusun sesuai
standart

kurikulum

% ruang belajar
PAUD sesual
standart

%

60

60

60

60

60

% PAUD yang
memiliki alat
peraga sesuai
standart

%

30

40

40

50

50

Sumber : Dinas Pendidikan

Kota Salatiga
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Dilihat dari sisi

tingkatan SD/ MI sudah mencapai

kelulusan,

tahun 2015, Angka kelulusan

100% dan pada tingkatan

SMP/MTs mencapai 99,97%. APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota

Salatiga sangat tinggi yaitu mencapai 118,46% untuk SD/MI dan
123,01% untuk SMP/MTs. Di

termasuk pada kondisi putus sekolah, tahun 2016 anak putus

Kota Salatiga masih terdapat anak yang

sekolah tingkatan SD/MI mencapai sebesar 0,01% dan anak putus

sekolah SMP/MTs mencapai sebesar 0,21%. Dilihat dari sarana dan

prasarana, ruang belajar beserta

tahun 2016 sebesar 50% dengan rasio guru/murid per kelas rata

sebesar 0,072%. Sedangkan untk rasio guru per murid sebesar

0,075%. Kinerja pendidikan dasar di Kota Salatiga secara terperinci

dapat dilihat pada tabel berik

Indikator

ut.

Tabel 2.9.
Kinerja Pencapaian Pendidikan Dasar Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Satuan

isinya SD/SMP sesuai standart

-rata

Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun

Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A/SDLB

%

132,27

119,92

113,02

118,46

118,46

Angka Partisipasi Kasar
2 | SMP/MTS/Paket
B/SMPLB

%

187,19

125,55

132.20

123,01

123,01

Angka Partisipasi Murni
3 | (APM)
SD/MI/Paket/SDLB

%

112,96

100,58

95,17

102,17

102,17

Angka Partisipasi Murni
4 | SMP/MTS/Paket
B/SMPLB

%

139.70

87,23

82,39

88,62

88,62

Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI

%

0,04

0,07

0,01

0,01

0,01

Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTS

%

0,23

0,12

0.20

0,21

0,21

Angka Kelulusan (AL)
SD/MI

%

96,78

100

100

100

100

Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTS

%

99,75

99,94

99,97

99,97

99,97

Rata-rata Nilai Ujian
Nasional siswa SD/MI

%

22,93

22,7

27,9

20,58

20,58
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Tahun
Indikator Satuan

2012 2013 2014 2015 2016

Rata -rata Nilai Ujian
10 | Nasional siswa % 28,32 25,17 27,97 27,19 27,19
SMP/MTS

Angka Melanjutkan (AM)

11| 4ari SD/MI ke SMP/MTS

% 124,63 | 123,94 | 128,95 | 128,95 | 128,95

Angka Melanjutkan (AM)
12 | dari SMP/MTS ke % 165,6 | 173,74 | 168,81 | 168,81 | 168,81
SMA/SMK/MA

Ruang Kelas SD/MI

13 | ondisi baik

% 80,72 88,27 86,06 80,2 80,2

Ruang Kelas SSMP/MTS

141 vondisi baik

% 95,74 92,68 89,92 88,08 88,08

Proporsi murid kelas 1
yang berhasil
menamatkan

sekolah dasar

15 % 98,69 99,42 99,67 96,34 96,34

Angka partisipasi
16 | sekolah pendidikan % 120,05 | 117,94 | 111,85 | 118,92 | 118,92
dasar

Rasio ketersediaan
17 | sekolah/penduduk usia % 0,56 0,56 0,52 0,57 0,57
sekolah

18 | Rasio guru/murid % 0,072 0.080 0,076 0,075 0,075

Rasio guru/murid per

19 kelas rata -rata

% 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072

% ruang belajar beserta
20 | isinya SD/SMP sesuai 40 45 45 50 50
standart

Jml ruang kepala
sekolah dan guru yang
terbangun

sesuai standart

21 orang 0 0 0 0 0

Jml Sekolah SMP/MTs
memiliki LAB IPA,
Bahasa,

Komputer

22 sek 12 13 20 23 24

Jml buku yang sesuai :
23 | Siswa SD/MI adalah 1:1 buku 2433 | 3600 | 29352 | 460 0
untuk semua

mapel

Jml buku : siswa
24 | SMP/MTS adalah 1:1 buku 39936 0
untuk semua mapel
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25

Indikator

Jml jenis buku pegangan
dan referensi SD/MI,
SMP/MTs

Tahun
Satuan

buku

2012

40

2013

2014

2015

2016

26

% Angka Partisipasi
Sekolah SD/MI dan
SMP/MTS (disesuaikan
dngn MDGS)

%

120,05

117,94

111,85

118,92

118,92

27

% SD/MI, SMP/MTS
yang memperoleh nilai
hasil kelulusan minimal
7,0

%

99

99

99

99

99

28

% SD/MI, SMP/MTs
yang mengembangkan
dan mereviewKTSP

%

100

100

100

100

100

29

% SD/MI dan SMP/MTS
yang telah menerapkan
MBS

%

100

100

100

100

100

30

% SD dan SMP
melaksanakan
pembinaan kesiswaan

%

100

100

100

100

100

31

Jml siswa miskin yang
menerima beasiswa

orang

804

1386

26739

6469

4740

32

Jml SMP Terbuka yang
terbina

sek

Sumber : Dinas Pendidikan

Kota Salatiga

Kinerja pada pendidikan non formal secara makro dapat dilihat

dari penduduk usia > 15 tahun yang termasuk pada kategori melek
huruf. Penduduk usia > 15 tahun melek huruf di Kota Salatiga pada
tahun 2016 sebesar 99,03%), mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan kondisi tahun 2013 yang sudah mencapai 99,96% dan tahun
sebesar 99,98%.

formal, banyak upaya dilakukan dengan memberdayakan PKBM,

2014 mencapai Untuk mendukung pendidikan

kerjasama dengan LPK, PAUD dan TBM. Selain itu dikembangkan

juga kegiatan vok asi dan KBU. Kinerja pendidikan non formal

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Indikator

Penduduk usia > 15
tahun melek huruf

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Pendidikan Non Formal Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Satuan

%

2012

99,61

2013

99,96

99,98

99,03

99,03

Persentase penduduk
tidak sekolah/tidak lulus
mengikuti pendidikan
Paket A/B/C

%

Jml penduduk usia 15
thn keatas yang bisa
membaca dan menulis

orang

128694

128694

180457

180457

180457

Jml Lembaga PKBM yang
dibina

lembaga

Jml Lembaga Kursus
yang dibina

lembaga

43

43

43

43

43

Jml pengelola kursus
yang dibina

pengelol
a

43

43

43

43

43

Jml Lembaga non
formal/ Pengelola LPK,
PAUD, TBM & sejenis
yang dibina

lembaga

260

264

260

270

270

Jml Lembaga non formal
Kab/Kota yang
berprestasi tk ProvHAI -
lembaga/pengelola LPK,
kel Vokasi, KBU dan
sejenis

yang dibina

lembaga

Jml tutor keaksaraan
yang diberdayakan

orang

47

47

a7

a7

47

10

Jml Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) yang
terbangun

sanggar

11

Jumlah guru yang TOT
prov dan kota untuk
pembangunan
Nasionalisme

orang

10

10

10

10

10

12

Jml sekolah yang
mengikuti parade dan
jambore Nasionalisme

sek

163

163

163

163

163

13

Jml Sekolah yang
melaksanakan UKS,
berwawasan kebangsaan
dalam rangka

sek

163

163

163

163

163
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Indikator

2014 2015

2012 ‘ 2013

pembangunan
Nasionalisme

Tahun
Satuan

2016

14

Siswa yang berprestasi
tingkat TK/PAUD,
SD/MI, SMP/MTS,
SMA/SMK dalam rangka
pembangunan
nasioanalisme

orang 50 50 50 50

50

15

% kegiatan GPBN, LCC
UUD 1945 dan LCC
Nasionalisme

yang dilaksanakan

% 10 10 10 10

10

16

% kegiatan LCC Dampak
Bahaya Nikotin yang
dilaksanakan

% 100 0 0 0

Sumber : Dinas Pendidikan  Kota Salatiga

Secara umum, pencapaian bidang pendidikan sudah berjalan
dengan baik dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia di Kota Salatiga. Kondisi perlu perhatian adalah masih

terdapatnya anak putus sekolah yang terjadi setiap tahunnya.

2. Kesehatan
Pembangunan pada urusan kesehatan dapat dilihat dari kondisi
pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat dilihat secara
makro, yaitu meningkatnya usia harapan, menurunnya kematian ibu,
kematian bayi, balita dan gizi buruk. Di Kota Salatiga, us
hidup pada tahun 2016

ia hara pan
mencapai 76,83%, meningkat dibandingkan
dengan kondisi tahun -tahun sebelumnya. Pada angka kematian

r 13,04 per 1000

, menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2015

menunjukkan kondisi
KH ditahun 2016
sebesar 15,43 per 1000 KH. Namun jika melihat kondisi data

Angka Kematian Bayi sebesa

menunjukkan angka kematian bayi terendah terjadi pada tahun 2007

yaitu sebesar 7,4 per 1000 KH. Pada angka kematian balita

kecenderungannya sama dengan angka kematian bayi, dengan
capaian pada tahun 20 15 sebesar 14,53 per 1000 KH. Sementara itu
masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk, tercatat pada tahun

2015 balita gizi buruk mencapai 0,03%, meningkat dibandingkan
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dengan kondisi tahun 2016 sebesar 0,02%. Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel be rikut.

Tabel 2.11.
Pencapaian Indikator Makro Urusan Kesehatan di Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
Indikator Makro Satuan

2012 2013 2014 2015 2016%)

Angka Usia harapan % 76,50 | 76,52 | 76,53 | 76,53 | 76,83
hidup
Angka Kelangsungan per
Hidup Bayi 1000 993 989 984 985 987
KH
Angka Kematian Bayi per
1000 7,4 11,4 15,9 15,43 13,04
KH
Angka Kematian per
Balita per 1000 1000 7,79 12,5 17,2 16,16 14,53
Kelahiran Hidup KH
Persentase Balita Gizi % 0,03 0,03 0.02 0.02 0,03
Buruk
Angka Kematian Ibu Per
per 100.000 100.000 | 212,5 74,3 279,2 82,85 | 186,29
kelahiran hidup KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Peningkatan Kualitas derajat kesehatan masyarakat ini
dikarenakan memiliki kondisi meningkatnya kualitas kesehatan
lingkungan, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat,
menurunnya kasus penyakit menular, penanganan balita gizi buruk
yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Ditingkat
pelayanan dasar, terutama pada layanan rujukan pasien m asyarakat
miskin pada tahun 2016 yang mendapatkan rujukan sebesar 3,91%.
Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan di Kota Salatiga pada tahun
2016 menunjukkan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan sebesar 81,3% menuru n dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar 100%. Kinerja pelayanan kesehatan pada penyediaan obat
dan pelayanan kesehatan penduduk miskin dapat dilihat melalui tabel

berikut :
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Tabel 2.12.
Cakupa n Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Ketersediaan
Obat serta Perbek alan di Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun

Indikator

2013 2014 2015

2016%)

Persentase
ketersediaan obat
dan perbekalan % 100
kesehatan sesuai
dengan kebutuhan

99,78 94 100 81,3

Cakupan pelayanan
Kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

% 27,18 7,26 17,15 88,94 3,91

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar %
masyarakat miskin

88,11 79,21 86,02 | 153,65 | 36,19

Jumlah Kasus

Kasus 1 1 1 0 4
Keracunan makanan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Dari sisi layanan pada ibu dan balita, ketersediaan posyandu di
Kota Salatiga dapat dilhat dari rasio posyandu persat uan balita pada
tahun 2016 sebesar 2,4 per 100 Balita. Kondisi posyandu yang sudah
termasuk pada kategori purnama dan mandiri sudah mencapai
81,05 %. Namun yang masih menjadi per  hatian penting adalah masih
ditemukannya balita gizi kurang, balita dengan berat badan rendah
dan Ibu Hamil yang anemia dan kekurangan Yodium. Kinerja
pelayanan kesehataan pada upaya perbaikan gizi masyarakat dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Indikator Kinerja Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Ta hun

Indikator

Prevalensi Balita
dengan berat badan

SEIET

2012

2013

2014

2015

2016%)

kurang

0,
rendah/kekurangan & 7,02 6,38 5,5 2,76 3,29
gizi
Prevalensi balita gizi % 421 408 )01 5 20 576
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Kondisi Ta hun
Indikator

2013 2014 2016%)

Cakupan Balita Gizi
buruk mendapat % 100 100 100 100 100
perawatan

Persentase balita
ditimbang berat % 80,13 76,99 77 74,49 74,5
badannya

Cakupan pelayanan

0,
Anak Balita L 52,99 80,78 | 83,37 | 84,52 | 92,39

Persentase bayi 0 -6
bulan mendapat ASI % 45,59 45,1 46,6 47,85 61,32
Eksklusif

Cakupan Pemberian
makanan

pendamping ASI

pada anak usia 6 -24
bulan keluarga

miskin

% 100 100 100 100 100

Cakupan RT
mengkonsumsi % 99,8 99,9 100 99,8 99,9
garam beryodium

persentase Balita
usia 6 -59 bulan
mendapat kapsul
vitamin A

% 99,4 99,77 99,66 99,44 100

Persentase Ibu Hamil
mendapat 90 tablet 96,29 95,57 88,86 92,2 93,36
besi

Persentase Ibu Hamil

0,
mengalami KEP % 3,43 3,4 3,42 6,33 6,41

Persentase Ibu Hamil
yang anemia dan % 2,53 3,53 2,11 6,71 6,28
kekurangan Yodium

Persentase
kecamatan bebas % 100 100 100 100 100
rawan Gizi

Rasio Posyandu
persatuan balita (per
100 Balita)

per 100

. 1,79 1,92 2,96 2,8 2,4
balita

Persentase Posyandu
Purnaman dan % 55,83 54,77 54,01 54,01 81,05
Mandiri

Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD 100 100 100 99,94 100
setingkat

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga
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Dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan sehat di Kota
Salatiga dapat dilihat dari indikator kondisi rumah yang termasuk
kategori sehat. Cakupan rumah sehat di Kota Salatiga sebesar 87,45%
dengan rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih untuk
kehidupan sehari -hari sebesar 94,97%. Sementara itu rumah tangga
dengan penggunaan air minum yang memenuhi kualitas persyaratan
sudah mencapai 83,15%. Untuk rumah tangga yang sudah
menggunakan jamban sehat mencapai sebesar 85,75%. Lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Kinerja Pengembangan Lingkungan Sehat Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2013 2014 2016%)

Cakupan rumah

% 62,4 71,3 74,57 82,84 87,45
Sehat

Angka bebas Jentik

% 89,1 90,39 84,27 89,2
Aedes

Cakupan
Penggunaan air % 71,22 78,1 89,4 - 94,97
bersih

Cakupan Kualitas Air
Minum yang
memenuhi syarat
Kesehatan

% - 73,7 86,6 83,31 83,15

Cakupan
Penggunaan Jamban
keluarga yang
memenuhi syarat

% 80,06 92 79,9 81,57 85,75

Persentase tempat
umum yang
memenuhi syarat
kesehatan (hotel,
taman rekreasi, dan
tempat hiburan dll)

% 78,03 87,34 85,51 87,6 -

Persentase rumah
tangga berperilaku
hidup bersih dan
sehat (PHBS)

% 100 87,8 93,60 88 82,9

Cakupan desa Siaga

. % 100 100 100 100 100
aktif

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga
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Perkembangan jenis penyakit menular di Kota Salatiga perlu
diwaspada. Jenis -jenis penyakit menular yang perlu diwaaspadai
penyebarannya antara lain TBC, HIV/AIDS, malaria dan DBD.
Perkembangan kondisi penyakit menular yang terjadi di Kota Salatiga

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
di Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2012 2013 2014 ‘ 2015 2016%*)

Cakupan
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization UCI)

% 100 100 100 100 100

Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan % 100 100 100 100 100
penyelidikan
epidemiologi < 24
jam

Cakupan Penemuan per
dan Penanganan 1000 44,62 99,5 142.72 | 128,73 | 123,08
penderita TBC BTA pddk

Angka kejadian
tuberkolosis (insiden per
semua 100.000 93 93 335 255 281
kasus/100000 pdd
penduduk/tahun)

Tingkat prevalensi per
tuberkulosis (per 100.000 53 53 161 128 124
100.000 penduduk) pdd

Tingkat kematian
karena tuberkulosis
(per 100.000
penduduk)

per
100.000 <1% 0 0 0 0
pdd

Proporsi jumlah
kasus Tuberkulosis
yang terdeteksi % 44,62 47.6 142.8 71,4 110,71
dalam program DOTS
(CDR)

Prporsi kasus
Tuberkulosis yang
berhasi diobati dalam % 74,55 83 76,7 82,4 81,95
program DOTS
(Succes Rate)

Il - 47 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8



Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2012 2013 2014 ‘ 2015 2016%*)

Prevalensi HIV/AIDS
(persen) dari total
populasi usia 15 -49
tahun

% 0,1 0,15 0,14 0,144

Proporsi penduduk
usi al5 -24 tahun
yang memiliki
pengetahuan % 73,2 67,38 78,37 63 68,16
komprehensif
tentang HIV dan
AIDS

Proporsi penduduk
yang terinfeksi HIV
lanjut yang memiliki % 100 94,2 95,3 95,92 96
akses pada obat
antiretroviral

Penggunaan kondom
pada hubungan seks

L . % 35 36,4 43,26 - -
beresiko tinggi
terakhir
Angka kesakitan per
Demam Berdarah 100.000 7.4 12,83 31,72 4.6 14,2
Dengue (DBD) pdd
Persentase Kematian o
DBD ) 0 0 1,6 0 0
Persentase Diare KLB tdk tdk
dapat ditangani < 24 tdk ada ada ada
) % KLB 100 100
jam ) KLB KLB

Diare . )
Diare Diare

Angka kejadian Diare % 106,62 74,97 115,3 | 105,94 | 120,6
Jumlah kasus % 0 0 0 0 0
Filarisis (Kaki Gajah)
Accute Flaccid Jumlah 2 ks 2 kss 5 kss 2 ks 0
Paralysis

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Penduduk Kota Salatiga tahun 2016 yang sudah memiliki
jaminan  layanan kesehatan mencapai  80,25%, meningka t
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 63,28% dan tahun 2013
sebesar 62,33%. Dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada
masyarakat, layanan kesehatan dasar ditingkat puskes mas Kota
Salatiga secara umum sudah mem  enuhi standar kelayakan. Saat ini

terdapat 6 PKM dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 26
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buah. Jka dibandingkan denga n jumlah penduduk, rasio Puskemas,
Poliklinik, pustu persatuan penduduk tahun 2015 sebesar 0,20
dengan Rasio dokter sebesar 88,76 per satuan penduduk. Kondisi
kinerja sarana dan prasaran kesehatan di Kota Salatiga selengkapnya
dapat dilihat pada tabel di bawabh ini.

Tabel 2.16.
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
Indikator SEVIE

2012 PAONK] 2014 2016%)

Pesrsentase
Puskesmas yang
telah memiliki % 100 100 100 100 100
standar Pelayanan
Publik (SPP)

Rasio dokter Per

satuan Penduduk % 95,3 84,4 83,73 | 96,04 | 88,76

Rasio tenaga medis

0
per satuan Penduduk Yo 95,3 84,4 83,73 96,04 88,76

Cakupan Puskesmas % 6 pkm 6 pkm | 6 pkm | 6 pkm | 6 pkm

Cakupan Puskesmas 0 23 24 25 26
Pembantu %[ 22buah | piah | buah | buah | buah

Persentase
Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu dan % - - 97,15 91,67 94,88
Pusling dengan
kondisi sarana dan
Prasarana memadai

Rasio Puskemas,
Poliklinik, pustu
persatuan penduduk

per 1000

penduduk 0,20 0,19 0,23 0,19 0,20

Rasio Rumah sakit per
persatuan per satuan 100.000 3,92 3,74 3,64 3,57 3,81
Penduduk pdd

Persentase RS yang
menyelenggarakan 4
pelayanan kesehatan
spesialis dasar
(kandungan dan
kebidanan, Bedah ,
Penyakit dalam dan
anak)

% 100 100 100 100 100

Persentase penduduk per
yang memanfaatkan 100.000 3,92 3,74 3,64 3,57 3,81
Rumah Sakit pdd
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Kondisi Tahun
Indikator SEIEN

2012 2013 2014 2015 2016%)

Cakupan Pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan % 100 100 100 100 100
sarana kesehatan
(RS) di Kota

Persentase Penduduk
yang memiliki
Jaminan % - - 62,33 63,28 80,25
pemeliharaan
kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Layanan kesehatan pada ibu dan anak di Kota Salatiga sudah
berjalan dengan baik. Pada tahun 2016 , cakupan Pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan sudah mencapai 99,93%. Cakupan Kunjungan ibu hamil
K4 mencapai 95,75%. Tingkat kunjungan bayi paska melahirkan
sebesar 95,75%, ada p enurunan dibandingkan tahun 2015 yang
sudah mencapai 99,05%. Kinerja peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Kinerja Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkand  an Anak Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
Indikator

2013 ‘2014 ‘2015 ‘2016*)

Cakupan Pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan

% 94,76 95,85 99,96 99,88 99,93

Cakupan Kunjungan

: % 95,68 111,03 | 95,33 99,05 95,75
Bayi

Cakupan Kunjungan

0
ibu hamil K4 % 96,61 | 9544 | 93,46 | 94,96 | 94,45

Ckaupan Pelayanan

. % 95,2 95,85 96,36 94,9 92,8
Nifas

Cakupan neonatus

dengan komplikasi
yang ditangani % 28,37 24,45 | 96,82 100 98,51
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Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2012 2013 ’2014 ‘2015 ‘2016*)

Cakupan Komplikasi
kebidanan yang % 77,28 42,17 100 100 150,4
ditangani

Persentase BBLR
yang ditangani
sesuai dengan % 100 100 100 100 100
standar oleh tenaga
kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2016

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memegang
peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya
saing global, terutama dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar
masyarakat seperti pangan, papan, sandang, rasa am an, pendidikan
dan kesehatan.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup
sub urusan berikut:

1. Sumber Daya Air (SDA)
a) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada
wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota;
b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari
1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.
2. Air Minum
Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/
kota
3. Persampahan
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam
Daerah kabupaten/ kota.
4. Air Limbah
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

dalam Daerah kabupaten/ kota.
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10.

11.

Drainase
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang

terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/

kota.

Permukiman

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah

kabupaten/ kota.

Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedu ng di wilayah Daerah

kabupaten/ kota, termasuk pemberian izin mendirikan

bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lin gkungannya di

Daerah kabupaten/  kota.

Jalan

Penyelengg araan jalan kabupaten/kota.

Jasa Konstruksi

a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan
Daerah kabupaten/ kota;

c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil
dan kecil).

d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib
pemanfaatan jasa konstruksi.

Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/ kota.

Untuk melihat kinerja Pemerintah Kota Salatiga urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan sebaga

berikut.

Jalan

Proporsi panjang jaringan  jalan yang menjadi kewenangan
Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung mengalami

peningkatan. Akan tetapi belum cukup memadai untuk

mendukung pergerakan orang dan barang di Kota Salatiga.

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Salatiga setiap
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tahunnya terus meningkat, hal ini dapat dilihat dengan terus

meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik. Pada tahun 2012 panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik tercatat 22,968 m, kondisi ini teru

S meningkat setiap

tahunnya, dimana pada tahun 2013 mencapai 112,961 km,

tahun 2014 sebesar

meningkat sebesar 64, 033 % menjadi 291,869 mm.

Jalan
meng hubungkan

wilayah Kota Salatiga yang sudah mencapai 100 % sejak tahun

2012.

memperbaiki jalan yang

dalam

kondisi

Pemerintah Kota Salatiga

baik

pusat -pusat kegiatan dan p

rusak, hal

ini

terus

berfungsi

berupaya

186,894 m dan pada tahun 2016

untuk

usat produksi

ini dapat dilihat dari

persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi dimana pada

tahun

Pemerintah Kota Salatiga telah berusaha menyediakan data

2012 tercatat 60 % menjadi 85 % pada tahun 2016.

jalan dan jembatan yang up to date, pada tahun 2012 tercatat

sebesar 60 %, meningkat menkadi 85 % pada tahun 2016.

Upaya peningkatan jaringan jalan d

yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga merupakan

salah

satu

komitmen

untuk percepatan

infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

pembangunan

untuk

di

alam kondisi baik

Panjang

dan kondisi jalan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Sub Bidang Jalan
Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

Capaian Kinerja

Indikator Satuan
2012 2013 2014 2015 2016
Proporsi Panjang
jaringan jalan dalam M 22,968 112,991 | 186,894 | 291,869 | 291,869
kondisi baik
mrgangja'a“ dilalui M 212,54 | 223,86 | 29546 | 297,85 | 303,87
Jalan Penghubung
dari Ibukota
kecamatan ke M 45821 | 4598 | 16,414 | 16,547 | 17.000
kawasan pemukiman
penduduk (minimal
dilalui roda 4)
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Capaian Kinerja

ruas jalan yang belum memil iki saluran drainase sehingga
terkadang rawan menimbukan banjir atau genangan pada saat
musim penghujan. Berikut capaian kinerja pembangunan
drainase di Kota Salatiga. Capaian kinerja pembangunan

drainase Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut
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Indikator Satuan
2013 ‘ 2014 H 2015
Panjang jalan yang
memiliki Trotoar dan
drainase/saluran m 76,591 78,442 82,071 82,736 84,085
Pembuangan air
(minimal 1,5 m)
Rasio panj ang jalan
terhadap Luas % 4,884 5,21 5,782 5,829 5,946
Wilayah
Kondisi Jalan
22,968 112,991 | 186,894 | 291,869 | 291,869
Mantap
Persentase
ketersediaan data % 60 60 70 85 85
kondisi jalan
tingkat ketersediaan
data jalan dan % 60 60 70 85 85
jembatan yang up to
date
Persentase jalan
kondisi rusak yang % 60 65 75 80 85
terehabilitasi
persentase
terhubungnya pusat -
pusat kegiatan dan % 100 100 100 100 100
pusat produksi di
wilayah
kabupaten/kota
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Kota Salatiga
Drainase
Berkenaan dengan drainase, secara umum drainase

dengan kondisi baik di Kota Salatiga setiap tahunnya

mengalami peningkatan, dari 87.757 m pada tahun 2012,

menjadi 164.544 m pada tahun 2015. Drainase di Kota Salatiga

dibuat mengikuti pola jaringan jalan, ak an tetapi masih ada
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3.

Tabel 2.19.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Sub Bidang Drainase

Indikator

Drainase dalam
Kondisi
baik/pembuangan
aliran air tidak
tersumbat

Kota Salatiga Tahun 2013

-2016

Capaian Kinerja

2013 2014

87.757 103.114

2015

120.665 164.544

Cakupan pelayanan
Sistem Drainase

HA

5.587,2 5.587,2

5.587,2 5.587,2

Sistem drainase
tertutup

21.919 21.919

21.919 21.919

Tersedianya sistem
jaringan drainase
skala kawasan dan
skala kota sehingga
tidak terjadi
genangan (lebih dari
30 cm, selama 2 jam)
dan tidak lebih dari 2
kali setahun

HA

5.573,7 5.573,7

5.573,7 5.573,7

Sumber : Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber Daya Air

, Kota Salatiga

Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air

oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi,

dipergunakan untuk sebesar

hal ini

dan/atau

Pemerintah Daerah

Pemerintah

-besar kemakmur

Kabupaten/Kota

dan

an rakyat. Dalam

berkewajiban menyelenggarakan

pengelolaan sumber daya air, menyediakan air untuk semua

kebutuhan

kebutuhan pokok sehari

sistem

dengan

irigasi  yang

memberikan

sudah ada di

prioritas

-hari dan pertanian

termasuk dengan Pemerintah Kota Salatiga.

utama kepada

rakyat dalam

atas semua kebutuhan

Rasio jaringan irigasi di Kota Salatiga pada tahun 2016

mencapai 11 .299 meningkat dibandingkan tahun 2015 yang

mencapai 9 .907 dan pada tahun 2014 tercatat sebesar 8

Rasio jar ingan irigasi adalah perbandingan panjang

jaringan
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irigasi yang berfung si dengan baik terhadap Iluas lahan
budidaya.

Jaringan irigasi di Kota Salatiga sebagian besar
merupakan jaringan irigasi sekunder, yang dmaksud dengan
irigasi sekunder adalah bagian da  ri jaringan irigasi yang terdiri
dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan
bagi, dan bangunan bagi -sadap, bangunan sadap, bangunan
pelengkapnya. Rasio jaringan irigasi di Kota Salatiga pada tahun
2012 tercatat sebesar 29,6 % meningkat pada tah un 2016
menjadi 59,7,19 %. Rasio jaringan irigasi terus meningkat setiap

tahunnya.

Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kota Salatiga
setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan.
Pada tahun 2010 persentase penduduk berakse S air minum
amansebesar 60,95 % lalu meningkat menjadi 70,65 % di tahun
2016. Artinya, bahwa 70,65 persen penduduk Kota Salatiga
telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum
aman baik di perkotaan maupun pedesaa. Kondisi kinerja
pelayanan a ir minum Pemerintah Kota Salatiga setiap tahun
terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini sejalan
dengan program 100 -1-100 Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada tahun 2019. Program 100 -0-100
merujuk pada target 100% kemudahan menga kses air bersih,
0% luasan kawasan kumuh, dan 100% lingkungan yang

sanitasinya berkategori sehat.

Persampahan

Persentase penanganan sampah di Kota Salatiga setiap
tahun terus meningkat, pada tahun 2016 tercatat sebesar 88 %
dari tahun sebelumnya yang hany a mencapai 77 %. Hal ini
menandakan bahwa sampah yang belum bisa tertanganai
dengan baik di Kota Salatiga masih tersisa 12 %. Sampah dapat
ditangani dengan baik apabila didukung dengan ketersediaan
sarana prasarana persampahan yang memadai.

Sebagaimana  diketahui, sebagian sisa  kegiatan
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masyarakat yang dibuang ke TPA berasal dari sampah rumah
tangga. Persentasenya diperkirakan rata -rata mencapai hampir
70 persen, bahkan mungkin lebih. Terdiri dari sampah organik

dan non -organik, dimana persent ase sampah organik pada
umumnya lebih tinggi. Potensi sampah organik yang cukup
tinggi dapat diolah dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
Pengelolan sampah dapat mengurangi sampah yang masuk ke
TPA. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga
dalam melakukan pengurangan sampah, yaitu mengumpulkan
sampah dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang
selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur
ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya
tersisa residu sam pah. Pada tahun 2016 pengurangan sampah
di Kota Salatiga mencapai 35 % meningkat dibandingkan tahun

lalu yang hanya sebesar 34 %. Berikut capaian kinerja urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Sub Bi dang
Persampahan Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun

Indikator

2013 2014 2015

Pembangunan turap
diwilayah jalan
penghubung dan
aliran sungai lawan
longsor lingkup
kewenangan kota

M 1.815 1.131 3.724 631,58

Rasio jaringan irigasi M/HA 29,6 38,9 59,7 59,7 59,7

Luas irigasi
Kabupaten dalam HA 837 638 440 450 455
kondisi baik

Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari hari

% 37 38 39 40 41

Pelayanan Air Bersih

. . m 22.201 | 25.400 | 28.600 | 31.800 | 35.000
(sistem Perpipaan)

Persentase Rumah
Tangga (RT) yang
menggunakan air
bersih

% 87 87,78 97,22
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Kondisi Tahun

Indikator Satuan

2013 2014

persentase penduduk
yang mendapatkan
akses air minum
yang aman

% 60,95 54,62 60,22 65,56 70,65

Persentase penduduk
yang terlayani sistem
air limbah yang
memadai

Persentase
pengurangan 33 34 34 35 35
sampah di perkotaan

Persentase
pengangkutan 69 67 79 77 88
sampah

Persentase

0
pengoperasian TPA % 25 30 35 40 50

Persentase Penduduk
yang terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota sehingga
tidak terjadi 100 100 100 100 100
genangan (lebih dari
30 cm, selama 2 jam)
lebih dari 2 kali
setahun

Cakupan Air Limbah

0,
Sistem Onsite % 60,48 67 71
Cakupan Air Limbah 0
Sistem Offsite % 0 0 0 0 0
Pelayanan_IPLT, IPAI, 0 0 0 0 220
Kolam oksidasi
Persentase Wilayah 100 100 100 100 100
bebas banijir
Dura§| banjir untuk 0 0 0 0 0
lokasi
Lokasi banjir 0 0 0 0 0
Persentase

tersedianya layanan
izin usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)
dengan waktu 25,25 25,4 25,9 26,1 26,25
penerbitan paling
lama 10 (sepuluh)
Hari Kerja setelah
Persyaratan Lengkap
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Kondisi Tahun

Indikator Satuan

2013 2014

persentase
tersedianya informasi
mengenai rencana
tata ruang (RTR)
wilayah
Kabupaten/Kota
beserta rencana
rincinya melalui peta
analog dan peta
digital

% 100 100 100 100 100

Rasio ruang terbuka
hijau per Satuan
Luas Wilayah ber
HPL/HGB

4,58 5,05 5,56 5,61 5,61

persentase
tersedianya luasan
RTH publik sebesar
20% dari luas
wilayah kota
/kawasan perkotaan

% 4,58 5,05 5,56 5,61 5,61

persentase jumlah
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang
di terbitkan

% 60 60,36 60,72 61,08 61,44

Ruang publik yang
berubah Ha - - - - -
peruntukannya

Terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan IMB di
Kabupaten/Kota

% 60 60,36 60,72 61,08 61,44

Terlaksananya
perjaringan aspirasi % 100 100 100 100 100
masyarakat

Terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan izin
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
peraturan

% 60 60,36 60,72 61,08 61,44

Terlaksananya
tindakan awal
terhadap pengaduan
masyarakat tentang % 100 100 100 100 100
pelanggaran di
bidang penataan
ruang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup , Kota Salatiga
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4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.21.
Capaian Kunerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun

Indikator SEVGE

2013 2014

Jumlah rumah .
Twin

susun yang 2 2 2 2 2
terbangun blok

Cakupan

ketersediaan rumah % 70,00 71,00 73,00 76,00 81,00
layak huni

Cakupan layanan
rumah layak huni % 6,00 8,00 12,00 18,00 25,00
yang terjangkau

Cakupan lingkungan
yang sehat dan aman % 10,00 18,00 28,00 40,00 50,00
yang di dukung PSU

Penyediaan rumah
bagi MBR

Persentase kawasan

[0) - - - - -
kumuh %

Rasio tempat
pemakaman umum

m2 ] 527.94 | 531,69 | 533.74 | 535,18
persatuan

penduduk

Tersedianya air baku

untuk memenuhi % 37.00 3800 | 3900 | 40,00 | 41,00

kebutuhan pokok
minimal sehari -hari

Pelayanan air bersih

. ) 22.201 25.400 28.600 | 31.800 | 35.000
(sistem perpiaan)

Persentase Rumah
Tangga (RT) yang
menggunakan Air
Bersih

% 87,00 87,78 97,22 - -

Proporsi Rumah
Tangga dengan
Akses Berkelanjutan - - - - -
terhadap air minum
layak

Persentase
penduduk yang
mendapatkan akses % 60,95 54,62 60,22 65,56 70,65
air minum yang
aman
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Kondisi Tahun

Indikator Satuan
2013 2014

Persentase

Penduduk yang

terlayani sistem air 0,00 11,00 21,00 31,00 40,00
limbah yang

memadai

Persentase

Pengurangan 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00
sampah di Perkotaan

Persentase

Pengangkutan 69,00 67,00 79,00 77,00 88,00
sampah

Persentase % 25,00 30,00 | 3500 | 40,00 | 50,00
Pengoperasian

Cakupan Pelayanan i i i i i
Air Limbah

Cakupn air Limbah % : : 60,48 | 67,00 | 71,00
sistem On site

C_akupan A_|r Limbah % 0 0 0 0 0
sistem offsite

Pelayanan IPLT m3 0 0 0 0 720
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Kota Salatiga

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  Pelindungan

Masyarakat

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat di Kota Salatiga menjadi perhatian penting dalam
pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada dunia
usaha/dunia industri dan masyarakat pada umumnya. Wilayah
Kota Salatiga yang cukup strategis di jalur perekonomian dan
transportasi bagian tengah antara Semarang dan Surakarta,
tentunya banyak hal yang bi sa mempengaruhi kondisi
ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kota Salatiga
secara umum cukup baik dan kondusif bagi pembangunan

daerah.

Upaya memelihara dan menyelenggarakan ketentraman
dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan
Peratura n Walikota dilakukan oleh Satpol PP sebagai penegak
Perda dan Perwal i. Rasio petugas Satpol PP di Kota Salatiga
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tahun 2016 sebesar 8,4 per 10.000 penduduk. Cakupan patroli
petugas Satpol PP tahun 2015 sebesar 100%. Tingkat
penyelesaian pelanggaran K3 (ket ertiban, ketentraman,

keindahan) di Kota Salatiga pada tahun 2015 mencapai 100%.

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan juga keberadaan
anggota Linmas sa ngat diperlukan. Pada tahun 2012 jumlah
linmas di Kota Salatiga sebanyak 1.125 orang meningkat
menjadi s ebesar 1.242 orang pada tahun 2016 . Kondisi ini
mengakibatkan rasio petugas Linmas juga meningkat dari 60,5
per 10.000 penduduk pada tahun 2012 menjadi 67,2 per 10.000

penduduk pada tah un 2016 . Pos Siskamling akan bermanfaat

sebagai sarana menjaga keamanan lingkungan, tahun 2015
rasio Pos Sis kamling per kelurahan tahun 2016 sebesar 23 per
kelurahan.

Pencegahan dini dan pe nanggulangan korban di Kota
Salatiga belum bisa dilakukan sec ~ ara maksimal, hal ini karena
sampai dengan tahun 2016 belum ditetapkannya Wil ayah

manajemen Kebakaran.

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan P elindungan Masyarakat Tahun 2012 - 2016

Kondisi Tahun
Indikator Satuan

‘ 2012 2013 2014 2015 2016

Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan % - 100 100 100 100
Kepala Daerah di
Kabupaten/Kota

Tingkat
Penyelesaian
Pelanggran K3
(Ketertiban, % - 100 100 100 100
Ketentraman,
Keindahan) di
Kabupaten/kota

Persentase Patroli
Siaga Ketertiban

Umum dan patroli
Ktentraman dalam - 3X 3X 3X 3x
Masyarakat sehari
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Kondisi Tahun
Satuan

Indikator
‘ 2012 2013 2014 2015 2016
4 | Cakupan Patroli 0
Petugas satpol PP Yo - 100 100 100 100
5 | Jumlah Pelanggar
Peraturan Daerah kasus - 198 152 249 321
yang ditertibkan
6 | Rasio Jumlah per
Anggota Polisi praja 10.000 - 3,8 3,4 3,7 8,4
per 10.000 enduduk
Penduduk P
7 | Cakupan rasio orang
Petugas setiap RT
Perlindungan atau - 1,1 1,1 1,2 1,3
Masyarakat (Linmas) sebutan
di Kabupaten/Kota lainnya
8 | Jumlah Linmas per per
jumlah 10.000 10.000 - 60,5 64 72 67,8
penduduk penduduk
9 | Petugas linmas di
Kabupaten/Kota orang - 1125 1194 1263 1242
10 | Rasio pos siskamling or
per jumlah kelu'?ahan ; 22 22 23 23
desa/kelurahan
11 | Cakupan Rasio per
petugas linmas di 10.000 - 60,5 64 72 67,8
Kab/Kota penduduk

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satpol PP Kota Salatiga

Sosial

Pasal 34 ayat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk

memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin

dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang

Undang Dasar

Negara Republik

Indones

ia Tahun

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan

1945,

sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam
menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga

negara y ang miskin dan tidak mampu.

Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan Kesejahteraan Sosial
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adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang
terarah, terpadu, dan Dberkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan mas yarakat dalam bentuk
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan
kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan
sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan

sosial.

Selain kesejahteraan sosial urusan sosial juga memiliki
kewenangan dalam penangulangan bencana. Bencana adalah
peristiwva atau rang kaian peristiwva yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwva non alam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwva atau s erangkaian peristiwva yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar

kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur
dalam Pasal 8 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut.
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a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi

yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan

minimum;
b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
C. pengurangan ris iko bencana dan pemaduan pengurangan

risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam
anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
Sementara wewenang Pemerintah  Daerah  dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada
wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan
daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang
memasukkan unsur -unsur kebijakan penanggulangan
bencana;

C. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai
sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan
pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan
alam pada wilayahnya; dan

f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau
barang pada wilayahnya.

Urusan Sosial yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 6 sub bidang, yaitu (1)
Pemberdayaan Sosial; (2) Penanganan Warga Negara Migran
Korban  Tindak  Kekerasan; (3) Rehabilitasi Sosial; (4)
Perlindungan dan Jaminan Sosial, (5) Penanganan Bencana,

dan (6) Taman Makam Pahlawan.

Upaya pemerintah daerah Kota Salatiga dalam menangani

PMKS sudah cukup baik namun hasilnya masih belum optimal.
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Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam
kondisi fluktuatif, terendah ada pada tahun 2012 dengan 1,19%

dan tertinggi ada pada tahun 2013 dengan 3,9%. Sementara
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya terus mengalami
penurunan, tahun 2011 baru sebesar 4,8% menurun menjadi
0,06% pada tahun 2016. Hal ini perlu mendapatkan perhatian

dari pemerintah Kota Salatiga. Penanganan korban bencana
skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama
masa tanggal darurat capaiannya belum optimal, tahun 2012
hanya sebesar 1% dan pada tahun 2016 juga masih 1%. Hal ini
menunjukkan bahwa masih banyak korban bencana alam yan g

belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga.

Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 1% setiap
tahunnya (2012 -2016). Hal ini menunjukkan masih banyaknya
penyandang caca t fisik dan mental serta lanjut usia tidak
potensial yang belummendapatkan jaminan sosial. Jumlah
panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi di Kota Salatiga terdapat sebanyak 26 panti pada
tahun 2016. Tetapi dari 26 panti sosial yang ada belum ada
satupun panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Pembinaan
terhadap Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK,
Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) juga belum mendapat kan
perhatian dari Pemerintah Kota, hal ini ditunjukkan dengan
capaian Persentase Eks penyandang penyakit social (eks
Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang
telah terbina (%) yang masih 0 pada tahun 2016.
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Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Urusan Sos ial Tahun 2012 -2016

Capaian

Indikator SEVIE
2014 2015

1 Penanganan
penyandang masalah orang 242 216 875 1 1500
kesejahteraan sosial

2 PMKS yg memperoleh

; orang 190 242 156 266 224
bantuan sosial

3 Persentase (%) PMKS
skala kab/kota yang
memperoleh bantuan
sosial untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar.

% 1,19 3.9 3,3 2,06 2,95

4 Persentase (%) PMKS
skala kab/kota yang
menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok % 48% |52% | 6,3% | 0,00 0,06
Usaha Bersama
(KUBE) atau kelompok
sosial ekonomi sejenis
lainnya

5 Persentase (%) korban
bencana skala
kabupaten/kota yang
menerima bantuan
sosial selama masa
tanggal darurat

% 1 1 1 0 1

6 Persentase (%) korban
bencana skala
kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan % 0 0 0 0 %
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap

7 Persentase (%)
penyandang cacat
fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak % 1 1 1 1 1
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial

8 Persentase (%) panti
sosial skala

kabupaten/kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.

% 0 0 0 0 0
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Capaian
Indikator Satuan

2012 2013 2014 2015 2016

9 Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi

panti 24 25 26 26 26

10 | Persentase Eks
penyandang penyakit
social (eks
Narapidana, PSK, % 0 0 0 0 0
Narkoba Dan penyakit
Sosial Lainnya) yang
telah terbina (%)

11 | Persentase (%)
wahana kesejahteraan
sosial berbasis
masyarakat (WKBSM)
yang menyediakan
sarana prasarana
pelayanan
kesejahteraan sosial.

Sumber : Dinas Sosial , Kota Salatiga

B. Urusan  Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam
usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003. Bab | pasal 1 ayat 2
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan
atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja
berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah melipu ti 1) Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3)
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan.
Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan
Pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan
berdasarkan unit kompetensi, pembinaaan lembaga pelatihan

kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan
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kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan
pengukuran  produktivita s tingkat Daerah. Selanjutnya
berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan
Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di
daerah kabupaten/kota, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pa sar kerja
dalam Daerah kabupaten/kota, perlindungan TKI di luar negeri

(pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota, dan
penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota.

Kemudian terkait  dengan hubungan industria
kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota ~n  meliputi:
pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian
kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam
1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan indu  strial, mogok kerja dan penutupan
perusahaan di Daerah. Sedangkan untuk urusan pengawasan
ketenagakerjaan bukan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota melainkan pemerintah pusat dan provinsi.

Berdasarkan kewenangan Unda ng-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Unda ng-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tersebut, maka pemerintah kabupaten dalam urusan tenaga
kerja tersebut mempunyai peran yang sangat penting dan
strategis dalam menyiapkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tingkat partisi pasi angkatan kerja mengalami trend
peningkatan dalam periode tahun 2012 -2015. Hal yang sama
juga terjadi pada rasio kesempatan kerja terhadap penduduk
usia kerja. Persentase Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan
juga mengalami peningkatan dalam periode t ahun 2012 -2015.
Namun rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja
yang tersedia memiliki kecenderungan menurun, hal ini
menunjukkan jika jumlah lowongan kerja yang tersedia sudah

tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja.
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Tabel 2.24.
Capaian Kinerj a Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011 -2015

Realisasi

Indikator Sasaran

2012 | 2013

1 | Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

2 | Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk usia % - 83,06 84 80,52 | 89,04
produktif

3 | Rasio Jumlah Pencari Kerja
Terhadap Lowongan Kerja % - 84 90 90 75
yg tersedia

4 | Prosentase Pencari Kerja
yang mengikuti Pelatihan
5 | Prosentase Pencari Kerja
yang ditempatkan

6 | Prosentase Tenaga Kerja
yang telah menjadi Peserta % - 93,33 | 94,66 - 93,52
Jamsostek (BPJS)
Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kota Salatiga

% - 68,89 | 67,96 | 65,27 72

% - 62 164 67 84,58

% - - 88,88 - 98,47

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kinerja pada urusan pemberdayaan perem puan dan
perlindungan anak di Kota Salatiga dapat dilihat dari besarnya
upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan, penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak dan upaya melalui

kebijakan peningkatan kualitas anak dan pere mpuan.

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
di Kota Salatiga dapat dilihat dari kinerja advokasi dan
pendampingan penyelesaian kasus korban KDRT yang
ditargetkan 10 kasus  pada tahun 2015, terselesaikan sebesar 8
kasus . Peningkatan Peran se rta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan  diwujudkan melalui pengembangan ekonomi
rumah tangga, pembinaan organisasi perempuan dan
peningkatan pengetahuan perempuan untuk memiliki wawasan

bidang kesehatan.

Upaya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gend er
dan anak ditunjukkan dengan m onitoring dan evaluasi PUG
yang setiap tahun dilakukan sampai dengan 2 kali. Penyediaan

data gender dilakukan melalui p enyusunan data Sistem
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Informasi Gender dan Anak (SIGA) . Pencapaian kelembagaan
bidang PUG jugadapat dilih at dari m eningkatnya pengetahuan
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender
dan anak serta traficking serta Terwujudnya Kelurahan menuju

Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga

3. Pangan

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Salatiga
Tahun 2011 -2015

Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2013 2014 | 2015
Ketersediaan energy dan % i 70.59 105.88 17017 | 13956
protein perkapita (%)
Skor Pola Pangan Harapan ] ] 102.27 ] _

(PPH)-- (%)

% Ketersediaan Informasi
Pasokan, Hargadan Akses % - - 114,67 - -
Pangan di Daerah.
Persentase Penanganan
Daerah Rawan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan

(PPH)- (%)

% Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses % - 96.47 101.17 113.87 103.99
Pangan di Daerah.
Sumber : Dinas Pangan Kota Salatiga

% - 100 125 153.85 142,85

% - 101.93 102.16 100.01 100.56

4. Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan
bidang pertanahan berdasarkan Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 meliputi a) penyelesaian sengketa tanah garapan
dalam Daerah kabupaten, b) penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah, c) penetapan subyek dan obyek redistribusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee dalam Da erah kabupaten, d) penetapan tanah
ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten dan
inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah
kabupaten, e) penerbitan izin membuka tanah dan f)
perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam

Daerah.
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Pada tahun 2016 berhasil menerbitkan sertifikat hak atas
tanah sejumlah 4.196 buah atau n aik 47,80 persen dari tahun
2015 . Jenis yang paling banyak penerbitan sertifikatnya adalah
2.024 dokumen dan hak

kumen. Selengkapnya dapat

serifikat hak milik meencapai
tanggungan sebanyak 1.507 do

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Banyaknya Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

. Kinerja
Indikator Satan o015 [ 2013 | 2014 2015 | 2016

1 | Hak Milik dok 1826 2324 1698 2430 2024
2 Hak Guna Usaha dok 0 0 0 0 0
3 Hak Guna dok 115 a7 595 777 190

Bangunan
4 | Hak Pakai dok 43 9 16 27 60

Hak Pengelolaan dok 0 0 0 0 0
6 | Satuan Rumah dok 0 0 0 0 0

Susun
7 Hak Hanggungan dok 1645 1665 1577 0 1507
8 | Wakaf dok 0 11 4 11 9

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 2016

5. Lingkungan Hidup
Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang sedang
terjadi pada saat ini, termasuk di Indonesia yang berada pada
iklim. Dampak

posisi rentan terhadap dampak perubahan

tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya
ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta
laut, tenggelamnya

penyakit manusia, naiknya permukaan

pulau -pulau kecil dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun

kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan
membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.
Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
men gakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas
lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban

sosial.
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Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara,
asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan
ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan
prinsip kehati -hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,
serta pengakuan dan penghargaan terhadap kea rifan lokal dan

kearifan lingkungan.

Lingkungan hidup yang berkualitas buruk akan
berpengaruh terhadap kualitas kehidupan secara keseluruhan,
sehingga dalam setiap pembangunan perlu diterapkan
pembangunan berwawasan lingkungan yang meliputi aspek
pengendal ian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah),
perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Dalam hal ini
pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan kepada
pengelolaan sampah, pencegahan pencemaran baik air, tanah

dan udara serta luasan Ruang Terbuk a Hijau.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintah
bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten/ kota mencakup sub urusan sebagai berikut:

1. Perencanaan lingkungan hidup
RPPLH Kabupaten/ Kota

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS untuk KRP Kabupaten/ Kota

3. Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup
Pencegahan , penanggulangan dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah
kabupaten/kota.

4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.

5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)

a. Penyimpanan sementara limbah B3;
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b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kot a.

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan

izin perlindungan  dan pengelolaan lingkungan  hidup

(PPLH)

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

7. Pendidikan , Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat
Daerah kab upaten/kota.

8. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah
kabupaten/kota.

9. Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH

terhadap

a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkung an

dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau
dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

10. Persampahan

a. Pengelolaan sampah.

b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan
sampah, pengangkutan  sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pemerintah Kota Salatiga telah memberikan pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat baik pelayanan pencegahan
pencemaran air; pelayanan tindak lanjut pengaduan
masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan

lingkungan hidup; pelayanan informasi status kerusakan lahan

Il - 74 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201

8



dan/ atau tanah untuk produksi bio massa dan pelayanan
pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

secara keseluruhan sudah mencapai 100% pada tahun 2016.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga setiap tahunnya
selalu melaku kan pemantauan status mutu air sebanyak 11 kali
setiap tahunnya dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak
tahun 2012 -2016. Selain status mutu air Dinas Lingkungan
Hidup Kota Salatiga juga melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL yang sudah 100 % seja k tahun 2012

sampai dengan tahun 2016.

Persentase luas ruang terbuka hijau di Kota Salatiga

relatif masih kecil, pada tahun 2015 hanya sebesar 5,66 %

terhadap luas wilayah untuk RTH perkotaan publik, sedangkan

RTH perkotaan privat pada tahun 2016 sebesar

tersebut jauh dari ideal sesuai amanat Undang

10,01 %. Angka

-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu mengamatkan

luasan 20% luas RTH publik di kawasan perkotaan.

Untuk capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kota

Salatiga dapat dilihat

Indikator

Pemantauan status
mutu air

kali

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

SEVIE ‘

2012 2013 2014
11 11 11

pada tabel berikut.

Capaian Kinerja ‘

2015 2016

11 11

Rasio cakupan
pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL

%

100

100

100

100 100

Jumlah usaha
dan/atau kegiatan
yang mentaati
persyaratan
administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran air

%

38,8

100

63,64

90,91 -
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Capaian Kinerja
Indikator SEIEN

‘2012 ‘2013 2014 ‘ 2015 ‘ 2016

Jumlah pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan

pencemaran % 60 100 100 100 100
dan/atau perusakan
lingkungan hidup

yang ditindaklanjuti

Ketersediaan
laboratorium paket 1 1 1 1 1
penelitian lingkungan

Kegiatan penegakan

: kali 24 24 24 24 24
hukum lingkungan

Jumlah usaha
dan/atau kegiatan
sumber tidak
bergerak yang
memenuhi % 66,7 62,5 62,5 62,5 62,5
persyaratan
administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran udara

Pemenuhan sarana

o . unit 42 42 45 62 65
monitoring polusi

Luas RTHK

0,
perkotaan publik (%) % 55 559 5,66 5,66

Luas RTHK
perkantoran privat % 9,96 9,98 10,01 10,01
(%)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah
kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan data -informasi kependudukan, patut menjadi
perhatian untuk mewujudkannya. Undang -undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang -undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin
hak seorang/kelompok penganut Penghaya t Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak -hak
administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan

dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian
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yang dijamin dalam Undang

-undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administr  asi Kependudukan (Adminduk).

Sementara itu kewenangan pemerintah kabupaten/kota
23 Tahun

sesuai Undang -Undang Nomor

Pemerintah Daerah yaitu 1)

2). Pelayanan pencatatan

kependuduka; 4 ).

kependudukan kabupaten/kota.;

kependudukan kabupaten/kota.

Capain  urusan

pencatata n sipil sampai dengan tahun 2016
Rasio penduduk berKTP elektronik.ba
bayi berakta kelahiran baru sebesar 93,55%. Rasio pasangan
berakta perkawinan baru sebesar 96 % dan Cakupan akta

kematian baru sebesar 16,48%. Capaian yang belum optimal ini

2014

tentang

. Pelayanan pendaftaran penduduk;

sipil;  3) Pengumpulan data
Pemanfaatan dan penyajian database

5) Penyusunan profile
administrasi  kependudukan  dan

belum optimal.

ru sebesar 90%.

harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga.

Indikator Satuan

Tabel 2.28.
Capaian Kinerj a Urusan Tenag a Kerja Tahun 2012

2012

-2016

Kondisi Tahun

2013

2014

2015

Rasio

1| Rasio penduduk berkTP % | 3241 | 7367 | 7877 | 791 90
Elektronik

2 RaS|o_ bayi berakta % 90 80 93 9 93,55
kelahiran

3 | Rasio pasangan berakta % 81,63 90 99 92 9%
perkawinan

4 | Cakupan akta kematian % 7,94 5,18 24,43 22,69 16,48

Sumber : D inas Kependudukan dan Catatan Siplil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya

pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta

masyarakat mewujudkan

masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian dicerminkan
dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dalam

tata kelola pembangunan

kemandirian

di

tingkat
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meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi
dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan -
kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan/desa.
Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan
kelembagaan, maka dinamika pembangunan di tingkat
kelurhan/desa semakin meningkat dan tingkat kesejahteran

masyarakat desa dapat terwujud.

Pelaksanaan pemberdayaan ditingkat kelurahan Kota
Salatiga sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan
dengan kondisi pembinaan dan pemberdayaan kelo mpok
ditingkat kelurahan sudah tercapai secara keseluruhan 100%.
Kondisi yang masih menjadi kendala berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat adalah masih perlunya optimalisasi
peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap
lingkungannya.

Tabel 2.29.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

| Realisasi

Indikator Sasaran SEUIE 2012 2013 | 2014 | 2015 2016
1 PKK Aktif % 96,98
2 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100

Terselenggaranya lomba
tatib administrasi

3 Kelurahan dan bulan % 100 100 100 100
bhakti gotong royong
masyarakat
4 Fasilitasi PNPM P2KP % 100 100 100 100
5 Fasilitasi Bansos RTM % 100 100 100 100
g | Pelatihan Unit % 100 | 100 | 100 | 100

Pengelolaan Keuangan
Terselenggaranya Gelar
Teknologi Tepat Guna
Tingkat Kota, Provinsi
dan Nasional
Terselenggaranya
Pelatihan Kelompok
masyarakat berspektif
gender

Jml kelompok sasaran
keg. pelestarian &
pengemb. Adat istiadat,
nilai sosial danbudaya
Prosentase kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan
masyarakat (LPMK, BKM)

% 100 100 100 100

% 100 100 100 100

% 100 100 100 100

10 % 100 100 100 100
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8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
merupakan salah satu urusan pemerintahan yang baru, karena
urusan ini baru ada dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan U ndang -Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) sub wurusan dalam urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Keempat sub
urusan tersebut adalah Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera, serta S tandardisasi dan
Sertifikasi. Meskipun ada 4 (empat) sub urusan yang
dilaksanakan oleh pemerintah, namun untuk pemerintah
kabupaten/kota hanya melaksanakan 3 (tiga) sub urusan
kewenangan saja. Untuk sub wurusan standardisasi dan
sertifikasi dilaksanakan ata  u menjadi kewenangan pemerintah
pusat. Berikut capaian pembangunan urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.30.

Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Status

2012 2013 2014 | 2015 | 2016
Prevelansi peserta

1 | KB aktif % 79,45 | 79,45 79,45 79,45 79,45
Keluarga
> | Prasejahtera & % 66,83 66,83 66,83 66,83 66,83

Keluarga Sejahtera |

Cakupan peserta KB

3 | Aif % 101.97 | 101.97 | 102.19 | 96.56 | 106.51

Cakupan anggota
4 | Bina Keluarga Balita % 101.33 | 101.33 | 101.33 | 117.37 | 116.53
(BKB) yang ber KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

9. Perhubungan
Berdasarkan Undang -Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, kewenangan urusan perhubungan untuk

kabupaten dan kota adalah sebagai berikut Lalu Lintas dan
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Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan

perkeretaapian.

Untuk meningkatkan mobilitas atau gerak barang,
manusia, dan informasi dibutuhkan sarana dan prasarana
perhubungan yang memadai guna memperpendek waktu untuk
menempuh jarak antar suatu daerah dengan daerah lainnya.
Perhubungan tidak hanya dilakukan dalam satu wilayah di
suatu daerah saja, tetapi juga antar daerah, antar pulau dan
antar negara. Untuk memperlancar perhubungan tidak dapat
dipisahkan dengan jenis perhubungan. Oleh karena itu,
dibedakan tiga macam perhubungan, yaitu perhubungan darat,

perhubungan laut dan perhubung an udara.

Kota Salatiga merupakan wilayah yang mempunyai arus
lalu lintas cukup padat, terletak di jalur utama Semarang -Solo.
Untuk memudahkan mobilitas penduduk antar daerah,
Pemerintah Kota Salatiga menyediakan satuterminal kelas, dan
satu terminal kelas  C, serta didukung dengan sub terminal yang
menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan
di Kota Salatiga. Sedangkan untuk pelayanan pergerakan antar
daerah di Kota Salatiga dilayani beberapa armada Antar Kota
Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan
kendaraan umum berupa angkutan kota dan angkutan

perdesaan.

Meningkatnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di
Kota Salatiga perlu didukung dengan peningkatan pelayanan di
terminal baik dari aksesibilitas naik turunnya penumpang
maupun ruang tunggunya, integrasi antar terminal dan
angkutan penghubung lainnya. Sarana angkutan umum di Kota
Salatiga setiap tahunnya terus meningkat, dimana persentase
sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik sudah

mencapai 100 % pada tahun  2015.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kota
Salatiga juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang.
Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan

jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini
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kontrol terhadap an  gkutan barang masih kurang, masih banyak
angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut
yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi
Jawa Tengah. Di Kota Salatiga belum memiliki rest area atau
pool truk yang bisa dimanfaatkan sebagai tampat istirahat bagi
pengendara angkutan baarang, selama ini angkutan barang

hanya berhenti di pangkalan truk ilegal.

Jumlah penumpang moda angkutan umum di Kota
Salatiga setiap tahunnya terus mengalami penurunan yang
signifikan, hal ini bisa dipengaruh i oleh semakin meningkatnya
kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga masyarakat beralih
menggunakan kendaraan pribadi daripad a angkutan umum.
Pada tahun 2013 jumlah penumpang moda angkutan umum
tercatat sebesar 336.600 penumpang dan turun sekitar 40.392
penumpang sehingga menjadi 298.208. Kondisi ini meningkat
sampai dengan 2016 jumlah penumpang moda angkutan umum

sebesar 301.688 orang.

Untuk mendukung pelayanan perhubungan darat yang
optimal diperlukan dukungan sarana dan prasarana lalu lintas
angkutan jala n yang baik, dimana di Kota Salatiga sudah

mencapai 100 % dan ko ndisi ini tetap sejak tahun 2013 -2016 .

Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Salatiga wajib
memiliki ijin trayek, hal ini dimaksudkan untuk penataan,
pengaturan dan pengendalian trayek angku tan umum, sehingga
ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para
pengendara angkutan umum. Persentase kendaraan bermotor
wajib uji yang telah dilakukan uji kendaraan di Kabupate
Sragen pada tahun 2013  tercatat 75,02 % meningkat menjadi
80,75 % pada tahun 2016 . Presentase kendaraan wajib uji yang
telah dilakukan uji kendaraaan di Kota Salatiga setiap tahunnya
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut capaian

kinerja urusan perh  ubungan Kota Salatiga tahun 2013 -2016 .
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Tabel 2.31.
Capaian Kinerja  Urusan Perhubungan Kota Salatiga
Tahun 2013 -2016

Capaian Kinerja

No Indikator Satuan ‘

2014 2015

1 | Jumlah
Pelabuhan
Laut/Udara/
Terminal Bis

2 | Jumlah terminal
yang beroperasi
3 | Tersedianya
terminal
angkutan
penumpang
pada setiap
Kabupaten/Kota
yang telah
dilayani
angkutan umum
dalam trayek

4 | Jumlah kasus
pelanggaran lalu Kasus 227 215 198 243
lintas

5 | Persentase
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
dalam Kondisi
Baik

6 | Tersedianya unit
pengujian
kendaraan
bermotor bagi
Kabupaten/ Kota
yang memiliki
populasi 1 lajur 1 lajur 1 lajur 1 lajur
kendaraan wajib (9 unit) (9 unit) (9 unit) (9 unit)
uji Perhubungan
Bermotor
minimal 4000
(empat ribu)
kendaraan wajib
uji.

7 | Rasio
ketersediaan % 2,2 2,2 2,2 2,2
angkutan kota
8 | Tersedianya
angkutan umum
yang melayani
wilayah yang
telah tersedia % 2,2 2,2 2,2 2,2
jaringan jalan
untuk jaringan
jalan
Kabupaten/Kota

Unit 2 2 2 2

Unit 2 2 2 2

% 8,3 8,3 8,3 8,3

% 100 100 100 100

Il - 82 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8



Capaian Kinerja
No Indikator Satuan

‘ 2013 ‘ 2014 2015 2016

9 | Tersedianya
angkutan umum
yang melayani
jaringan trayek
yang
menghubungkan Unit 2 2 2 2
daerah tertinggal
dan terpencil
dengan wilayah
yang telah
berkembang

10 | Jumlah orang
melalui terminal Orang 336.600 296.208 311.018 301.688
per tahun

11 | Rasio ijin trayek 75,02 71,81 76,3 80,79

12 | Jumlah uji KIR
angkutan umum
13 | Kepemilikan KIR
angkutan umum
14 | Lama pengujian
kelayakan Menit 27 menit / 27 menit / 27 menit/ 27 menit /
angkutan umum kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan
(KIR)

15 | Biaya pengujian
kelayakan % 47.185.700 | 51.348.000 | 53.137.400 | 50.219.900
angkutan umum
16 | Persentase
kendaraan
umum yang
memenuhi % 90 90 90% 90
ambang batas
emisi gas buang
(Lulus uji emisi)
17 | persentase
Tersedianya
halte pada setiap
Kabupaten/Kota
yang telah
dilayani
angkutan umum
dalam trayek.

18 | Tersedianya
terminal
angkutan
penumpang
pada setiap
Kabupaten/Kota
yang telah
dilayani
angkutan umum
dalam trayek

19 | Ketersediaan
rambu -rambu Buah 1215 1330 1572 1882
lalu lintas

20 | Tersedianya
fasilitas
perlengkapan
jalan (rambu, % 43,46 48,12 56,87 86,93
marka, dan
guardrill) dan
penerangan jalan

Unit 1213 1320 1366 1291

Unit 855 882 789 801

% 10 14,4 14,4 14,4

% 8,3 8,3 8,3 8,3
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Capaian Kinerja
No Indikator Satuan

‘ 2013 ‘ 2014 2015 2016

umum (PJU)
pada jalan
Kabupaten/Kota.

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Salatiga

10. Komunikasi dan Informatika
Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin
meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi
komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya
kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi
komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh
pemerintah  daerah  sebagai aktor utama  pelaksana

pembangunan.

Selain itu dalam rangka mencapai target pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan
informasi seperti  yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
22/Per/M. Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten/Kota, maka setiap pemerintah kabupaten/kota
wajib melaku kan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional.
Kegiatan Diseminasi Informasi ini harus dilakukan paling tidak
12 kali dalam satu tahun melalui media massa (cetak maupun
elektronik), website, media tradisional (pertunjukan kesenian
rakyat), media interpersonal (sarasehan, ceramah, workshop,
dil), dan melalui media luar ruang seperti brosur, spanduk
baliho, dll. Satu hal lain yang juga menjadi indikator dalam SPM
bidang komunikasi dan Informasi adalah pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM) di tingkat
kecamatan yang ada. Sampai tahun 2010 belum ada satupun
kecamatan yang telah mempunyai kelompok informasi
masyarakat ini, padahal menurut SPM pada tahun 2014
sekurang -kurangnya 50% dari seluruh kecamatan harus sudah

memiliki KIM.
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Capaian i ndikator Standar Pelayanan Minimal Bidang
Komunikasi dan Informasi di Kota Salatiga tersaji dalam tabel
berikut.

Tabel 2.32.

Capaian Kinerja SPM Bidang Komunikasi dan In formasi Kota
Salatiga Tahun 2013  -2016

Kondisi Tahun

Indikator SEVGE ‘

‘ 2013 2014 2015 2016

Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di Tingkat Kec 4 4 4 4
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi
dan Pendistribusian Informasi Kali - - - -
Nasional Melalui:
X Media massa seperti majalah,
) o Buah - - - -
radio, dan televisi;
X Medlq barg seperti website Buah i i i i
(media online);
X Media tradisional seperti Buah o5 o5 o5 i

pertunjukan rakyat;

X Media interpersonal seperti
sarasehan, ceramah/diskusi Buah 25 25 25 -
dan lokakarya; dan/atau

X Media luar ruang seperti media
buletin, leaflet, booklet, Buah - - - -
brosur,spanduk, dan baliho.

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Untuk menopang pelaksanaan keterbukaan informasi
kepada masyarakat luas dan memberikan informasi atas
pelaksanaan program pembangunan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Salatiga juga telah ada website resmi
Pemerintah Kota Salatiga. Website tersebut dapat dengan
mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang dibutuhkan. Selain website milik pemerintah daerah,
semua OPD di Kota Sa latiga juga telah memiliki website sendiri -

sendiri.
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Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Kota Salatiga
Tahun 2013 -2016

Kondisi Tahun

Indikator Satuan

2013 2014 2015

Jumlah jaringan komunikasi Jar 37 45 45

Web site milik pemerintah Buah 1 1 1 1
daerah

Jumlah surat kabar Buah i > i i
nasional/lokal

Persentase SKPD telah 0

memiliki website (%) & 100 100 100 100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan perkoperasi an Kota Salatiga dari Tahun
2012 sampai dengan Tahun 2016 secara umum meningkat.
Pada tahun 2012  terdapat 201 koperasi | Kota Sa latiga,
meningkat menjadi 215 unit koperasi pada tahun 2016.
Meskipun demikian, hal yang perlu mendapatperhatian adalah
semakin menurunnya persentase koperasi dengan status aktif.
Pada tahun 2016 hanya 68% dari total koperasi yang ada

statusnya aktif.

Adapun dari sisi akses permodalan, koperasi dan UKM di
Kota Salatiga banyak yang telah mampu menga kses ke lembaga -
lembaga keuangan yang ada. UKM yang mampu mengakses
permodalan persentasenya selalu meningkat dari tahun ke
tahun. Dengan kondisi terakhir tahun 2016 sebesar 60%.
Adapun kopersi yang sudah mampu mengakses permodalan
mencapai 100% atau denga n kata lain seluruh koperasi sudah
mampu mengakse permodalan ke bank atau lembaga keuangan
lainnya Perkembangan perkoperasian dapat dilihat pada tabel

berikut ini:
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Tabel 2.34.

Perkembangan Koperasi di Kota Salatiga Tahun 2012 -2016
Kondisi Tahun
Indikator
2014 2015
Persentase
UKM/koperasi
yang mengakses % - - - - -
pembiayaan bank/
keuangan
X % UKM yang
mengakses % 40,00 25,00 25,00 50,00 60,00
permodalan
X % koperasi
yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
mengakses
permodalan
Jumlah Koperasi unit 201 203 202 215 215
persentase % 82 82 66 82 68
koperasi aktif
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga
Jumlah UMKM di Kota Salatiga selama 5 (lima ) tahun

terakhir tidak menunjukkan perubahan, total terdapat 3.663
pelaku UMKM di seluruh wilayah Kota Salatiga. Namun yang
peru mendapat apresiasi adalah semakin meningkatnya jumlah

usaha mikro dan kecil yang dibina. Total terdapat 1.450 pelaku

usaha mikr o dan kecil mendapat pembinaan. Jumlah tersebut

selalu bertambah dari tahun ke tahun semenjak 5 tahun yang
lalu. Perkembangan itu ke depan masih perlu dipacu lagi untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan

oleh paara pelaku usaha mikr o dan kecil agar bisa bersaing di

pasaran baik nasional maupun internasional, khususnya untuk

usaha mikro yang menjadi kewenangan kabupaten.

Tabel 2.35.
Gambaran Kinerja Bidang UMKM di Kota Salatiga Tahun 2012

Kondisi Tahun

-2016

Indikator Satuan
2013 2014 2015

Jumlah Usaha Unit 900 1008 1170 1319 1450
Mikro dan Kecil
binaan
Persentase UMKM % 24,57 27,52 31,94 36,01 39,59
binaan
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Kondisi Tahun

Indikator Satuan
2014 2015
Jumlah Usaha Unit 3663 3663 3663 3663 3663
mikro kecil

Menengah (UMKM)

Persentase UMKM % 0,27 0,74 0,82 0,82 0,82
yang telah
mengikuti pameran
promosi produk

Jumlah produk Buah 5 5 5 5 5
unggulan daerah

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga

12. Penanaman modal

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten/kota dalam PP Nomor 38 tahun 2007,
Pemerintah Kota Salatiga harus melaksanakan kewenangan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Ko ta Salatiga
sama  dengan kewenangan yang  diberikan kepada
kabupaten/kota lainnya. Kewenangan tersebut antara lain
penyelenggaraan kebijakan pengembangan penanaman modal;
koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang penanaman modal; melaks anakan promosi dan
kerjasama penanaman modal; pelaksanaan pelayanan
penanaman modal meliputi pemberian izin usaha kegiatan
penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu
berdasarkan pende legasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan
nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis
pengendalian pelaksanaan penanaman modal di
kabup aten/kota.

Pemerintah Kota Salatiga setiap tahunnya selalu
menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman
modal. Hanya saja hasil yang diharapkan dari pelaksanaan
kegiatan -kegiatan tersebut masih belum optimal. Hal tersebut

dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah investor
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berskala nasional yang berinvestasi di Kota Salatiga. Pada tahun
2014 terdapat 195 investor yang masuk namun pada tahun
2016 jumlah investor yang masuk hanya sebanyak 131 saja. Hal
tersebut tentunya berpengaruh pada besarnya nil ai investasi
yang ditanamkan di Kota Salatiga. Nilai investasi di Kota
Salatiga sejak tahun 2013 sampai 2016 jumlahnya selalu
mengalami penurunan.

Capaian indikator penanaman modal di Kota Salatiga
selama kurun waktu 2012 2 2016 dapat dilihat pada Tabel
berikut.

Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Capaian Kinera

Indikator Satuan
2013 2014

1 | Jumlah informasi Sektor 0 0 2 sektor/ 2 sektor/ 2

peluang usaha sektor/ bidang bidang sektor/
. usaha usaha bidang
bidang usaha unggulan usaha

2 | Jumlah fasilitasi Paket 0 0 1 1 1
pemerintah daerah
dalam rangka
kerjasama kemitraan

3 | Jumlah promosi Paket 2 3 3 3 3
peluang penanaman
modal kabupaten/kota

4 Jumlah Investor - -
berskala nasional 195 140 131
(PMA/PMDN)

5 Jumlah nilai investasi
berskala nasional 103.529 135.847 99.780 98.631 63.606
(PMA/PMDN)

6 | Jumlah dan jenis
pelayanan perijinan dan
nonperijinan bidang
penanaman modal
melalui PTSP di bidang
penanaman modal,
Pendaftaran
Penanaman Modal
Dalam Negeri, ljin
prinsip Penanaman
Modal Dalam Negeri,
ljin Usaha Penanaman
Modal Dalam Negeri,
Tanda DAftar
Perusahaan (TDP),
Surat ljin Usaha
Perdagangan (SIUP),
Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga

% 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
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Capaian Kinera

Indikator
2013 2014 2015 2016

Kerja Asing (IMTA) yang
bekerja lebih di 1 (satu)
kabupaten/kota sesuai
kewenangan
pemerintah
kabupaten/kota

7 | Jumlah bimbingan
pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal Paket 0 0 1 1 1
kepada masyarakat
dunia usaha

8 | Terimplementasikannya
Sistem Pelayanan
Informasi Perizinan % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

Kenaikan/Penurunan
Nilai Realisasi PMDN % - - - - -
(milyar rupiah)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda menurut UU 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki
periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia
16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan
kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,
demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memi liki
jiwa  kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan
kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan
dilaksanakan dalam bentuk pelaya nan kepemudaan dan
bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan,
dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan,
serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan kepemudaan diarahkan unt uk meningkatkan

partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri,
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masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis kegiatan kepemudaan
yang telah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang
pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi;.
kepedu lian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan
teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap
lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan

kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pembangunan  kepemudaan  dilaksanakan  dengan
memfasilitasi aktifita s kepemudaan baik lintas internasional,
nasional, provinsi, kabupaten/kota , maupun kecamatan dan
Kelurahan . Fasilitasi aktifvitas kepemudaan dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif serta

memiliki jiwa kewirausahaan.

Pelayanan kep emudaan sebagaimana tercantum dalam
UU No 40 Tahun 2009 ditujukan untuk menumbuhkan budaya
prestasi diantara para pemuda, termasuk didalamnya prestasi
dalam bidang olahraga. Fasilitasi keolahragaan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Salatiga adalah fasili tasi pembentukan
organisasi olahraga, pembangunan Gelanggang / balai remaja
(selain milik swasta) dan gedung olahraga serta Lapangan
olahraga.

Tabel 2.37.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Capaian Kinerja

Indikator
2012 2013 2014 2015

Jumlah kegiatan kegiata

1 kepemudan n 0 ° ° ° °

5 Jumlah Organisasi organis 19 19 19 19 19
Pemuda asl

3 | Jumlah pemuda yang orang 8 8 8 ) 5
mampu berwirausaha
Jumlah kasus

4 penyalahgunaan kasus 19 20 18 24 24
narkoba

5 | Jumlah organisasi organis 39 39 39 39 39
olahraga asl

5 élf;nr:?; ;‘Ub club 137 | 137 | 137 | 137 | 137

g olahrag
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Capaian Kinerja

Indikator
2013 2014 AONRS 2016

a

7 Jumlah organisasi organis 11 11 11 11 11
olahraga asi

g | Jumiah kegiatan kegiata 3 4 4 13 13
olahraga n
Jumlah Cabang

9 Olahraga Prestasi cabang 4 4 4 > °
Gelanggang / balai elan

10 remaja (selain milik 9 99 3 3 3 3 3

ang

swasta)

11 | Jumiah Gedung gelangg 9 9 9 9 9
Olahraga ang

12 | RasioLapangan % 17 17 | 17,41 | 1741 | 17,41
Olahraga

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Salatiga

14.

Statistik

Ketersediaan data/informasi/statistik berguna untuk
mengambil satu kebijakan dimasa yang akan datang.
Penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat akan
memudahkan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan
mengevaluasi hasil pembangunan. Data yang ada, secara
regular harus dilakukan pembaharuan sehingga terjaga

keakuratannya.

Ketersedian Buku Kota Salatiga Dalam Angka dan PDRB
Kota Salatiga sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
selalu tersedia. Hal ini tentunya sangat membantu penyediaan
data untuk perencanaan pembangunan. Namun demikian yang
menjadi perhatian yaitu waktu terbit kedua buku tersebut. Jika
buku tersebut terlambat waktu penerbitannya akan
mempengaruhi perencanaan pembangunan yang akan disusun.
Capaian kinerja urusan statistik dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 2.38.
Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Indikator 2012 2013 | 2014 2015
Buku Data Pembangunan ada ada ada ada ada
Buku PDRB Kota Salatiga ada ada ada ada ada

Sumber : Bapelibangda Kota Salatiga

15. Persandian

16.

Persandian, sesuai dengan Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan Urusan
Wajib Pemerintah Daerah dalam kelompok Non Pelayananan
Dasar. Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Persandian yan g
diserahkan ke daerah merupakan dasar pelaksanaan Otonomi
Daerah. Persandian merupakan satu dari 18 item Urusan Non
Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan di daerah sesuai

dengan kebutuhan daerah tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang -Undang Nomor 23 Tahun
2014, fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi.
Dalam pelaksanaannya, kurangnya kompetensi Sumber Daya
Manusia (SDM) persandian yang belum mencukupi menjadi
permasalahan tersendiri. SDM Persandian, untuk dapat
membantu mengamankan informas I, harus mempunyai
pengetahuan tentang teknologi informasi yang mampu

diandalkan baik dari kualitas maupun kerahasiaan informasi.

Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha
dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan
mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui
cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap
cagar budaya tersebut. Pelestarian cagar budaya bertujuan
untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat
manusia; meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui
Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;, dan mempromosikan warisan

budaya kepada masyar akat Internasional.
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Capaian kinerja urusan kebudayaan salah satunya dilihat

dari capaian

kesenian yang menjadi amanat dari pemerintah pusat. Amanat
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar
Pelayanan Minmal Bidang Kesenian. SPM Bidang Kesenian
meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan
target tahun 2010

kinerja standar

-2014 yang terdiri dari:

pelayanan minimal

bidang

a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang

kesenian:

0 cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014;

0 cakupan fasilitasi seni s.ebesar 30% sampai tahun

2014,

0 cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014;

dan

0 cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun

2014.

b. Sarana dan prasarana:

o0 cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25%

sampai tahun 2014;
0 cakupantempat seb esar 100% sampai tahun 2014,
0 cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2014.
Capaian kinerja urusan kebudayaan secara keseluruhan

dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.39.

Kiner ja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kota Salatiga
Tahun 2012 -201 6

Indikator

Persentase
Benda, Situs
dan Kawasan
Cagar Budaya
yang
dilestarikan

SEIET ‘

‘ 2012

%

Capaian Kinerja

2013

2014

2015

2016

Jumlah
Penyelenggaraan
festival seni dan
budaya

kali
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Capaian Kinerja
Indikator Satuan

‘ 2012 2013 2014 2015 2016 ‘

3 | Jumlah Misi % 100 100 100 100 100
Kesenian

4 Jumlah Sarana
penyelenggaraan kali 2 2 2 2 3
seni dan budaya

5 | Jumlah gedung buah 0 0 0 0 0

6 Cakgpan Kajian % ) ) 40 70 40
Seni

7 Cakupan o
Fasilitasi Seni & ) ) & " 20

8 Cakupan
Sumbe_r Daya % . - 25 25 25
Manusia
Kesenian

9 Cakup_an . _ % } . 67 67 100
Organisasi seni

10 | Cakupan % } ; 50 50 100
Tempat umum

11 Cak_upan Gelar % ) ; 100 100 100
Seni

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota Salatiga

17. Perpustakaan
Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang
perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah p embinaan
perpustakaan, dengan lingkup Pengelolaan perpustakaan
tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembudayaan gemar membaca
ting kat Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno yang meliputi pelestarian naskah
kuno milik daerah kabupaten/kota, dan pengembangan koleksi
budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota.

Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan ditunjukkan dengan jumlah pustakawan di Kota
Salatiga s ampai tahun 2016 tercatat baru 2 orang. Koleksi buku
yang tersedia diperpustakaan trennya meningkat yang dapat
dilihat dari kondisi tahun 2011 sebanyak 7.2 51 buku menjadi
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39.793 buku ditahun 2016. Sedangkan jumlah pengunjung ke
perpustakaan tercatat pada tahun 2015 sebanyak 37.344 orang,
meningat dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebanyak
29.585 orang. Kondisi perkembangan capaian indikator pada

urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Kinerja Urusan Perpustakan Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun

Indikator SEVGE

2012 2013 2014 2015

Jumlah perpustakaan Orang 1 1 1 1 1
Jumlah pustakawan
yang mendapatkan Orang - - 2 2

peningkatan kapasitas
Jumlah pustakawan
yang mendapatkan Orang - - - - -
sertifikasi
Jumlah pengunjung
Perpustakaan per Orang 7.251 | 293.810 | 29.585 | 37.344 -
Tahun
Tingkat koleksi buku
yang tersedia di Buku 20.578 | 26.419 | 30.555 | 35.576 | 39.793
Perpusda
Pendataan karya cetak
dan karya rekam
(KCKR) Daerah
Propinsi
Pemeliharaan koleksi
Perpustakaan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga

18. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwva dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi  dan komunikasi yang dibuat dan diterima
oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No0.43
tahun 2009 pasal 1).

Dalam rangka pengelolaan arsip dilakukan peningkatan
SDM pengelola kearsipan, tahun 2016 mencapai 77%. dan

pengelolaan arsip secara baku sudah mencapai 77%.
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Sementara itu arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya
masih relat if kecil, tahun 2014  baru 1%. Perkembangan capaian

kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pa da tabel berikut :

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Realisasi
No Indikator Sasaran Satuan

2012 2013 2014 2015 @ 2016

1. Penerapan
Pengelglaan Arsip % 60 60 70 74 75
secara baku

2. | Kegiatan
Pegingkatan SDM % 60 60 60 0 7
Pengelola Kearsipan

3. | Persentase arsip
daerah yang % 2 2 1 i )
diterbitkan naskah
sumbernya

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga

C. Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan

Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai
dengan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub
urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan
nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan
dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub
urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di
bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan wusaha kecil

pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Produksi p erikanan budidaya m eningkat dari 625 ton
tahun 2013 menjadi 655 ton pada tahun 2016 . Namun jika
melihat kondisi tahun 2015 , produksi perikanan budidaya
mencapai 809 ton. Komoditas utama perikanan budidaya Kota
Salatiga adalah ikan lele, nila, mujaer dan gu rame. Beberapa
upaya pemerintah Kota Salatiga dalam rangka mengembangkan
perikanan budidaya adalah dengan melakukan pembinaan dan

peningkatan keterampilan pembudidaya ikan mengenai cara
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budidaya ikan yang baik. Cakupan pembinaan kelompok

pembudidaya ikan p ada tahun 2016 sudah mencapai 100%.

Usaha pengolahan ikan di Kota Salatiga cukup
berkembang, ditunjukkan dengan Jumlah usaha pengolahan
ikan yang semakin meningkat dari sebanyak 14 unit pada tahun
2015 menjadi sebanyak 15 unit pada tahun 2016 . Produksi
hasil olahan ikan juga meningkat dari seb anyak 781.400 kg
pada tahun 2015 menjadi se banyak 81.018 kg pada tahun
2016 . Semakin berkembangnya usaha pengolahan ikan dan
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Salatiga
mengenai nilai gizi ikan menjadikan angka konsumsi ikan
meningkat dari sebesar 14 ,80 Kg/Kapita/Th pada tahun 2016
meningkat dibandingkan tahun 2014 14,7 Kg/Kapita/Th.

Tabel 2.42.
Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Salatiga
Tahun 201 3-2016

Kondisi Tahun

Indikator SEVIE
2014 2015

1 Produksi Perikanan

budidaya ikan kel Ton 424 650 809 625

2 Cakupan bina
kelompok % 100 100 100 100
pembudidaya ikan

3 Jumlah IUP di Bidang
Pembudidayaan ikan % 100 100 100 100
yang diterbitkan

4 | Tingkat Konsumsi

0,
ikan Penduduk % 14,7 14,7 14,7 14,8

5 Jumlah Usaha

pegolahan ikan Unit 15 14 14 16

6 Jumlah Produksi hasil

: Kg 903.403 | 825.189 | 781.400 | 81.018
olahan ikan

7 Nilai Ekspor hasil

Perikanan Rp i i i i

8 Cakupan bina
Kelompok pengoleh % 100 100 100 100
ikan dan pemasar

Sumber : Dinas Pertanian Kota Salatiga
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Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting,

tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa

negara, akan tetapi juga dalam rangka

memperluas kesempatan

kerja dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2016,
banyaknya usaha akomodasi di Kota Salatiga adalah 30 usaha
dengan jumlah kamar sebanyak 960 kamar. Banyaknya
wisatawan yang menginap di usaha akomodasi (hotel bint ang

dan hotel melati) tahun 2016

terdiri dari wisatawan

Capaian Indikator Urusan Pariwisata

Indikator

Kunjungan wisata

sebesar 130.896 wisatawan yang

Tabel 2.43.

Tahun2 013 22016

Satuan

Jiwa

120.524 | 395.055

Di Kota Salatiga

Kondisi Tahun

2013 2014

2015
329.346

nusantara dan wisatawan manca negara.

2016 |

130.896

Persentase obyek
wisata yang
dipromosikan

%

Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB

%

0,14 -

Jumlah obyek wisata
unggulan

Obyek

Jenis, kelas, dan
jumlah restoran

Unit

637 632

Jenis, kelas, dan
jumlah penginapan/
hotel

Unit

30 30

30

30

Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang

Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana

Pertanian,

Kesehatan

Penanggulangan bencana pertanian,

Prasarana Pertanian,

Masyarakat

Pertanian. Produktivitas padi

Kesehatan

Veteriner,

Hewan

Pengendalian

dan Perizinan Usah

dan

dan

di Kota Salatiga pada tahun 2016

mencapai 6,67 kwintal per hektar,mengalami pluktuatif jika

dilihat  dari

pencapaian

kw/tahun dan tahun 2015

tahun tahun 2013

sebesar

5,73

sebesar 5,77 kw/tahun. Selain padi,

a

g dihasilkan di Kota Salatiga adalah jagung.
649 ton.

dari pertanian yan

Produksi jagung pada tahun 2015 mencapai
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Produksi hasil Peternakan di Kota Salatiga didominasi

oleh ternak besar yaitu sapi. Produksi pertenakan di Kota

Salaitga paling tinggi pada ternak sapi perah men
sebanyak 2350

ekor

Perkembangan

sementara

itu

capaian

sapi

kinerja

potog
pada

selengkapnya dapat dilihat pada tabe berikut.

Indikator

Satuan

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Salatiga
Tahun 2013

22016

Kondisi T

urusan

ahun

2015

capai 3.475
ekor.

pertanian

‘ 2014

Cakupan Bina % 100 100 100 100
Kelompok petani
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama kw/ha 5,73 6,18 5,77 6,67
lokal lainnya per hektar
Produksi Pertanian
tanaman pangan utama
f Padi Sawah Ton 7.458 7.740 7.662 7.894
f Jagung Ton 1.307 1.675 514 649
Populasi Komoditas
Peternakan Utama
f Populasi sapi Perah Ekor 4,996 3.413 3.420 3.475
_ . Ekor 1.603 1.229 1.354 1.350
f Populasi Sapi Potong
) Ekor 125 102 95 90
f Populasi Kerbau
f Populasi Kambing Ekor 3.665 3.375 3.480 3.489
f Domba Ekor 1.127 948 845 800
f Populasi Ayam Ekor 174.000 174.786 150.780 145.000
Petelur
f Populasi Ayam Ekor 87.25 119.81 81.5 89.3
Buras
f Populasi Ayam Ekor 30 210.77 180 226.9
Broiler
Meningkatnya Produksi
Daging (Kg)
f Sapi Potong Kg 1.351.800 | 1.265.705 | 1.013.820 | 1.036.005
f Kerbau Kg
f Kambing Kg 51.376 59.664 37.116 37.512
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Kondisi T ahun
Indikator Satuan
2013 ‘ 2014 H 2015 2016
f Domba Kg 28.196 26.472 24.18 24.408
f Ayam Ras Kg 6.475.249 | 7.284.182 | 4.680.716 | 4.458.261
f Ayam Buras Kg 8.640 19.012 20.862 17.198
Sumber : Dinas Pertanian Kota Salatiga

4. Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator
perlindungan konsumen dan pen anganan perda gangan. Saat ini
jumlah pasar tradisional yang diawasi sebanyak 15 pasar, tidak
ada peningkatan kinerja selama lima tahun. Sementara itu
jumlah pasar swalayan yang diawasa pada tahun 2015 sebesar
35 pasar, meningkat ditahun 2016 menjadi 39 pasar swalayan.
Dari  Peningkatan Internasional

Kerjasama Perdagangan

ditunjukkan dengan produk yang bisa diterima pasar
internasion al. Selama lima tahun terakhir, produk unggulan
daerah Kota Salatiga yang diterima secara internasional hanya
sebanyak 2 produk. Nila ekspor Kota Salatiga pada tahun 2015
sebesar 4.165.835.371rupiah, meningkat jika dibandingkan
5.207.491 rupiah. Pemberdayaan
baik

dengan peningkatan ketrampilan maupun dengan penguatan

dengan tahun 2014 sebesar 23
kelompok usaha dilakukan dengan pembinaan rutin,
manajemen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Salatiga relatif mas ih
kecil baru sebesar 10%. Sedangkan untuk penataan lokasi PKL

dari jumlah yang ada baru sebesar 17%.

Kinerja urusan perdagangan Kota Salatiga selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Kinerja Urusan Perdagangan Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016
Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2015

2012 ‘ 2013 ‘ 2014

Buah 15 15 15 15 15

Jumlah Pasar
Tradisional yang
diawasi
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Kondisi Tahun
Indikator Satuan

H 2013 H 2014

Jumlah Pasar
Swalayan yang buah 19 23 29 35 39
diawasi (berijin)

Produk yang
bisa diterima
pasar

internasional

produk 2 2 2 2 2

Perkembangan 67.251. | 235.207. | 4.165.835. 225.845.
nilai ekspor Rp -
165,21 491,91 371,48 098,52

Perkembangan 4.206. 133.877. 65.727. 15.903.965.
nilai impor Rp -
851,77 315,88 957,45 649,68

Kontribusi
sektor
Perdagangan
terhadap PDRB

% 14,73 14,58 14,34 14,11 -

Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha
informal

% 8,00 10,00 10,00 10,00 8,00

Persentase
lokasi PKL yang % 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
tertata

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Salatiga

5. Perindustrian

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota
Salatiga dapat dilihat dari kondisi pertumbuhan industri setiap
tahunnya. Pada tahun 2016, industri kecil dan menengah di
Kota Salatiga tumbuh sebesar 5% hampir sama dengan tahun -
tahun sebelumnya tidak banyak peningkatan. Sektor industri
terutama peng olahan masih menjadi salah satu sektor yang
memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi di
Salatiga. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2015
mencapai sebesar 29,92%, sedikit ada penurunan jika
dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 30,15%.

Tingkat kelayakan industri di Kota Salatiga masih
tergolong rendah. Dari industri yang ada saat ini, industri yang

termasuk memenuhi standar kelayakan produksi baru
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mencapai 5%. Pertumbuhan omset pendatan bidang industri
rata -rata setiap tahunnya m encapai 40%. Kinerja urusan
perindustrian Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2012 -2016

‘ Kondisi Tahun
Indikator Satuan

‘2012 2013 H 2014 2015 @ 2016

Pertumbuhan Industri % 4,90 5,50 5,00 5,10 5,00

Kontribusi sektor Industri

0
terhadap PDRB Yo 29,33 | 29,78 | 30,15 | 29,92

Persentase industri yang
telah memenuhi standar % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
kelayakan produksi

Persentase klaster

0,
industri yang berkembang % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Persentase peningkatan

omset penjualan produk % 20,00 | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00
IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari
suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam
rangka mendukung pengembangan dan wilayah. Tujuan dari
transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu memeratakan
persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Sementara itu dilhat dari sisi kewilayahan yaitu
meningkatkan  produksi hasil pertanian dengan cara
memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan
keamanan nasional dengan menyebarnya penduduk pada

wilayah -wilayah terjauh dalam satu negara.

Dalam urusan transmigirasi, pemerintah daerah memiliki
kewen angan dalam perencanaan kawasan transmigrasi,
pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan
kawasan transmigrasi. Pemerintah Kota Salatiga, sebagai
daerah pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan

penduduk yang siap diberangkatkan ke wilayah trans migrasi.
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Pada tahun 2016, jumlah transmigran yang diberangkatkan
sebanyak 3 kepala keluarga, menuruan dibandingkan dengan
yang diberangkatkan pada tahun 2015 mencapai 5 KK.
Pemberangkatan transmigrasi paling tinggi terjadi pada tahun
2012 mencapai 13 KK. Kinerja urusan transmigrasi

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47.
Kinerja Urusan Transmigrasi Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah calon
Transmigrasi yg
mendapat pelatihan
dasar Umum (PDU)

orang 13 3 2 5 3

jumlah Transmigrasi
yang diberangkatkan KK 13 3 2 5 3
ke lokasi transmigrasi

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

D. Urusan Pemerintahan Penunjang
1. Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun
mengacu Undang -Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang -Undang No.
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014. Be rdasarkan
Undang -Undang tersebut terdapat pengaturan baru tentang
pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan

kewenangan pilihan bagi pemerintahan daerabh.

Kebijakan tersebut terkait erat dengan keterpaduan
perencanaan pembangunan secara nasional. Per encanaan
pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan
permasalahan dan meningkatkan kinerja program -program
pembangunan daerah. Oleh karena itu, perencanaan
pembangunan memerlukan dukungan data yang lengkap,
komprehesif dan akurat yang berupa system informasi data

basis perencanaan pembangunan daerah, berupa potensi
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sumberdaya alam, lingkungan, potensi sumberdaya manusia
dan data spasial. Perencanaan pembangunan daerah bersifat
komprehensif dan mencakup seluruh urusan kewenangan

daerah dan penu gasan lain dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kota
Salatiga harus sinergis dengan rencana pembangunan provinsi
dan nasional, agar keterpaduan pembangunan daerah dapat
dicapai. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah
kabup aten/kota dilakukan melalui konsultasi perencanaan
pembangunan Kota Salatiga baik ditingkat provinsi maupun
nasional agar rencana pembangunan daerah Kota Salatiga
sejalan dengan arahan pembangunan nasional dan kebijakan

pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kinerja urusan wajib perencanaan pemb  angunan Kota
Salatiga tahun 2013 22016 tercermin dari capaian perencanaan
pembangunan daerah vyaitu Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 2025
ditetapkan dengan Perda Nomor 6 tahun 20 10, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 2
2016 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 tahun 2012,
Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja
SKPD). Penyusunan perencan aan pembangunan daerah secara
operasional berpedoman Permendagri 54 tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Capaian ki nerja urusan wajib perencanaan pembangunan
di Kota Salatiga secara umum mengacu pada 4 (empat)
indikator kinerja kunci, antara lain: 1) tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD 2005 -2025, 2) tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJMD, 3) tersedianya Dokumen Perenc anaan
RKPD tiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan
Walikota dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Kota Salatiga.
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Secara lengkap hasil kinerja urusan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2013 2 2016 dapat

disajikan padat abel berikut ini.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kota Salatiga tahun 2012 22015

Indikator Sat | 2013 2014 | 2015 | 2016

1 Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJPD yang
telah ditetapkan dengan
Perda

% 100 100 100 100

2 Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RPIJMD yang
telah ditetapkan dengan
Perda

% 100 100 100 100

3 Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RKPD yang
telah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota

% 100 100 100 100

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga
2. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
implementasi kebijakan daerah yang dilaksanakan ke dalam
program dan kegiatan. Peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksana an kebijakan KDH di Kota Salatiga
ditunjukkan dengan banyaknya laporan hasil pemeriksanaan
yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Tahun 2016, jumlah laporan
hasil pemeriksaan sebanyak 30 buku, jumlahnya menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 60 buku.
Sementara itu dalam rangka peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, tercatat tenaga
pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 mencapai 90%.
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Tabel 2.49.
Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Laporan Hasil

. Buku 60 66 76 60 30
Pemeriksaan

2 Jumlah Laporan Hasil
tindak lanjut dan
ekspose temuan hasil Buku 8 8 8 8 4
pengewasan yang
telah disusun

3 Persentase tenaga
pemeriksa yang
menguasai
teknik/teori % 90 90 90 90 90
pengawasan dan
penilaian
akuntabilitas kinerja

Sumber : Inspe ktorat Kota Salatiga

3. Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan Kota Salatiga antara lain
tergambar dari belanja publik terhadap DAU pada tahun 2016
sebesar 74,05%, menunjukkan penurunan dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar 78,48%. Kondisi SILPA di Kota
Salatiga ditunjukkan dengan rasio SILPA terhadap jumlah
Pendapatan yang mana pada tahun 2016 sebesar 46,7%
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar 44,85%.

Pengelolaan keuangan di Kota Salatiga sudah berjalan
transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mendasarkan pada PP Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang P edoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan
prinsip -prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai -nilai
historis, r ealistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap

dan penyajian secara wajar.
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Kinerja urusan penunjang keuangan daerah Kota Salatiga

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50.
Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun
In dikator Satuan

2012 H 2013 2014 H 2015

1 | Belanja Publik terhadap

0
DAU % 74,73 57,57 76,39 78,48 74,05

2 | Belanja Langsung

0
terhdapa total APBD % 38,11 47,96 47,21 46,6 35,32

3 | Besaran PAD terhadap
seluruh pendapatan % 13,84 17,58 22,78 22,25 23,04
dalam APBD (Realisasi)

4 | Rasio SILPA terhadap

. % 19,31 31,39 | 37,97 | 37,17 42,3
total belanja sebelumnya
5 | Rasio SILPA terhadap % | 17,82 | 32,60 | 37,60 | 4485 | 467
Jumlah Pendapatan
6 | Rasio Realisasi belanja
terhadap anggaran % 87,72 73,25 71,29 66,92 36,16

belanja

7 | Rasio realisasi PAD

0
terhadap potensi PAD % 123,15 | 120,95 | 144,4 | 116,11 110

8 | Peningkatan PAD % 16,98 36,38 56,22 0,76 15

9 | Dana Perimbangan yang
terserap dibanding yang % 101,48 | 97,42 93,85 96,72 52,78
direncanakan

10 | Opini BPK terhadap Lap

O -
Keu Daerah % WDP WDP | WDP | WDP

11 | Rasio temuan BPK RI

0,
yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100

Sumber : Badan Keuangan Daerah

4. Urusan Penunjang Kepegawaian

Kinerja pembangunan berkaitan dengan kepegawaian
dapat dilihat dari indikator jumlah pegawai yang sesuai dengan
formasi dan kebutuhan baik melalui jalur CPNS maupun IPDN.
Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan, pemberian kesempatan kepada pegawai untuk
melanjutkan pendidikan formal dan tingkat kedi siplinan apartur

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kinerja kepegawaian
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Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel
di bawah ini
Tabel 2.51.

Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian Kota Salatiga
Tahun 2012 -2016

Kondisi Tahun ‘

Indikator SEUIET

2012 2013 2014 2015 2016
' 1 | Persentase Aparatur

yang telah mengikuti % 80 88 96 100
diklat pim tk. II

2 | Persentase Aparatur
yang telah mengikuti % 92 75 83 83 97
diklat pim tk. Il

3 | Persentase Aparatur
yang telah mengikuti % 85 88 97 96 97
diklat pim tk. IV

4 | Persentase Aparatur
yang telah mengikuti % 15,66 | 23,88 | 26,89 | 32,15 35
Diklat Teknis

5 | Persentase CPNS yang
mengikuti Diklat
Prajabatan sesuai % 99 0 101 100 0
waktu yang
ditentukan

6 | Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat
fungsional sesuai
dengan jabatannya

% 12,2 | 25,03 | 35,48 | 48,02 54,4

7 | Persentase PNS
yangmelanjutkan % 2,39 1,79 2 1,52 1,45
pendidikan

8 | Persentase
penyelesaian proses % 3,84 3,53 2,4 3,97 15,18
mutasi dan pensiun

9 | Persentase pegawai
yang diterima sesuai % 0 55,06 | 96,49 0 0
formasi

10 | Persentase
penempatan pegawai

. e % 97 97 98 98 97
sesuai kualifikasi dan
kompetensinya
11 | Persentase Penurunan
Pelanggaran Disiplin % 0,22 0,18 0,36 0,41 0,09
Aparatur
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Salatiga
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3.1.

BAB Il |
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan k erangka ekonomi daerah Tahun 2018 meliputi
kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam
RKPD Tahun 201 8. Kerangka ekonomi makro memberi kan gambaran
tentang p erkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga baik yang
dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi
pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional

maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja da erah yang telah

ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting,

memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber -sumber
pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor -sektor potensial,
perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untu k

pembangunan tahun 201 8. Kerangka pendanaan ini menjadi basis
kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien

dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka
ekonomi tahun 201 8 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi
perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal
pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan
permasalahan dan isu -isu strategis yang telah terindentifikasi di

Kota Salatiga.

Arah Kebijakan Eko  nomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber
daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan
ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan
pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan
yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan

pembangunan suatu daerah.

Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil yang
diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian Kota
Salatiga sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu daerah.

Kota Salat iga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah

dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional,
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dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta

permasalahan yang timbul di daerah.

Berdasar kan analisis terhadap indikator makro ekonomi
Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Jawa Tengah, nasional
maupun g lobal, maka arah pe mbangunan ekonomi Kota Salatiga
diprioritaskan pada beberapa sektor yang dominan, memberikan
kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor tersier, sektor yang memiliki
prospek yang baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi,

sedangkan sektor lainnya sebagai pend  ukung.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang
semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta
dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional,
kebijaka n ekonomi Jawa Tengah diarahkan pada peningk atan
perekonomian d aerah berbas is potensi unggulan daerah sehi  ngga

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai.
Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah;

2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi ting gi dengan
rendah dengan meningkatkan kualitas dan Kketersediaan
infrastruktur yang semakin baik;

3.  Meningkatkan daya saing p roduk UMKM/IKM berbahan baku
lok al;

4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di
daerah;

5. Peningkatan iklim usaha kondus if terutama bagi investasi yang
menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan;

6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok
kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok
jasa.

Dalam rangka m encapai pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan rakya t yang berkeadilan, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah perlu bersama -sama melakukan

langkah -langkah kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan
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daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan
ekonomi adal ah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan da n

pendayagunaan potensi daya lok  al melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan
nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan
daerah dan masyarakat;

2. Pelibatan dan peningkatan daya saing U saha Kecil Menengah
dan Koperasi dengan menekankan produ k unggulan daerah
serta produk industri unggulan daerah serta produk industri
kreatif Kota Salatiga;

3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah
serta produk industri kreatif Kota Salat iga;

4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana
pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru;

5. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa

keuangan;

Kebijakan  ekonomi  diarahkan  untuk meningkatkan
pelayanan publik  masyarakat dan mengur angi kemiskinan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusi  f bagi investor.

2. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan
untuk mendorong daya saing.

3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorie ntasi
pada pengembangan produk dan  pendapatan petani.

4. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur
wilayah .

5. Pengembangan  struktur  perekonomian daerah  melalui
pengemban gan potensi dan produk unggulan daerah yang

memiliki daya saing.

Arah kebijakan pembang unan ekonomi tersebut diharapkan
dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota

Salatiga.
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3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 201 7 dan Perkiraan
Tahun 201 8.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun
waktu lima tahun terakhir me nunjukkan kecenderungan menurun
tahun 201 3 sebesar 5,44%, menu run menjadi 4,81% pada tahun
2014 dan mengalami peningkatan sebesar 5,44% pada tahun 201 5,
sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan  menjadi 5,40 %
dan tahun 201 8 diperkirakan menjadi 5,02 %.

Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah d an lebih dari
separuh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan
ekonomi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 6,58% untuk tahun 2012
sebesar 5, 53%, tahun 2013 sebesar 6,27%  dan tahun 2014 sebesar
4,80% serta tahun 2015 sebesar 5.14%. Sedangkan laju inflasi  pada
tahun 2012 mencapai 4,12% atau lebih rendah jika dibandingkan
dengan laju inflasi tahun 201 3 yang sebesar 7,67 %. Untuk tahun
2014 mencapai 7,84 % dan pada tahun 201 5 sebesar 2,59 %.

Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasa r harga
konstan tahun 20 10 dan perkiraan tahun 201 7 ditunjukkan pada
tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku d an Atas
Dasar Harga Konst an 20 10 di kota Salatiga,
Tahun 20 13-201 6 ( Milliar Rupiah)

PDRB Atas Dasar PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku Harga Konstan 2000
(Milliar  Rp) (Milliar  Rp)
2013 7.990.573,60 6.989.045,50
2014 8.891.775,01 7.376.064,80
2015 9.748.306,25 7.755.535,1 9
2016 10.138.238,50 8.143.311,95

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
201 8

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun sebelumnya
seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya dan perkiraan
kondisi ekonomi pada  tahun 201 8, perekonomian Kota S alatiga

tahun 201 8 akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari

Il - 4 | RKPD Kota Salatiga Tahun 201 8



pengaruh lingkungan ekonomi global. Tantangan yang akan

dihadapi :

1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber
dana perimbangan

2. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian nasional maupun perekonomian global.

3. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan
kompetitif .

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan
ekonomi regional.

5. Keterlambatan penyelesaian  pembangunan infrastr uktur
strategis.

6. Harga BBM yang tidak stabil

Selain hal tersebut di atas, mendasarkan pada kondisi
perekonomian pada tahun 201 6 dan 201 7 serta tantangan yang
akan dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian daerah
tahun 201 8 akan tetap didominasi oleh sektor tersier vyaitu
perdagangan, industri pengolahan, hotel da n restoran, angkutan,

dan jasa -jasa.

Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 201 7 tidak akan
lepas dari pengaruh perkembangan pere konomian nasional maupun
global, sehingga proyeksi tahun 201 8 pertumbuhan ekonomi Kota
Salatiga optimis akan membaik, namun perlu adanya keseimbangan
pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi
ekonomi tahun 201 8 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun
internal dimana faktor eksternal diperkirakan lebi h baik dari tahun
2016 dan tahun 201 7 karena adanya kebijakan dari pemerintah
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,
penciptaan iklim kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat
berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Sedangkan faktor
internal yang akan berpengaruh adalah komitmen terhadap
peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi
masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan
dan kemiskinan  serta berupaya dalam pemerataan peningkatan

pendapatan masyarakat.
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3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 tahun 20 11, maka dalam pengelolaan
keua ngan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas

dengan menggunakan prinsip -prinsip penganggaran  sebagai berikut :
a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam
proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin
melibatkan  partisipasi  masyarakat, @ sehingga  masyarakat

mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
b. Transp aransi dan akuntabilitas anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara
terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan,
sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta
korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang
ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena
itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap
penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang

ditetapkan.
c. Disiplin anggaran

Beberapa pri nsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan
antara lain: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertin  ggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi
kredit anggarannya dalam APBD; ( 3) semua penerimaan dan
pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas

umum daerah.
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d. Keadilan anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah yang
dibebankan kepada ma syarakat harus mempertimbangkan
kemampuan untuk membayar, disamping itu dalam
mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan
dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.
e. Efisien si dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin

untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh
karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan
efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus
memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil

dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2)
penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta

penet apan harga satuan yang rasional.
f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda
didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan
peraturan Perundang -undangan yang lebih tinggi, kepentingan

umum dan perda lainnya.

Sesuai dengan a manat Undang -Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sist em Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dek onsentrasi
dan tugas pembantuan. Sumber pendanaan pembangunan selain
dari APBD juga berasal dari APBD Propinsi da n APBN yang berupa
Tugas Pembantuan, Sektoral dan dana Dekonsentrasi . Program dan
kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperha tikan
aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan sinkronisasi antara
rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana pembangunan

daerah.
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Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada
pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta
pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan
prasarana untuk menunjang program -program mendasar serta
didasarkan pada kebutuhan ril dalam rangka menunjang
kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat. D engan memegang prinsip  -prinsip
akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan
dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan

pembiayaan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prosp ek perekonomian
maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua
penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.
Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung
penyediaan  kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat
memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan
memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan

daerah.

Upaya peningkatan intensif ikasi dan ekstensifikasi PAD
dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD,

SKPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan
pendukung pe nyelenggaraan pemerintah daerah serta pelay anan
publik . Komposisi  kontribusi  penerimaan PAD  terhadap
pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana
yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga
dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari
PAD.

Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah

mempertimbangkan hal -hal s ebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan  pendapatan selama 2

tahun terakhir dan perkiraan masing -masing potensi j enis
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3.3.

pendapatan daerah mengacu pada Undang -Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Asumsi Dana perimbangan yaitu DAK dan Bankeu Provinsi
sesuai dengan usulan dari SKPD.

3. Lain-lain pendapatan yang sah dengan mempertimbangkan

potensi riil .

Kebijakan Anggaran Pendapatan ~ Daerah Kota Salatiga tahun

2018 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari
sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui
upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan d aerah.

2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan
daerah.

3. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk
peningkatan investasi dan sumber  -sumber pendapatan.

4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Peningkatan koordinasi dengan pemerin tah pusat terkait dana
perimbangan.

6. Revisi Perda -perda yang berhubungan dengan pendapatan

daerah.
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai
upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di
bid ang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan
otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk

memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi penggalian sumber -sumber p endapatan daerah
(ekstensifikasi dan intensifikasi).

2. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset
daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam
pengelolaan pendapatan daerah.

5. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.
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6. Pengembangan fasiltas sarana dan prasarana sumber

pendapatan daerah.

Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah

kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilih at pada tabel 3. 2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 201 5-
2018.
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Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Salatiga Tahun 2015-2018

) Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2016 APBD 2017 Proyeksi APBD 2018
1) (2 (4) S) (6) (6)

1 |PENDAPATAN DAERAH 750.581.558.962 879.784.189.262 831.259.910.000 967.988.473.800
11 |Pendapatan Asli Daerah 167.010.555.173 203.768.652.017 160.545.713.000 234.605.796.000
1.1.1 |Hasil Pajak Daerah 37.859.524.015 48.281.112.295 37.128.500.000 37.500.000.000
1.1.2 |Hasil Retribusi Daerah 11.298.762.474 13.318.993.043 10.042.943.000 10.500.000.000
113 [|HasilPengelolaan Kekayaan 6.486.947.814 16.872.995.339 9.842.977.000 14.515.796.000

Daerah yang Dipisahkan
114 [|-@in-lainPendapatan Asl 111.365.320.870 125.295.551.340 103.531.293.000 172.090.000.000
Daerah yang Sah
12 |Dana Perimbangan 455.982.623.940 569.298.514.681 602.733.356.000 627.364.797.000
121 |Bag Hasil Pajakibagi hasil 21.824.580.940 31.261.833.681 31.374.482.000 31.374.482.000
bukan Pajak
1.2.2 |Dana Alokasi Umum 400.176.755.000 456.079.561.000 456.079.561.000 456.079.561.000
123 |Dana Alokasi Khusus 33.981.288.000 81.957.120.000 115.279.313.000 139.910.754.000
1,3 |-@in-lain Pendapatan 127.588.379.849 106.717.022.564 67.980.841.000 106.017.880.800
Daerah yang Sah
13.1 |Hibah Dana BOS : _ i 17.731.039.800
1.3.2 gf;”pai‘ni?g' Hasil Pajak dari 50.307.899.849 47.720.641.362 67.980.841.000 67.980.841.000
133 |DanaPenyesuaian dan 65.537.360.000 36.841.481.202 : :
Otonomi Khusus
1.3.4 Ef:;?ni? Keuangan dari 11.743.120.000 22.154.900.000 20.306.000.000,00
135 Lain-lain Pendapatan yang
Sah
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3.4.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota

yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapk an

dengan ketentuan Perundang -undangan.

Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung. Kelompok b elanja tidak langsung merupakan
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari : 1) Belanja Pegawai;
2) Belanja Bunga; 3) Belanja Subsidi; 4) Belanja Hi bah; 5) Belanja
Bantuan Sosial, 6) Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah desa; 7) Belanja Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/Kabupa  ten/Kota & Pemerintah Desa; dan

8) Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu
untuk pos belanja yang wajib di keluarkan, antara lain belanja
pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada
tahun yang bersangkutan , sedangkan belanja tidak langsung untuk
belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/dan kabupaten/kota d an pemerintah desa, serta belanja
tidak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan da na dan

kebutuhan belanja langsung.

Kebijakan belanja daerah tahun 201 8 diarahkan untuk
mendukung prioritas  pembangunan daerah sesuai RPJPD  yang telah
disusun . Kebija kan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan
pola yang p roposional, efisien, efektif da n berprinsip pada pro poor,

pro growth, pro job, pro envi ronment dan pro public.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga
tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah
kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui
berbagai kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan,
pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Belanja daerah juga diarahkan dalam mendu kung peningkatan nilai
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tambah sektor -sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi
yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan
tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan

lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskin an.

Untuk menget ahui besarnya r ealisasi belanja daerah tahun
anggaran 2015-2016, APBD tahun 201 7 dan proyeksi APBD tahun
2018 dapat dilihat pada tabel 3. 3.
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Tabel 3.3.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Salatiga Tahun 2015-2018

Realisasi 2015

Realisasi 2016

APBD tahun 2017

Proyeksi APBD tahun 2018

1) 2) 4) 5) (6) (6)

1 BELANJA DAERAH 673.865.039.498 919.667.517.133 882.448.819.000 1.028.796.536.800
1,1 |Belanja Tidak Langsung 359.815.567.950 404.826.440.461 422.776.418.000 425.441.000.000
1.1.1 [Belanja Pegawai 347.998.139.322 367.822.656.817 407.534.418.000 410.000.000.000
1.1.2 |Belanja Hibah 5.861.750.000 18.679.384.000 6.623.800.000 10.489.400.000
1.1.3 [Belanja Bantuan Sosial 5.411.950.000 17.380.440.000 5.678.550.000 3.334.950.000

Belanja Bantuan Keuangan
114 |KepadaProvinsi/ 516.928.628 616.646.144 616.650.000 616.650.000
Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa
1.1.5 |Belanja Tak Terduga 26.800.000 327.313.500 2.323.000.000 1.000.000.000
1,2 Belanja Langsung 314.049.471.548 514.841.076.672 459.672.401.000 603.355.536.800
1.2.1 [Belanja Pegawai 39.467.290.125 45.998.939.494 58.250.506.000 76.458.289.077
1.2.2 |Belanja Barang dan Jasa 167.433.004.931 201.547.280.314 215.684.890.000 283.103.080.156
1.2.3 [Belanja Modal 107.149.176.492 267.294.856.864 185.737.005.000 243.794.167.567
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3.5

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan
untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari
sisi  pengeluaran pembiayaan digunakan untuk  memenuhi
penyertaan modal dan  pemberian pinjaman  dana bergu lir. Dalam
rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan
SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan

semakin menurun setiap tahunnya.

Sumber -sumber pembiayaan daerah untuk pelaksanaan
pembangunan Kota Salatiga berasal dar I Penerimaan Daerah yang
meliputi Pendapatan Asli Daera  h, Dana Perimbangan serta Lain  -lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan p engelolaan penerimaan
pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif
penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan d alam
mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan
terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari
alternatif sumber -sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku. Sumber pener imaan
pembiayaan ter diri dari Si LPA yang merupakan kelebihan target yang
telah ditetapkan, efisiensi anggaran , hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman
dan penerimaan piutang daerah seperti terlihat pada tabel 3.4

berikut ini,
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Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kota Salatiga Tahun 2015-2018

Realisasi 2015

Realisasi 2016

APBD tahun 2017

Proyeksi APBD tahun 2018

1) (2) (4) (5) (6) (6)
1 PEMBIAYAAN DAERAH 232.913.862.732 305.333.169.500 26.415.001.000 60.808.063.000
1,1 |Penerimaan Pembiayaan 247.480.739.732 336.915.169.500 26.415.001.000 60.808.063.000
Sisa Lebih Perhitungan
1.1.1 |Anggaran sebelumnya 247.308.613.346 336.630.382.000 26.415.001.000 60.808.063.000
(SILPA)
1.1.2 |Pencairan Dana Cadangan - - -
113 Hasil Penjualan Kekayaan ) ) ]
o Daerah yang Dipisahkan
114 Penerimaan Pinjaman i ) ]
Daerah
115 |Penerimaan Kembal 172.126.386 284.787.500 i
Pemberian Pinjaman
1.1.6 [Penerimaan Piutang Daerah - - -
1,2 Pengeluaran Pembiayaan 14.566.877.000 31.582.000.000 - -
121 Pembentukan Dana i )
Cadangan
122 |Penvertaan Modal (Investasi) 14.566.877.000 31.582.000.000 i i
Daerah
1.2.3 |Pembayaran Pokok Utang -
1.2.4 |Pemberian Pinjaman Daerah -
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4.1.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Kota Salatiga adalah
"Salatiga yang Maju, Demokratis, dan Nyaman

Visi diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana
pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga yang
mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat,
swasta, dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam
keberagaman suku, budaya, dan agama ntuk mewujudkan Kota
Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Ny aman. Adapun

makna visi tersebut adalah :

Maju , bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang
semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta
didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik.
Kemajuan tersebut dapat diukur dari be berapa indikator. Pertama,
kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya
pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan
pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan
dan industri, iklim usaha dan penanaman modal ya ng semakin
kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi
lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat
pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengad aptasi
perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang
semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju
pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota
Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan
yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih
mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan
kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan,
peningkatan kemampuan keua ngan daerah, ketergantungan dari
pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta

masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan,
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pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang sem akin berkualitas,
tata kelol a pemerintahan yang lebih baik, 37 terjalinnya kerjasama
regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat

baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya.

Demokratis , bermakna bahwa Kota Salati ga melaksanakan
demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan,
memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil,
peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak
lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan
mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan

ketentraman dan ketertiban.

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi
kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah
dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan
masing -masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan
keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan
yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku
kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas
dan utilitas kota yang semakin baik, hasil -hasil pembangunan yang
lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan

melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka

ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM

N

potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum

Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan Lingkungan

o o kM w

Memadai
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Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan
penajaman, perluasan  cakupan, dan lanjutan  prioritas
pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas
permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatik an
tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan
ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis , korelasi terhadap
Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah

disepaka ti dalam musrenbang.

Dengan memperhatikan 9  agenda prioritas pembangunan

(Nawa Cita) vyaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,
melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan na sional yang
terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra
terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, d emokratis, dan
terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya
memulihkan  kepercayaan publik pada institusi -institusi
demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui
reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indon esia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah -daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum vyang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Ind onesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program
"Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera”
dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah
seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah
susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat
di tahun 2019.
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6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa -bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor -sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan
kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan
aspek pe ndidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara
proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah
pembentukan bangsa, nilai -nilai patriotisme dan cinta Tanah
Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum
pendidikan Indonesia.

9. Memp erteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia  melalui  kebijakan =~ memperkuat  pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan ruang -ruang dialog antarwarga.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018
ditujukan untuk " OHZXMXGNDQ .HVHM MasysnddatDyBrg

Berkeadilan dan berdikari , dengan prioritas :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada
potensi unggulan daerah berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui
upaya pengurangan beba n  pengeluaran, peningkatan
pendapatan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk
masyarakat miskin.

3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar.

4. Penguatan ketahanan pangan dan energy yang did ukung
pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan
dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan.

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan meperhatikan
keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta
pengurangan resiko bencana.

6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan baik.

Sedangkan prio ritas pembangunan Kota Salatiga

berdasarkan RPJPD Kota Salatiga diprioritaskan pada :
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1. Penguatan penguasaan iptek agar mampu mengadaptasi

perkembangan global dengan tetap berlandas kan pada norma

dan nilai -nilai luhur masyarakat

2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi,
merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing
tinggi

3.  Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas,

profesional, bersih dan bermartab at, serta semakin

meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh
infrastruktur dan teknologi maju.

4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan

bertanggung jawab didukung oleh sistem huku m yang mampu

memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan
perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi
HAM;

5.  Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW
berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang
optimal, diduku ng penegakan hukum yang tidak diskriminatit
serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri;

6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan

utilitas yang sesuai dengan RTRW

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan
propinsi serta dengan berdasarkan pada permasalahan dan evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun yang lalu maka pada tahun 201
Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana infrastrukur
serta r uang terbuka hijau.
Peningkatan daya saing perekonomian daerah

4. Penanggulang an kemiskinan.

Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 201

adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekon omi dengan kisaran 5-5,5

persen.
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2.  Angka pengangguran sebesar 4 -5 persen.
3. Angka kemiskinan menja  di 5,8 -5 persen.
4. Lajuinflasi sebesar 3% +1

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan
nasional dan da erah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berdasarkan
arah k ebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan
pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sesuai dengan Undang -Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dae rah bahwa terdapat 6 (enam) urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang
terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan
ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan m asyarakat; dan sosial serta

beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:
a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2018 menggunakan target dan capaian standar
minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yan g berkaitan dengan
pelayanan dasar disesuaikan dengna rencana capaian target sasaran

terukut dari output kegiatan.

1. Bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Bidang Ketentrama n, Ketertiban Umum danPErlindungan
Masyarakat

6. Bidang Sosial

b. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan

memperhatikan hal  -hal sebagai berikut:

1. Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
sesuai kewenangan daerah;

2. Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan

faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas
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wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan

beban kerja pada masing -masing urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan d aerah;

3. Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja
perangkat daerah;

4. Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan
budaya kerja perangkat daerah;

5. Evaluasi jabatan perangkat daerah;
Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut
peraturan pe merintah tentang organisasi perangkat

daerah;
c. Pembinaan perencanaan pembangunan daerabh.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan

optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan

rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan hal
sebagai berikut:
1) Pemerintah daerah  pasca Pemilukada agar melakukan

penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah

periode 2017 -2022 ;

2) Updating data dan informasi yang akurat, dapat

dipertanggungjawabkan dan d ikelola dalam sistem

informasi pembangunan daerah yang transparan dan
terintegrasi secara nasional.

3) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPIJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)dan

rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat
Daerah, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu
4) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan; dan

d. Persandian

Bahwa dalam rangk a mendukung pelaksanaan

Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas
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keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan hal -hal sebagai

berikut;
1.

Pelaksanaan tata kelola penjaminan ke amanan informasi
berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai
peraturan yang berlaku.

Pengelolaan sumber daya persandian.

Dukungan layanan operasional persandian untuk
pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah
atau negara dalam penyeleng garaan kepemerintahan.
Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan informasi secara internal.

e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1)

2)

3)

4)

5)

Dengan memperhatikan hal  -hal sebagai berikut:

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk
menduku ng terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang.
Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan
rencana aksi.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
Kampung KB

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB).

Menjamin ketersedia an alat dan obat kontrasepsi (alokon)
pada fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB di

seluruh tingkatan wilayah.

f.  Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat
untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan
publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,
pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan
pencegahan kriminal;

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Database
Kependudukan dan KTP -el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
Database kependudukan yang tersambung (online) dengan

provinsi dan nasional;
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Terpenuhinya jaringan komunikasi, serta sarana dan
prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di
daerah maupun Data Center Kependudukan sec ara
Online;

Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan

Dokumen Kependudukan.

g. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

daerah, memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perencanaa n kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik
daerah.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui penin gkatan
kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan
efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi
sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan
melanggar ketentuan perundang -undangan dibid ang
pengelolaan keuangan daerah;

Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis
Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian

dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem
akuntansi pemerintah daerah.

Upaya peningkatan PAD sesuai U  ndang -Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya -
upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik
daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP

dari BPK;

Mempertimba ngkan terwujudnya alur informasi secara
berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat

atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas
terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
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h. Pemberda yaan Masyarakat

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah diamanatkan
dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 230 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan
anggaran d alam APBD kabupaten/kota untuk
pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian
anggaran kelurahan untuk dimanf aatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan;

3. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;

4. Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -

undangan.

i. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan
dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi
jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012 22025. Oleh karena itu perumusa n kegiatan dalam RKPD Tahun
2018 memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

1. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan
penganggaran daerah beserta perubahannya melalui
kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA -PD dan
RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen
serta penerapan kaidah -kaidah perencanaan dan

penganggaran daer ah dapat terjamin. Hal ini sesuai
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dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
700/025/A.4/1) tentang Pedoman Reviu dokumen
perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan
Daerah.

Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit
keuangan, reviu laporan keu angan setiap semester serta
monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. sehingga
secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan
tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPIJMN 2015-2019 yang menargetkan Pemerintahan
Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019
adalah sebanyak 80% untuk pemerintah Provinsi, 60%
untuk Pemerintah Kabupaten dan 65% untuk Pemerintah
Kota.

Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan
evaluas i kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana
yang telah di tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi
penumpukan belanja di triwulan 1V.

Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga
dapat berperan seb agai garda depan dalam upaya
pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan
berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019.

Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi,
pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan
unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle
Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 -2025.

Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pen gawasan
(TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah,
sehinggga kelemahan sistem pengendalian internal
pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat

segera diselesaikan.
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J- Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,
maka perumusa n kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 memperhatikan
antara lain hal -hal sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur
yang melaksanakan setiap bidang dan sub -sub bidang
urusan  pemerintahan yang menjadi ke wenangan
pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;

2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur
pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan
kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub
bidang urusan pemerintahan;

3) Pembentukan lembaga sertifikasi profesi pemerintahan
daerah (LSP -Pemda) cabang provinsi sebagai unit non
struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan

sertifikasi kompetensi di daerah;
k. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian
dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Neg ara Riset
dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
l. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan
ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun
2018 memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar
tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan
kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan

evaluasi dan pemberdayaan pas ar tradisional;

2. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk
unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;

3. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan
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daerah dan peluang jenis -jenis investasi daerah;

4, Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah
untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;

5. Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim
investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui
pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non
perizinan pada lembaga pelayana n terpadu satu pintu
(PTSP) di daerah;

6. Pengembangan kelembagaan forum  pengembangan
ekonomi daerah (FPED);
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui

sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses
permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah da n
koperasi (UMKMK), antara lain melalui perusahaan
penjamin kredit daerah (PPKD);

m. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan
ekonomi kreatif di daerah, dengan memperhatikan antara lain hal -
hal sebagai ber ikut:

1) Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan
perlindungan melalui sistem HKI,

2) Penyediaan sarana dan prasarana (zona Kkreatif/ruang
kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif;
dan

3) Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk

promos i/pameran karya -karya kreatif.
n. Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, dengan
memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin
usaha toko swalayan.

2. Menjaga ketersediaan barang kebu tuhan pokok dan
barang penting di daerah.

3. Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi di daerah.

4. Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi
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5.

produk ekspor unggulan.

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ula ng dan

pengawasan.

0. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga Kkerja,

dengan memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

1) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;

2) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga k erja melalui
informasi pasar kerja dan bursa kerja;

3) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;

4) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;

5) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi
tepat guna,;

6) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di luar pengadilan; dan

7) Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma

jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS

ketenagakerjaan.

p. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah

Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil

menengah, dengan me mperhatikan antara lain hal -hal sebagai
berikut:
1. Perluasan Akses pasar produk koperasi dan UKM melalui

pameran dalam;

Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi.
Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui
pendataan, kemitraan, kemudahan per ijinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan, melalui;

Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha menjadi usaha menengah.

g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

perlindungan anak, dengan memperhatikan antara lain hal

Dalam rangka meningkatkan pember dayaan perempuan dan
-hal

sebagai berikut:
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1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan

2) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai
tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdangan
Orang (TPPO).

3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan
Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan
dari berbagai tindak kekerasan.

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kek erasan.

5) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan
yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh
kembang dan kelangsungan hidup.

6) Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban
tindak  kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah lainnya.

7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan

anak.
r. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan
informatika, = dengan memperhatikan p eningkatan jum lah instansi
yang memanfaatkan layanan e-Gov yang terkonsolidasi, terintegrasi,
aman dan Dberkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan berbasis tekno  logi informasi komunikasi (TIK)
s. Penyelenggaraan Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan peny elenggaraan penanaman
modal, dengan pelayanan perizinan dan non -perizinan secara

terpadu satu pintu.
t.  Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pemuda dan
olahraga, dengan memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:
1. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat
olahragawan berprestasi;
2. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah

dengan dunia usaha dan masyarakat
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3.

memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya

peningkatan kepramukaan yang berkarakter.

u. Pengelolaan sumber daya perikanan

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan

memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

1)

2)

Peningkatan pengelolaan perikanan dan budidaya untuk

mendorong optimalisasi produk perikanan;

Pengembangan sumber daya manusia dan pemb erdayaan

masyarakat perikanan

v. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan

pangan, dengan memperhatikan antara lain hal -hal sebagai berikut:

1.

7.

Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumberdaya lokal;

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
pertanian;

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
pertanian

Peningkatan produksi bibit ternak

Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi
pertanian

Peningkatan produksi pakan ternak.

w. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka  meningkatkan kualitas  pengelolaan

lingkungan hidup, dengan memperhatikan antara lain hal

sebagai berikut:

1)

2)

Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak
sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW,
optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan
pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan

sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan

-hal

penegakan hukum t erhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
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3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi

secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi;

X. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan umum, dengan memperhatikan Pelayanan

Administ rasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
y. Pembangunan Prasarana Pemerintahan

Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaks

secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah

lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan

teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan

rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada

Peraturan Perundangan
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BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga
Tahun 20 18 mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangun an Jangka Panjang Daerah (RPJP D) Kota Salatiga Tahun
2015-2025. Program dan kegiat an prioritas untuk setiap fungsi 2
fungsi pembangunan  berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan untuk masing -masing
urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada setiap OPD adalah

sebagai berikut:
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daera h (RKPD) Kota Salatiga
Tahun 20 18 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun  Anggaran
2018 Pemerintah Kota Salatiga serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 201 8.

RKPD Tahun 201 8 memuat keg iatan dalam kerangka
investasi p emerintah daerah dan pelayanan publik, kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan

pendanaannya.

RKPD Kota Salatiga disusun be rdasark an peraturan yang
berlaku serta diperlukan koordinasi dan partisipasi  seluruh pelaku
pembangunan melalui forum -forum Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan terutam a
sinkronisasi re ncana kegiatan, penyelara san program dan kegiatan
yang tercantum dalam agenda nasional maupun provinsi Jawa
Tengah. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam
RKPD ini telah mempertimban gkan kemampuan keuangan daerah,
sehingga di perlukan pencermatan terhadap potensi pembiayaan baik
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta
swadaya masyarakat agar te rjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rancangan progr am dan kegiatan dalam RKPD berfungsi
sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas -
tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat
untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk

mengevaluasi penyelenggaraan pemerin  tahan.
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Keberhasil an pembangunan di Kota Salatiga, baik yang
berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan
penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja p emerintah
semata, namun juga berkat dukungan , kerja sama juga peran serta
masyar akat dalam proses pembangunan , sehingga visi RPJPD Kota

Salatiga dapat terwujud.

WALIKOTA SALATIGA,

Cap Ttd

YULIYANTO
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RAKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

ode SKPD “omva | Program | Kegan PAGU
1.01.0100 |DINAS PENDIDIKAN 1 179 54.804.880.800
APBD 11 92 34.849.541.000
BANKEU 1 1 68.000.000
DAK 1 4 12.156.300.000
BOS APEN 1 87 17.731.039.800
1.02.0100 |DINAS KESEHATAN 13 61 29.979.652.000
APBD 12 50 21.381.860.000
DAK 6 15 8.785.792.000
1.02.0200 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ) 2 185.522.500.000
DAK 1 1 22.522.500.000
DBHCHT 1 1 3.000.000.000
BLUD 1 1 160.000.000.000
1,03 0100 | DIVAS PEKERIAAN UMUM DAN PERATAAN » - 1749.063.500.000
APBD 1 o 101.904.500.000
BANKEU ) . 19.624.000.000
DAK A o 27.535.000.000
1,04 0100 | DINAS PERUVAFAN DAN KAWASAN " - 19.562.442.000
APBD 12 o 14.387.442.000
DAK X 1 5.175.000.000
1.05.0100 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 30 4.677.486.000
APBD B - 4.377.486.000
DBHCHT L 1 300.000.000
1.06.0100 |DINAS SOSIAL 12 38 3.869.500.000
APED 12 a3 3.869.500.000
1.08.0100 | DINAS PEVEERDAVAAN PEREMPUAN DAN . - 5 983.200.000
APBD o o7 2.649.200.000
BANKEU L 1 334.000.000
1.09.0100 |DINAS PANGAN 4 34 2.368.220.000
APBD . a4 2.368.220.000
1.11.0100 [DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11 37 28.150.000.000
APBD 1 a7 22.950.000.000
DAK 1 1 5.200.000.000
1.12.0100 | DNAS KEPENDUDURAN DAN PENCATATAN - ” 57323.200.000
APBD s - 1.623.200.000
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B | |0
DAK 1 1 700.000.000

O i R
APED 1 20 1.952.300.000

DAK 1 ) 914.900.000

1.15.0100 |DINAS PERHUBUNGAN 8 32 2.878.735.000
APED o 22 2.878.735.000

1.16.0100 [DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8 30 3.025.418.000
APED o 20 3.025.418.000

1.17.0100 |PINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN - ” > 503.500.000
APED o 20 2.003.500.000

DBHCHT L 1 500.000.000

1.18.0100 |PINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN - " 1267 550.000
APBD 5 20 1.267.250.000

1.19.0100 |DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10 39 6.618.000.000
APED 10 20 6.618.000.000

1.22.0100 |DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 9 29 2.716.700.000
APED ° . 2.516.700.000

DAK 1 1 200.000.000

1.23.0100 [DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8 43 2.605.300.000
APED g 43 2.605.300.000

2.03.0100 |DINAS PERTANIAN 17 48 6.851.700.000
APED 16 7 4.389.700.000

DAK ) ) 2.162.000.000

DBHCHT L 1 300.000.000

2.04.0100 [DINAS PERDAGANGAN 10 36 11.304.950.000
APED 10 26 5.304.950.000

DAK 5 ) 6.000.000.000

2.07.0100 |DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 12 a1 3.040.000.000
APED 11 a8 1.740.000.000

DBHCHT A . 1.300.000.000

4.01.0100 | SEKRETARIAT DAERAH 28 83 19.360.920.000
APED o8 50 18.985.920.000

DBHCHT ) 2 375.000.000

4.01.0200 |SEKRETARIAT DPRD 5 33 11.844.350.000
APED c a3 11.844.350.000
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P [ [ |
4.01.0300 |INSPEKTORAT 6 o6 2.034.780.000
APBD s " 2.034.780.000

s [ R, PRI e |
APED 14 2 3.962.300.000

BANKEU 5 c 280.000.000

5.02.0100 |[BADAN KEUANGAN DAERAH 4 37 6.529.175.000
APED . a7 6.529.175.000

50,0100 |PADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN - " 5 011.250.000
APED g 20 6.011.250.000

5.05.0100 |KECAMATAN SIDOREJO 8 28 2.887.592.000
APBD o . 2.887.592.000

5.05.0200 |[KECAMATAN TINGKIR 8 33 3.238.490.000
APED o a3 3.238.490.000

5.05.0300 [KECAMATAN ARGOMULYO 10 32 3.424.500.000
APED 10 22 3.424.500.000

5.05.0400 |KECAMATAN SIDOMUKTI 8 32 2.006.200.000
APED o - 2.006.200.000

6.01.0100 |BADAN KESBANGPOL 9 36 2.792.646.000
APED o 2 2.792.646.000

Jumliah Total 322 1.346 603.355.536.800

TOTAL APBD

TOTAL BANKEU

TOTAL DAK

TOTAL DBHCHT

TOTAL BOS APBN

TOTAL BLUD

308.192.005.000

20.306.000.000

91.351.492.000

5.775.000.000

17.731.039.800

160.000.000.000

JUMLAH TOTAL

V - 4| RKPD Kota Salatiga Tahun 2018

603.355.536.800




58086%1 5(1&%$1% 352*5%0 '$1 .(*,$7%1 23" 7$+81

'$1 35%$.,5$%1 0%-8 7%$+81
.27% 6%/%7,*%

1$0$ 23" ',1$6 3(1',',.%1
5HQFDQD 7DKXQ 3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD
RGH 8UXVDQ %LGDQJ 8UXVDQ 3HPHUL ,QGLNDWRU &DWDW
: 3URJUDP .HJLDWDQ .LQHUMD 3URJUDP .HJL HEXWXKDQ 'O \ 3HQWL{ 7DUJHW .HEXWXKDQ '[
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDJX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
352*5%$0 3(/$<$1$1 $'0,1,675%$6,
3(5.$1725%1
3HQ\HGLDDQ -DVD 6XUDW OHQ\XYy 7HUVHGLDQ\D MDVD VXUDW H .RWD 6DOD MHQLV $3%" MHQLV
3HQ\HGLDDQ -DVD .RPXQLNDVL 7HUODNVDQDQ\D MDVD NRPX| .RWD 6DOD ORNDVL $3%" ORNDV
/JLVWULN DLU GDQ OLVWULN
3HQ\HGLDDQ -DVD -DPLQDQ %DU| 7THUODNVDQDQ\D SHQ\HGLDD| .RWD 6DOD XQLW $3%" XQLW
NHQGDUDDOQ
3HQ\HGLDDQ -DVD 3HPHOLKDUDD| 7HUED\DUQ\D 3DMDN .HQGDU| .RWD 6DOD NHQGDUDDQ $3%" NHQGD
.HQGDUDDQ 'LQDV 2SHUDVLRQDd 'LQDV 2SHUDVLRQDO
3HQ\HGLDDQ $ODW 7XOLV .DQWR| 7HUVHGLDQ\D DODW WXOLV | .RWD 6DOD ORNDVL $3%" ORNDV
3HQ\HGLDDQ %DUDQJ &HWDNDQ | 7HUVHGLDQ\D EDUDQJ FHWD} .RWD 6DOD ORNDVL $3%" ORNDV
3HQ\HGLDDQ .RPSRQHQ ,QVWDOLO 7HUVHGLDQ\D .RPSRQHQ /LVY .RWD 6DOD ORNDVL $3%" ORNDV
%DQJXQDQ .DQWRU
3HQ\HGLDDQ 3HUDODWDQ 5XPDK| 7THUEHOLQ\D SHUDODWDQ UX| .RWD 6DOD MHQLV $3%" MHQLV
SHPEHUVLK
3HQ\HGLDDQ %DKDQ %DFDDQ 'DQ 7HUVHGLDQ\D EDKDQ EDFDD( .RWD 6DOD MHQLV $3%" MHQLV
3HUXQGDQJ XQGDQJDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ
3HQ\HGLDDQ ODNDQDQ GDQ 0LQX 7HUEHOLQ\D PDNDQ GDQ PLJ .RWD 6DOD VDWXDQ SH( $3%" VDWXD
SHQGLGL
5DSDW 5DSDW .RRUGLQDVL 'DQ .| 7THUODNVDQDQ\D UDSDW NRR .RWD 6DOD WDKXQ $3%" WDKXQ
'DHUDK NHOXDU GDHUDK
3HQ\HGLDDQ -DVD $GPLQLVWUDV 7HUED\DUQ\D KRQRU GDQ NH| .RWD 6DOD RUDQJ *7 $3%" RUDQ
*77 377 MHQMDQJ 3$8' 'LNGQ GLNGDV R *77 QRQ
KRQRUHU WHQDJD KDULDQ ( *77 377 . RU GLNGDYV
NHDPDQDQ 377 QRQ . GL *77 377
RUJ WHQDJ RUJ 37
RUJ 7+/ R QRQ . G|
WHQDJD NHDP RUJ W
RUJ 7/' RUJ NRQWUD
SHQGLGLN 3$8 7+/  RUJ
RUJ 377 SHQG WHQDJD
3$8" RUJ NHDPDQD
RUJ 7/
*77 SHQG
3%8 R
377 SHQG
3$8" R

352*5%$0 3(1,1*.$7%1 6$5%1% '$1
35%6%1% $3$5%$785

'LQDV 3HQGLGLNDQ

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

'LQDV 3HQGLGLNDQ

L% 7. 7XQDV OHNDU

RGH 8UXVDQ %LGDQJ 8UXVDQ 3HPHUL ,QGLNDWRU &DWDW
: 3URJUDP .HIJLDWDQ .LQHUMD 3URJUDP .HJL _HEXWXKDQ '[] , 3HQWL{ 7DUJHW HEXWXKDQ '
/RNDVL |7DUJHW &DSDLI SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOLN 7HUODNVDQDQ\D SHPHOLKDUY .RWD 6DOD WDKXQ $3%" WDKXQ
SHQJHFDWDQ SHQJJDQWLD
SHQJJDQWLDQ UDQJND DWDY
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOO 7HUSHOLKDUDQ\D .HQGDUDD| .RWD 6DOD NHQGDUDDQ $3%" NHQGD
'LQDV 2SHUDVLRQDO
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOO 7HUSHOLKDUDQ\D 3HUDODWO .RWD 6DOD WDKXQ $3%" WDKXQ
_.DQWRU
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOO 7HUSHOLKDUDQ\D PHEHOHU | .RWD 6DOD WDKXQ $3%" WDKXQ
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOO 7HUSHOLKDUDQ\D WDPDQ GL| .RWD 6DOD WDKXQ $3%" WDKXQ
352*5%$0 3(1,1*.$7$1 .$3$6,7$6 68(
'$<$ $3$5%785
6RVLDOLVDVL 3HUDWXUDQ 3HUX{ 7HUVHOHQJJDUDQ\D VRVLDO| .RWD 6DOD RUDQJ NHS $3%" RUDQJ
7DKXQ GDQ 3HUZDOL EHQGDKDUD E NHSVHN
SHQJDZDV ND EHQGDKD
ERV
SHQJDZD
837
352*5%$0 3(1,1*.$7%$1 3(1*(0%$1*$1
6,67(0 3(/$325%1 &$3%,$1 .,1(5-% '
(8$1*$1
3HQ\XVXQDQ /DSRUDQ &DSDLDQ | 7HUVXVXQQ\D /.-,3 /.3- /DSH .RWD 6DOD GRNXPHQ $3%' GRNXPH
5HDOLVDVL .LQHUMD 6.3" GDQ 5HQMD /.3' 335* 3HUM
352*5%$0 3(1',',.$1 $1%. 86,% ', 1,
3HPEDQJXQDQ 7DPDQ /DSDQJDQ| 7THUODNVDQDQ\D SHPEDQJXQ .RWD 6DOD ORNDVL $3%" ORNDYV
)DVLOLWDYV 3DUNLU SDYLQJLVDVL GDQ SHQDWDD
% $LV\L\DK 7. 7DUXQD 7D
7DUEL\DWXO $XODG ,VODKX(
3HPEDQJXQDQ 6DUDQD $LU %HU\ 7HUODNVDQDQ\D 6DUDQD $L| .RWD 6DOD ORNDVL $3%" ORNDYV
GL 3%8' 7. 3*5, 7. OXWLD
6LZL 3HQL
3HQJDGDDQ $ODW 3UDNWLN 'DQ | 7HUVHGLDQ\D $ODW 3UDNWL| .RWD 6DOD 6DWXDQ 3$8 $3%" 6DWXD
6DWXDQ 3$8' 3RV 3$8' %LQQ 38"
3$8' OHODWL 6HKDWL 73% +L
$VVDODP
3HQJDGDDQ OHEHOHXU 6HNRODK| 7HUVHGLDQ\D VDUDQD SHQX{ .RWD 6DOD ORNDVL ORNDYV
7. 3HPELQD GDQ 7. 7XQDV 0H
3HQJDGDDQ 3HUOHQJNDSDQ 6HN| 7THUVHGLDQ\D .RPSXWHU GDJ .RWD 6DOD 6DWXDQ 3$8 $3%" 6DWXD
VDWXDQ 3$8' \DQJ WHUDNUH 3$8’
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOLO 7HUSHOLKDUDQ\D %DQJXQDQ .RWD 6DOD 7. GDQ 3%8" $3%" 7. GDQ
358’
5HKDELOLWDVL 6HGDQJ %HUDW ¢ 7HUODNVDQDQ\D UHKDELOLW .RWD 6DOD 3$8' 7. 636 $3%"
EDQJXQDQ VHNRODK 5HKDE 3$8' 7. 63
NDPDU PDQGL
3HQJHPEDQJDQ 3HQGLGLNDQ $Qf 7HUVDOXUNDQQ\D EDQWXDQ| .RWD 6DOD OHPEDJD $3%' 'S, OHPED
6DODWLJID
7HUVDOXUNDQQ\D EDQWXDQ| .RWD 6DOD OHPEDJD OHPED]]
1HJHUL 3HPELQD
7HUODNVDQDQ\D %DQWXDQ '| .RWD 6DOD OHPEDJD OHPED]]

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

RGH 8UXVDQ %LGDQJ 8UXVDQ 3HPHUL ,QGLNDWRU &DWDW
: 3URJUDP .HJLDWDQ .LQHUMD 3URJUDP .HJL HEXWXKDQ 'O , 3HQWL{ 7DUJHW .HEXWXKDQ '[
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
3HQ\HOHQJJDUDDQ 3HQGLGLNDQ| 7HUVHOHQJJDUDQ\D SHUL]LY .RWD 6DOD WDKXQ $3%" WDKXQ
38"
3HQJHPEDQJDQ .XULNXOXP %DK| 7HUODNVDQDQ\D 6RVLDOLVD| .RWD 6DOD SHQGLGLN $3%" SHQGL
3HPEHODMDUDQ $QDN 8VLD 'LQL| .XULNXOXP 3%$8" GL /HA SDXG
3HQ\HOHQJJDUDDQ .RRUGLQDVL| 7THUODNVDQDNDQQ\D 3HQGDH .RWD 6DOD OHPEDJD $3%" OHPED]
3HQGLGLNDQ $QDN 8VLD 'LQL /HPEDJD 3%8"
3XEOLNDVL 'DQ 6RVLDOLVDVL 3H 7HUODNVDQDQ\D /RPED +$1 | .RWD 6DOD DQDN $3%" DQDN
7HUODNVDQDQ\D /RPED 6HNR .RWD 6DOD 7.5% 7.5%
3HPELQDDQ 3%$8' 7HUSDGX 3HUFR 7HUVHGLDQ\D 3HUOHQJNDSD| .RWD 6DOD SDNHW $3%" SDNHW
GDQ PHEHODLU
3HPELQDDQ 3$8' 7THUSDGX +ROLV 7HUODNVDQDQ\D 3HPEHQWXN .RWD 6DOD NHJLDWDQ $3%" NHJLDW
3$8' +ROLVWLN ,QWHJUDWLI
7HUODNVDQDQ\D %LQWHN OR| .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
$SUHVLDVL 37. 3$8' %HUSUHVWD| 7THUODNVDQDQ\D /RPED *XJX] .RWD 6DOD JXJIXV 388" $3%" IXIXV
3$8"
7HUODNVDQDQ\D $SUHVLDVL| .RWD 6DOD NHOXUDKDQ NHOXU
.HFDPDWDOQ
352*5$0 :$-,% % (/$-$5 3(1',",.$1
'$6$5 6(0%,/$1 7$+81
3HPEDQJXQDQ 5XPDK 'LQDV .HSD 7HUEDQJXQQ\D 5XPDK 'LQDV| .RWD 6DOD SDNHW 6'5 $3%" SDNHW
3HQMDJD 6HNRODK XN [P 5DQGXDF
XN _ [ P
3HQDPEDKDQ 5XDQJ .HODV 6HNR| 7THUEDQJXQQ\D UXDQJ NHODY .RWD 6DOD 5XDQJ .HOD $3%' '$. DQJJIDUT 5XDQJ
VZDVWD '$. 7DKX| .HODV
7HUEDQJXQQ\D UXDQJ NHODY .RWD 6DOD 5XDQJ .HOD 5XDQJ
6' 1HJHUL .HODV
3HQDPEDKDQ 5XDQJ *XUX 6HNRO| 7HUEDQJXQQ\D UXDQJ JXUX { .RWD 6DOD VHNRODK $3%" VHNRO
3HPEDQJXQDQ /DERUDWRULXP G| 7THUEDQJXQQ\D 5XDQJ /DERU| .RWD 6DOD UXDQJ $3%' '$. DQJJIDUT UXDQJ
6HNRODK VZDVWD VPS QHJHUL '$. 7TDKX
3SHPEDQJXQDQ 7DPDQ /DSDQJDQ 7HUODNVDQDQ\D 3HPEDQJY .RWD 6DOD 6HNRODK $3%" 6HNROT
YDVLOLWDY 3DUNLU 'XNXK 6'1 . XWRZLQDQJXQ
6'1 .XWRZLQDQJXQ .LGXO
3HPEDQJXQDQ 3DYLQJ 6'1 0f
6'1 7LQJNLU /RU 6' /HEDK 3
7HODNVDQDQ\D 3HPEDQJXQD|
7HUEDQJXQQ\D 3DYLQJ .RWD 6DOD 6' PDQJXQV 6'
WLQJNLU ORU PDQJXQV
SXWLK WLQJINLU
OHEDK S
7HUEDQJXQQ\D 7DPDQ 6'1 .H| .RWD 6DOD 6HNRODK 6HNROT
6031
3HPEDQJXQDQ 5XDQJ 8QLW .HVH| 7THUEDQJXQQ\D 5XDQJ 8.6 .RWD 6DOD SDNHW $3%" SDNHW
3HPEDQJXQDQ 5XDQJ ,EDGDK 7HUODNVDQDQ\D SHPEDQJXQ .RWD 6DOD UXDQJ $3%" UXDQJ

'LQDV 3HQGLGLNDQ

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

'LQDV 3HQGLGLNDQ

0('.$ 3(0%/$-$5%$1 %(5%$6,6 §

0$67(5 6'

RGH suxvbe %é%g?stPUXI-YJDLQD\?V%PQHUL LQHUMQDG;,C‘Jg\JNURDUP HJL HEXWXKDQ '[] ia\gv?/\lv 7DUJHW HEXWXKDQ '
/RNDVL |7DUJHW &DSDLI SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
3HPEDQJXQDQ 3HUSXVWDNDDQ 6/ 7THUEDQJXQQ\D 5XDQJ 3HUSX| .RWD 6DOD UXDQJ $3%" UXDQJ
6'1 5DQGXDFLU 6'1 5DQGX
6DODWLJID 6'1 7LQJINLU /R
*HQGRQJDQ 6'1 . XWRZLQD
3HQJDGDDQ $ODW 3UDNWLN 'DQ | 7HUVHGLDQ\D DODW 'UXPEDQ .RWD 6DOD MHQLV $3%" MHQLV
5HEDQD SDNHW
3HQJDGDDQ OHEHOXHU 6HNRODK| 7THUODNVDQDQ\D SHQJDGDDQJ .RWD 6DOD SDNHW 6' $3%" SDNHW
6
3HQJDGDDQ 3HUOHQJNDSDQ 6HN| 7THUODNVDQDQ\D SHQJDGDDQJ .RWD 6DOD MHQLV $3%" MHQLV
WUDOLV __OVHNRODK GDQ &
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOLQ 7HUODNVDQDQ\D 3HPHOLKDU| .RWD 6DOD VHNRODK $3%" VHNRO
603
3HPHOLKDUDDQ 5XWLQ %HUNDOO 7HUSHOLKDUDQ\D DODW DOD| .RWD 6DOD VHNRODK $3%" VHNRO
6LVZD VLVZD
5HKDELOLWDVL 6HGDQJ %HUDW § 7THUODNVDQDQ\D UHKDELOLW .RWD 6DOD VHNRODK $3%" VHNRO
6HNRODK *XUX 3HQMDJD 6HNRO NHSDOD VHNRODK JXUX SH
5HKDELOLWDVL 6HGDQJ %HUDW § 7THUODNVDQDQ\D 5HKDELOLW .RWD 6DOD UXDQJ $3%' '$. DQJJDUT UXDQJ
6HNRODK 603 '$. 7DKX
5HKDELOLWDVL 6HGDQJ %HUDW | 7THUODNVDQDQ\D UHKDELOLW .RWD 6DOD UXDQJ $3%" UXDQJ
3UDNWLNXP 6HNRODK GDQ 3UDNWLNXP 6031
5HKDELOLWDVL 6HGDQJ %HUDW § 7THUODNVDQDQ\D UHKDE PXV| .RWD 6DOD P $3%" P
5HKDELOLWDVL 6HGDQJ %HUDW { 7THUODNVDQDQ\D UHKDELOLW .RWD 6DOD XQLW $3%" XQLW
6DQLWDU\
3HODWLKDQ .RPSHWHQVL 6LVZD| 7HUVDOXUNDQQ\D %HDVLVZD .RWD 6DOD VLVZD $3%" VLVZD
7HUODNVDQDQ\D ORPED /&& | .RWD 6DOD VLVZD VLVZD
EHUSUHVWDVL WN .HFDPDWD|
ORPED WN .RWD 603 GDQ W
ORPED /RPRMDUL NH 3URYLQ
7HUODNVDQDQ\D /RPED 6LVZ| .RWD 6DOD VLVZD VLVZD
603
3HODWLKDQ 3HQ\XVXQDQ .XULNX 7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKD({ .RWD 6DOD RUDQJ $3%" RUDQJ
6WUDWHJL 3HPEHODMDUDQ §
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKDQ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
%DKDQ$MDU GDODP /.6 6' 60
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKDQ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
OHGLD 3HPEHODMDUDQ 6' 60
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKDQ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
,QVWUXPHQ 3HQLODLDQ 6' §
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKDQ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
%HUEDVLVL /HVVRQ 6WXG\ 6
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKDQ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
&RQWHQV :HEVLWH6' 603
7HUODNVDQDQ\D 5DNRU 3HO| .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
6' GDQ 603
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKDQ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

'LQDV 3HQGLGLNDQ

SHQJXUXV 26,6 603

RGH puxvpe %;ig?dDBPUX:JDLQD\?v%zHUL LQHUMQDGETJ?JNURDUP HJL HEXWXKDQ 'O iang 7DUJHW HEXWXKDQ '[
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKD| .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
0(',$ 3(0%/$-$5%1 %(5%%$6,6 $
603
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKDQ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
3HPEHODMDUDQ N -HQMDQ
7HUVXVXQQ\D OXORN .RWD 6| .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
3SHPELQDDQ 603 7THUEXND 7HUODNVDQDQ\D SHPELQDDQ .RWD 6DOD RUDQJ WXWH $3%" RUDQJ
3HQ\HGLDDQ %DQWXDQ 2SHUDVL| 7HUODNVDQDQ\D /RPED 7DV] .RWD 6DOD 6' 603 $3%" 6' 603
-HQMDQJ 6' 0, 6'/% GDQ 603 076
7HUODNVDQDQ\D 6RVLDOLV| .RWD 6DOD 6' 603 6' 603
%26
7HUED\DUQ\D KRQRU *77 37| .RWD 6DOD *77 6' 603 *77 6
'‘DSRGLN 603
7HUED\DUQ\D KRQRU *77 37| .RwWD 6DOD 377 6' 603 6 377 6°
‘DSRGLN 603 62
7HUED\DUQ\D +RQRU ,QvwU .RWD 6DOD 3HODWLK 6 3HOD
62 6' 603 62
7HUVHGLDQ\D .RPSXWHU Gl .RWD 6DOD SDNHW SDNHW
&%7 81%. 6031 GDQ 603 6Z
3HPELQDDQ .HOHPEDJDDQ 'DQ 0 7HUODNVDQDQ\D SHODWLKD(J .RWD 6DOD NHSDOD VH $3%" NHSDO|
'"HQJDQ 3HQHUDSDQ ODQDMHPHQ VHNRODK
0%6 'L 6DWXDQ 3HQGLGLNDQ 'D
7HUODNVDQDQ\D ORPED SHU| .RWD 6DOD XQLW XQLW
603
3HODWLKDQ SHQJHPEDQJDQ| .RWD 6DOD *3 . *3.
NKXVXV EDJL $%.
7HUODNVDQDQ\D 7HV .RPSHW .RWD 6DOD VLVZD VLVZ
VLVZD NHODV 6
7HUODNVDQDQ\D SHODWLKD( .RWD 6DOD *3, *3.
6' GDQ 603
6HPLQDU 1DVLRQDO GDQ SH{ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
LQIRUPDVL SHQGLGLNDQ LQN
7HUODNVDQDQ\D SHODWLKD( .RWD 6DOD NHSDOD VH NHSDO|
603 VHNRODK
7HUODNVDQDQ\D SHODWLKD{ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
6' GDQ 603
7HUODNVDQDQ\D SHODWLKD{ .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
GDQ 603
7HUODNVDQDQ\D /RPED %XGIl .RWD 6DOD XQLW XQLW
603
7HUODNVDQDQ\D .RQVHOLQJ| .RWD 6DOD NHJLDWDQ NHJLDW
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKD{d .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKD{d .RWD 6DOD NHSDOD VH NHSDO
3HQGLGLNDQ ,QNOXVLI VHNRODK
3HPELQDDQ OLQDW %DNDW '‘DQ| 7HUODNVDQDQ\D ORPED ORP| .RWD 6DOD MHQLV $3%" MHQLV
ORPED VHNRODK MHQMDQJ 6
7HUODNVDQDQ\D SHQGLGLNO .RWD 6DOD VLVZD VLVZD

+DODPDQ NH




5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

'LQDV 3HQGLGLNDQ

RGH 8UXVDQ %LGDQJ 8UXVDQ 3HPHUL ,QGLNDWRU &DWDW
: 3URJUDP .HJLDWDQ .LQHUMD 3URJUDP .HJL HEXWXKDQ 'O , 3HQWL{ 7DUJHW .HEXWXKDQ '[
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
7HUODNVDQDQ\D SHPELQDDQ .RWD 6DOD WDKXQ WDKXQ
HF
7HUODNVDQDQ\D 0DVD SHQJH .RWD 6DOD VHNRODK VHNRO
6HNRODK 03/6 603 07V
7HUODNVDQDQ\D NHJLDWDQ | .RWD 6DOD VLVZD 603 VLVZD
603
3HQJHPEDQJDQ ODWHUL %HODMO 7HUVHGLDQ\D .RPSXWHU .RWD 6DOD XQLW 6' $3%" XQLW
3HPEHODMDUDQ GHQJDQ PHQJJX # XQLW 6' # XQLW
,QIRUPDVL 'DQ .RPXQLNDVL
7HUVHGLDQ\D /&' 3UR\HNWRU .RWD 6DOD XQLW 6 XQLW
XQLW 6' # XOQ
3HQ\HEDUOXDVDQ GDQ 6RVLDOLY 7HUVXVXQQ\D .DOHQGHU 3HQJ .RWD 6DOD EXNX $3%" EXNX
SHQGLGLNDQ 'DVDU
7HUODNVDQDQ\D VRVLDOLVD| .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
6' 603 73
7HUODNVDQDQ\D SHODWLKD({ .RWD 6DOD VHNRODK VHNRO|
5.$6
7HUODNVDQDQ\D 9DOLGDVL § .RWD 6DOD VHNRODK VHNRO|
7HUODNVDQDQ\D XSDFDUD S| .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
3HQ\HOHQJJDUDDQ $NUHGLWDVL| 7HUODNVDQDQ\D VRVLDOLVD| .RWD 6DOD VHNRODK $3%" VHNRO
3HQGLGLNDQ 6'0, 603 07V
7HUODNVDQDQ\D 3HQGDPSLQ .RWD 6DOD VHNRODK VHNRO
6HNRODK2OHK 83$%
7HUODNVDQDQ\D PRQLWRULQ .RWD 6DOD VHNRODK VHNRO
SHODNVDQDDQ DNUHGLWDVL
3HQJHPEDQJDQ .DQWLQ .HMXMXUy 7HUODNVDQDQ\D 3HQJDGDDQ .RWD 6DOD VHNRODK $3%" VHNRO
3HQ\HGLDDQ %DQWXDQ 2SHUDVL| 7HUODNVDQDQ\D SHQJDGDDQJ .RWD 6DOD VLVZD $3%" VLVZ
%200 FHWDN LMD]DK 6' GDQ 603
7HUODNVDQDQ\D SHQFHWDNI .RWD 6DOD VLVZD VLVZ
7HUODNVDQDQ\D SHQFHWDNI .RWD 6DOD VLVZD VLVZ
7HUODNVDQDQ\D 81%. GDQ 8| .RWD 6DOD VLVZD VLVZ
603 07V 3DNHW %
7HUODNVDQDQ\D 8$6%1 6' 0, .RWD 6DOD VLVZD VLVZ
7HUODNVDQDQ\D VRVLDOLVD| .RWD 6DOD VLVZD VLVZ
81 81%. 8$6%1
7U\ 2XW 81 8%$6%1 7HUODNVDQDQ\D 7U\RXW 3H| .RWD 6DOD MHQMDQJ $3%" MHQMD
6RDO GDQ %HGDK 6WDQGDU
603
7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKD{ .RWD 6DOD MHQMDQJ MHQMD
(YDOXDVL GDQ %XWLU 6RDO
3HPEHODMDUDQ :LVDWD (GXNDVI| 7HUODNVDQDQ\D SHPEHODMI .RWD 6DOD VLVZD $3%" VLVZD
(GXNDVL EDJL VLVZD EHUSUH
3HQJHPEDQJDQ 3HPELQDDQ %DK| 3HODWLKDQ EDKDVD GDQ VD| .RWD 6DOD JXUX 6' 603 $3%" JXUX 6
603
3HODWLKDQ EDKDVD GDQ VD| .RWD 6DOD JXUX 6' 603 JXUX 6
603

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

'LQDV 3HQGLGLNDQ

$UJRPXO\R

RGH suxvbe %;iz?dDBPUX:JDLQD\?v%zHUL LQHUMQDGéﬁg\JNURDUP HJL HEXWXKDQ '[] iang 7DUJHW HEXWXKDQ '
/RNDVL |7DUJHW &DSDLI SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
3HODWLKDQ EDKDVD GDQ VD| .RWD 6DOD JXUX 6' 603 JXUX 6
603
3HQ\HOHQJJDUDDQ 3HQHULPDDQ| 7THUODNVDQDQ\D 3HQHULPDD .RWD 6DOD VHNRODK $3%" VHNRO
603 1HJHUL VHFDUD 2QOLQH
7HUVXVXQQ\D 3HGRPDQ 33'%| .RWD 6DOD GRNXPHQ GRNXPH
7HUODNVDQDQ\D VRVLDOLVD| .RWD 6DOD VHNRODK G VHNRO
SHPDQJINX NHS GDQ SHP
NHSHQWL
7HUODNVDQDQ\D %LPWHN $S| .RWD 6DOD RUDQJ RUDQJ
3HQ\HGLDDQ %26 6'1L 7THIJIDOUHMR 7HUODNVDQDQ\D (NVWUDNXUY .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\D +RQRU *77 377 .HFDPDWD( *77 *77
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\D +RQRU ,QVWUX .HFDPDWD( RUJ RUJ
$UJRPXO\R
7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
6LVZD $UJRPXO\R
7HUODNVDQDQ\D $GPLQLVWU .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D 6DUSUDV 6HNR .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUSHOLKDUDQ\D 6DUSUDV § .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7THIJIDOUHMR 7HUED\DUQ\D KRQRU *77 37| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\D KRQRU SHODWI| .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
6LVZD $UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D VDUDQD GDQ 3§ .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
\DQJ PHPDGDL $UJRPXO\R
7HUSHOLKDUDQ\D *HGXQJ 6H .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUODNVDQDQ\D $GPLQLVWU .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7THIDOUHMR 7HUODNVDQDQ\D SHQJHPEDQ .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
WHQDJD NHSHQGLGLNDQ $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7THIDOUHMR 7HUODNVDQDQ\D (NVWUDNXQJ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\D +RQRU *77 377| .HFDPDWD( RUJ RUJ
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\D +RQRU 3HODWL .HFDPDWD( SHODWLK SHODW
$UJRPXO\R
7HUODNVDQDQ\D $GPLQLVWU .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\D %XNX . .HFDPDWD( EXNX EXNX
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\D 7UDQVSRUW .H| .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

'LQDV 3HQGLGLNDQ

VLVZD

$UJRPXO\R

RGH puxvpe %éig?dSEXmi%ingUL LQHuﬁféﬁgY§;P HJL HEXWXKDQ 'O iﬁg@? 7DUJHW HEXWXKDQ '[
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
7HUODNVDQDQ\D 7U\RXW GD{ .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
6LVZD $UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D 6DUSUDV 6HNR .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUSHOLKDUDQ\D 6DUSUDV § .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7THJDOUHMR 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 5DQGXDFLU| 7THUED\DUQ\D +RQRU *77 377| .HFDPDWDJ( RUJ %26 $3%1 RUJ
$UJRPXO\R
7HUODNVDQDQ\D (NVWUDNXU .HFDPDWD( MHQLV MHQLV
$UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 5DQGXDFLU| 7THUED\DU HNVWUDNXOLNXOH .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
$UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 5DQGXDFLU| 7HUODNVDQDQ\D .HJLDWDQ § .HFDPDWDJ( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
PHQJDMDU GL 6HNRODK $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 /HGRN 7HUED\DUQ\D KRQRU *77 37| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUED\DUQ\DKRQRU 3DQLWL| .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D 3HQLQJIJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D 6DUDQD 3UDV| .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
PHPDGDL $UJRPXO\R
7HUODNVDQDQ\D $GPLQLVWU .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUSHOLKDUDQ\D *HGXQJ 6§ .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
$UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 /HGRN 3HQJHPEDQJDQ 3HQGLGLN G| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
$UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 /HGRN 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 /HGRN 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 /HGRN 7HULZXMXGQ\D SHQLQJNDWD| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 &HERQJDQ | 7THUFDSDLQ\D 3HQLQJNDWDQ| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
7HQDJD .HSHQGLGLNDQ GDQ| $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 & HERQJDQ | 7THUED\DUQ\D KRQRU *77 37| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
$UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D 3HQLQJIJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R
7HUZXMXGQ\D 6DUDQD 3UDV| .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
PHPDGDL $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 & HERQJDQ | 7THUZXMXGQ\D 6DUDQD 3UDV| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
PHPDGDL $UJRPXO\R
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XPSXOUHM| 7THUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

PHPDGDL

6LGRUHMR

RGH suxvbe %;%g?dDBPUX:JDLQD\?v%zHUL LQHUMQDG;,C‘Jg\JNURDUP HJL HEXWXKDQ '[] ia\gv?/\lv 7DUJHW HEXWXKDQ '
/RNDVL |7DUJHW &DSDLI SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN

7HUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XPSXOUHM| 7HUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
$UJRPXO\R

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XPSXOUHM| 7HUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R

3HQ\HGLDDQ %26 6'1L 1IRERUHMR | 7THUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 1IRERUHMR | 7THUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD $UJRPXO\R

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 0DQJXQVDU| 7THUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 0DQJXQVDU|l 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 0DQJXQVDU|l 7THUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 0DQJXQVDU|l 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 0DQJXQVDU|l 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 0DQJXQVDU|l 7THUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 0DQJXQVDU|l 7THUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 'XNXK 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 'XNXK 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 'XNXK 7HUODNVDQDQ\D $GPLQLVWUY .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 'XNXK 7HUODNVDQDQ\D $GPLQLVWU .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .HFDQGUDQ| 7THUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LVZD 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .DOLFDFLQJ 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
‘LGLN 6LGRPXNW

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 %ORWRQJD{ 7HUED\DUQ\D $GPLQLVWUDV| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRUHMR

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 %ORWRQJD{ 7HUED\DUQ\D $GPLQLVWUDV] .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRUHMR

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 %ORWRQJD{ 7THUODNVDQDQ\D 3URJUDP Hi .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUZXMXGQ\D 3HQLQJNDWDQ .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRUHMR

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUODNVDQDQ\D .HJLDWDQ § .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
_ OQWUDNXOLNXOHU 6LGRUHMR

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7HUED\DUQ\D VDUDQD SUDVO .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRUHMR

3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUZXMXGQ\D 6DUDQD 3UDV| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ

'LQDV 3HQGLGLNDQ
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5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

RGH puxvpe %;%g?dS#xmi%ingUL LQHuﬁféﬁgY§;P HJL HEXWXKDQ 'O iﬁg@? 7DUJHW HEXWXKDQ '[
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUED\DUQ\D ELD\D DGPLQLY .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUED\DUQ\D $GPLQLVWUDVI] .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUODNVDQDQ\D (NVWUDNXJ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 %XJHO 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
3HVHUWD GLGLN 6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 %XJHO 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LVZD 6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 3XOXWDQ 7HUED\DUQ\D $GPLQLVWUDVI] .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .DXPDQ .LG| 7THUED\DUQ\D $GPLQLVWUDVI] .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7HUODNVDQDQ\D (NVWUD .Xd .HFDPDWD( NHJLDWDQ %26 $3%1 NHJLDW
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7THULZXMXGQ\D SHQLQJNDWD| .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7THUODNVDQDQ\D (NVWUDNXJ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7THUODNVDQDQ\D (NVWUDNXJ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7HUODNVDQDQ\D SURJUDP Hf .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7HUODNVDQDQ\D NHJLDWDQ | .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX{| .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6DODWLJD | 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX{| .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
6LGRUHMR
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUODNVDQDQ\D NHJLDWDQ | .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 6LGRUHMR | 7THUODNVDQDQ\D HNVWUDNX({ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7LQJNLU 7H 7HUODNVDQDQ\D NHJLDWDQ | .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7LQJNLU 7H 7HUODNVDQDQ\D NHJLDWDQ | .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7LQJNLU /R| 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX({ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 7LQJNLU /R| 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX({ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 *HQGRQJDQ 7HUED\DUQ\D +RQRU *77 377| .HFDPDWDJ( RUJ %26 $3%1 RUJ
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 *HQGRQJDQ 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX({ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 *HQGRQJDQ 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU

'LQDV 3HQGLGLNDQ
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5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

'LQDV 3HQGLGLNDQ

/.3 GDQ 2UJDQLVDVL OLWUD

+,3.,

RGH puxvpe %Eﬁggdffxﬁﬂ%iﬁzHUL LQHU&?;ﬁgY$;P HJL HEXWXKDQ 'O iﬁg@? 7DUJHW HEXWXKDQ '[
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDJIX LQGLN| SXPEHU 'D LQHUM SDJIX LQGLN
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .DOLEHQLQ} 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7THUODNVDQDQ\D HNVWUDNX .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7THUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7HUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7HUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7HUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7HUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7HUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7THUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .HFDPDWD( WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD 7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 6'1 .XWRZLQDQ| 7HUODNVDQDQ\D HNVWUDNX{ .HFDPDWD( MHQLV %26 $3%1 MHQLV
7LQJINLU
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUODNVDQDQ\D 3HPHQXKDQ .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
SHQGLGLNDQ
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUFDSDLQ\D 3HQLQJNDWDQ| .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
7HQDJD .HSHQGLGLNDQ GDQ
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUODNVDQDQ\D SHPHQXKD{ .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LVZD
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUFDSDLQ\D 3HQLQJNDWDQ| .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
7HQODJD .HSHQGLGLNDQ GDQ
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUODNVDQDQ\D SHQLQJNDW .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
VLVZD
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUFDSDLQ\D 3HQLQJNDWDQ| .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
7HQDJD .HSHQGLGLNDQ GDQ
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUODNVDQDQ\D 3HQLQJNDW .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
6LVZD
3HQ\HGLDDQ %26 603 1HJHUL 7HUFDSDLQ\D 3HQLQJNDWD({ .RWD 6DOD WDKXQ %26 $3%1 WDKXQ
7HQDJD .HSHQGLGLNDQ GDQ
352*5%$0 3(1',',.$1 121 )250%/
3HPELQDDQ 3HQGLGLNDQ .XUVXY /RPED .RPSHWHQVL /.3 GDQ § .RWD 6DOD SHVHUWD $3%" SHVHU
ORPED GHVDLQ EXVDQD PH
PHPEDWLN
/RPED /.3 %HUSUHVWDVL .RWD 6DOD /.3 /.3
%LQWHN 3HQJHPEDQJDQ .HO| .RWD 6DOD 2UDQJ 2UDQJ

+DODPDQ NH



5HQFDQD 7DKXQ

B3UDNLUDDQ ODMX 5HQFD

/.3 3.%0

RGH 8UXVDQ %LGDQJ 8UXVDQ 3HPHUL ,QGLNDWRU &DWDW
: 3URJUDP .HJLDWDQ .LQHUMD 3URJUDP .HJL _HEXWXKDQ 'O i 3HQWL{ 7DUJHW HEXWXKDQ '
/RNDVL |7DUJHW &DSDL]I SDIX LOGLN| BXPEHU 'D LQHUM SDIX LQGLN
3HQJHPEDQJDQ 3HQGLGLNDQ .HOQ 7HUVHOHQJJDUDQ\D 3HODWL| .RWD 6DOD NHJLDWDQ $3%" NHJILDW
8MLDQ EDJL 7XWRU .HDNVDU
7XWRU 7HUVHOHQJJDUDQ\D
.HDNVDUDDQ RUJ
3HQJHPEDQJDQ 3HQGLGLNDQ .HH 7HUODNVDQDQ\D 3HODWLKD{ .RWD 6DOD NHWHUDPSL $3%"
:DUJD %HODMDU GDQ %LQDD .UHDVL %XQJD NHWHUDH
RUJ %XGLG .UHDV
&DFLQJ GL %XQJD
. XPSXOUHMR $NOLULN
HUXSXN $QHN %XGLG
RUJ 3DV &DFLQJ G
LHULQJ RUJ XPSXOUH
%XGLGD\D ,N RUJ
6LGDW  RUJ HUXSXN
$QHND 50
RUJ
3DVWU\ .
RUJ
%XGLGD
,NDQ 6LG
RUJ
3HQ\HGLDDQ 6DUDQD 'DQ 3UDVD| 7HUODNVDQDQ\D 3HPEDQJXQ| .RWD 6DOD SDNHW JHG $3%" SDNHW
YRUPDO .RWD 6DODWLJID DVUDPD ODQ JHGXQJ
JHGXQJ NHOD DVUDPD
EHQJIJNHO XQ ODQWDL
XSDFDUD SDJ NHODV
PXVKROD SRV EHQJNHO
DNVHV PDVXN ODS XSD
SDJDU NH
PXVKROD
VDWSDP
PDVXN XV
7HUODNVQDQD\D SHQJDZDVD| .RWD 6DOD SDNHW SDNHW
6.%
7HUEDQJXQQ\D -HPEDWDQ G[ .RWD 6DOD SDNHW [ SDNHW
8WDPD 6.% [ P
7HUODNVQDQD\D SHQJDZDVD| .RWD 6DOD SDNHW SDNHW
-HPEDWDQ GDQ -DODQ 0DVXN
3HQJHPEDQJDQ .HELMDNDQ 3HQQ 7HUODNVDDQQ\D 3HQGDPSLQ .RWD 6DOD OHPEDJD $3%" OHPED]
IHPEDJD .XUVXV /.3 GDQ
7HUODNVDQDQ\D %LQWHN | .RWD 6DOD RUDQJ [ KD RUDQJ
.XUVXV GDQ 3HODWLKDQ KDUL
3XEOLNDVL 'DQ 6RVLDOLVDVL 3H 7HUVHOHQJJDUDQ\D 3DPHUD| .RWD 6DOD NHJLDWDQ $3%" NHJILDW
,QWHUQDVLRQDO
3HQJDUXVWDPDDQ JHQGHU ELGD| 7THUVHOHQJJDUDQ\D ELQWHN| .RWD 6DOD RUDQJ $3%" RUDQJ
3HQJXDWDQ NHOHPEDJDDQ .XUV] 7THUODNVDQDQ\D XSGDWLQJ | .RWD 6DOD GRNXPHQ $3%" GRNXPH

'LQDV 3HQGLGLNDQ
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